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SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGURUS
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah, kami memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa-ta’ala atas taufik
dan inayahNya, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat
menyelenggarakan Rapat Pleno ke-58 yang berlangsung pada 3-4 Juli 2024 di Jakarta.

Rapat Pleno DSN-MUI kali ini akan membahas 4 draf fatwa yang merupakan Program
Prioritas DSN-MUI Tahun 2024. Keempat draf fatwa dimakasud, yaitu:

1) Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Pemodal;
2) Akad l'arah;

3) Jual-Beli Al-Mal al-Musytarak dan Jual-Beli Al-Mal Al-Musya’;
4) ljarah Al-Mal Al-Musytarak dan ljarah Al-Mal Al-Musya’;

Keempat fatwa ini dilengkapi dengan paper pendukung dalam rangka penyusunan fatwa
dimaksud. Semoga dengan keempat paper pendukung yang disajikan pada buku ini
dapat membantu para peserta Rapat Pleno DSN-MUI dalam pembahasan fatwa.

Harapan kami, hasil keputusan Rapat Pleno ke-58 ini dapat menjawab kebutuhan
industri keuangan syariah. Selain itu, semoga hasil keputusan Rapat Pleno ke-58 ini dapat
bermanfaat untuk umat dan pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.

Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI mengucapkan terima kasih: pertama, kepada Tim
yang membuat paper ini. Kedua, kepada Badan Pelaksana Harian DSN-MUI yang telah
melakukan serangkain proses sehingga rapat Pleno DSN-MUI ke-58 dapat terselenggara.

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAIJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PENGURUS

Ketua, Sekretaris
Ttd Ttd
KH. Anwar Iskandar Buya Amirsyah Tambunan
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Kajian ini dilatarbelakangi perkembangan industri pasar modal di Indonesia
termasuk pasar modal syariah di dalamnya yang terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun jumlah investor. Namun hal
ini tentu belum mencapai titik yang optimal menimbang rasio jumlah investor
terhadap penduduk Indonesia yang masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan
negara lain di Asia Tenggara.

Dengan memperhatikan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara
berpenduduk Islam terbesar di dunia, maka tentunya salah satu upaya yang relevan
untuk membantu meningkatkan investor pasar modal, khususnya investor pasar
modal syariah adalah memastikan bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan
sesuai dengan prinsip syariah yang dalam hal ini sertifikasi dan penilaian pemenuhan
tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait pasar modal syariah,
namun hingga saat ini belum terdapat fatwa terkait Dana Perlindungan Pemodal
(DPP) yang merupakan salah satu komponen penting dalam perlindungan investor
di pasar modal Indonesia.

Kajian ini membedah permasalahan yaitu bagaimana aspek syariah DPP secara
keberadaan, pengelolaan, dan distribusi. Adapun ruang lingkup pada kajian ini
berfokus pada operasional DPP di Indonesia dan menggunakan metodologi
deskriptif kualitatif dengan menggunakan berbagai referensi pustaka dan juga
wawancara dengan ahli syariah yang relevan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait
DPP, yaitu:

1. Keberadaan DPP memenuhi prinsip syariah karena merupakan suatu
produk hukum dari Pemerintah melalui institusi yang sah, yaitu OJK dalam
bentuk Peraturan OJK, sedangkan sumber-sumber pendanaan DPP juga
telah memenuhi prinsip yariah berdasarkan tipologi dari sumber
pendapatannya seperti Kontribusi dari SRO berdasarkan konsep hibah,
luran Keanggotaan Awal berdasarkan konsep rasm al isytirak, luran
Keanggotaan Tahunan berdasarkan konsep rasm al idariah.

2. Dalam pengelolaan DPP yang dilakukan oleh Indonesia SIPF sebagai PDPP,
perlu dilakukan suatu alokasi penempatan DPP dalam instrumen syariah
dengan persentase tertentu dari total nilai DPP. Adapun acuan yang
diusulkan untuk digunakan adalah rasio jumlah investor pengguna Sistem
Online Trading Syariah (SOTS) terhadap total Investor. SOTS merupakan
sistem yang dikembangkan oleh BEI dan digunakan Anggota Bursa (AB)
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serta disertifikasi kesesuaiannya oleh DSN-MUI secara berkala setiap 3
tahun.

. Distribusi DPP kepada Investor berdasarkan konsep kafalah yaitu suatu
bentuk penjaminan dan hubungan antara Indonesia SIPF sebagai PDPP dan
Anggota DPP dalam hal ini berdasarkan konsep gardh yaitu sebagai suatu
pinjaman yang tidak dijanjikan suatu imbalan tertentu.



BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Industri pasar modal syariah di Indonesia sebagai bagian dari industri pasar modal
secara umum terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal tersebut
tercermin dari nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia yang secara umum
meningkat. Pada tahun 2012 pasar modal di Indonesia memiliki kapitalisasi pasar
sebesar Rp4.127 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2022 nilai kapitalisasi pasar
tersebut sebesar Rp9.499 triliun rupiah. Dengan demikian terjadi pertumbuhan
tahunan nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia sebesar 130,17% pada periode
2012 s.d. 2022. Kemudian apabila dilihat dari kapitalisasi pasar syariah saat ini
dengan menggunakan patokan Jakarta Islamic Index (JIl) pada tahun 2022 mencapai
2.155 triliun rupiah dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70) mencapai 2.668 triliun
rupiah.

Pertumbuhan kapitalisasi pasar tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah
investor yang terlihat dengan menggunakan indikator Single Investor Identification
(SID) di Indonesia. Pada tahun 2012 jumlah SID mencapai 281.256 sedangkan pada
tahun 2022 jumlah SID mencapai 10.300.069 sehingga dalam periode yang sama
jumlah SID mengalami pertumbuhan sebesar 3.562,17%. Sejalan dengan
pertumbuhan SID tersebut, investor pengguna Sistem Online Trading Syariah (SOTS)
juga terus mengalami peningkatan. Pada periode 2016 s.d. 2022, investor SOTS
meningkat 798,57% dari 12.283 pengguna menjadi 110.371 pengguna.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah investor yang signifikan, jumlah investor
saham di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
Berdasarkan posisi Agustus 2022, investor saham di Indonesia hanya sebesar 1,5%
dari total populasi, sedangkan Singapura sebesar 16,2%, Malaysia sebesar 8,7%,
Thailand sebesar 5%, dan Vietnam sebesar 2,2%. Rendahnya persentase investor
pasar modal tersebut juga sejalan dengan rendahnya jumlah investor pasar modal
syariah di Indonesia, hal tersebut terlihat dari tingkat inklusi keuangan pasar modal
syariah yang hanya sebesar 12,12% pada tahun 2022. Sedangkan di sisi lain,
mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, berdasarkan data sensus penduduk
tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk beragama Islam
memiliki persentase sebesar 87,18% atau sama dengan sekitar 207 juta penduduk.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan investor pasar
modal, khususnya investor pasar modal syariah. Salah satu upaya tersebut adalah
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memastikan bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip
syariah. Sehubungan dengan prinsip syariah di pasar modal, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa antara lain
sebagai berikut:

1. Fatwa 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

2. Fatwa 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan
Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta
Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

3. Fatwa 138/DSN-MUI/V/2020 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat
Ekuitas di Bursa Efek.

DSN-MUI juga telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait penerapan prinsip
syariah di industri perbankan, antara lain sebagai berikut:

1. Fatwa 118/DSN-MUI/II/2018 Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah
Bank Syariah; dan

2. Fatwa 130/DSN-MUI/X/2019 Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan
dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang
Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Fatwa tersebut telah menjelaskan aspek syariah mengenai aktifitas pasar modal
dalam ruang lingkup SRO (BEI, KPEI, dan KSEI) namun belum menjelaskan aspek
syariah dalam ruang lingkup Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang dikelola oleh
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) sesuai dengan regulasi yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun DPP merupakan salah satu
instrumen utama perlindungan Investor di pasar modal Indonesia saat ini sehingga
perlu dilakukan kajian untuk membahas aspek syariah dari DPP dengan lebih
terperinci.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aspek Syariah Keberadaan DPP?
2. Bagaimana Aspek Syariah Pengelolaan DPP?
3. Bagaimana Aspek Syariah Distribusi DPP?



1.3 Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penerapan aspek syariah terkait DPP
di pasar modal Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada kajian ini berfokus pada operasional DPP di Indonesia. Kajian ini
tidak dimaksudkan untuk menjadi penentu akhir apakah proses operasional DPP
sesuai dengan aspek syariah, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan dari
dari DSN-MUI. Ruang lingkup kajian ini adalah pemaparan operasional DPP yang
mencakup keberadaan, pengelolaan, dan distribusi serta analisis aspek syariah dari
hal-hal tersebut berdasarkan diskusi dengan ahli syariah.

1.5 Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan
Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kajian Pustaka: Kajian pustaka dilakukan melalui penelaahan atas
peraturan OJK yang relevan; serta
2. Kajian atas fatwa DSN-MUI yang relevan; dan
Diskusi dengan Narasumber atau Permintaan Data dengan rincian sebagai
berikut:
e Untuk memahami aspek teknis terkait DPP, dilakukan diskusi internal
dan pelaku pasar lainnya yang relevan.
e Diskusi bersama ahli keuangan syariah untuk membahas aspek syariah
DPP.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA
2.1 Mekanisme DPP di Indonesia
2.1.1 Peraturan OJK No. 49/P0OJK.04/2016 tentang DPP

Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang DPP mengatur beberapa hal yang
mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Keberadaan DPP



BAB Il PEMBENTUKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Pasal 2
Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber sebagai berikut:

a. kontribusi dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;

c. dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai
pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;

d. hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan

e. sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V KEANGGOTAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Pasal 16
Kustodian wajib menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal.
Pasal 17

Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah Perantara Pedagang Efek
yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

BAB VI RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Pasal 19

Aset Pemodal berupa Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek yang
mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Efek dalam Penitipan
Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 20

Aset Pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan Dana Perlindungan
Pemodal adalah dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening
Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.



Pasal 21

Pemodal yang asetnya mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah
Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian;
dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian oleh Kustodian; dan

c¢. memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 22

Dana Perlindungan Pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada
Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi Pemodal yang
memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berikut:

Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang;
Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, anggota direksi,
anggota dewan komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah
anggota direksi Kustodian; dan/atau

c. Pemodal merupakan Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b.

2. Pengelolaan DPP
BAB IV PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Pasal 4

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak
digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal.



Pasal 6

Dana Perlindungan Pemodal diwakili baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 7

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal tidak dapat dipinjamkan atau
dijaminkan.

Pasal 8

Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada
Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah
Republik Indonesia.

Pasal 9

Investasi Dana Perlindungan Pemodal dalam bentuk selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 10

Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa
pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 11

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa
pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh
persen) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan batasan lain atas imbalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dengan memperhatikan kebutuhan Dana Perlindungan
Pemodal dan kondisi keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 13

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal tidak sanggup untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan
Pemodal, penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik dengan atau tanpa menunjuk Pihak lain.
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Pasal 14

Dalam kondisi tertentu selain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil alih dan menetapkan
penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 15

Ketentuan mengenai kondisi tertentu dan penggunaan Dana Perlindungan Pemodal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Distribusi DPP
BAB VII GANTI RUGI OLEH DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Bagian Kesatu Pembayaran Ganti Rugi
Pasal 24

(1) Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana
Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pernyataan tertulis
bahwa:
1) terdapat kehilangan Aset Pemodal;
2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan
Aset Pemodal yang hilang; dan
3) bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang
mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat
melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin
usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
4) bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan
kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan
dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian
dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
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(2) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria pernyataan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana
sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi
untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penentuan nilai Aset Pemodal yang hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas
perkiraan nilai investasi masa datang.

2.1.2 Peraturan OJK No. 50/P0OJK.04/2016 tentang PDPP

Bagian Kedelapan Penanganan Klaim
Pasal 42

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim
Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan
terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, anggota Direksi
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

a. mengumumkan kepada masyarakat baik melalui surat kabar
maupun media lainnya termasuk situs web Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal apabila telah terjadi peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal dan mengundang
Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan;
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b. mengusulkan pembentukan komite klaim kepada Otoritas Jasa

C.

Pasal 44

Keuangan; dan
membentuk tim verifikasi klaim.

(1) Komite klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

a.

paling sedikit 2 (dua) orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan;

paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal; dan

paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal
dan/atau perlindungan konsumen. perwakilan lembaga

(2) Susunan anggota komite klaim wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Komite klaim memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

mengawasi dan memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan
proses verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh tim verifikasi
yang dibentuk untuk menangani suatu klaim Pemodal oleh anggota
Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

memberikan rekomendasi kepada anggota Direksi Penyelenggara
Dana Perlindungan Pemodal mengenai diterima atau ditolaknya
klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal
terhadap Dana Perlindungan Pemodal serta jumlah pembayaran
dalam hal klaim diterima; dan memberikan usulan kepada anggota
Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal atas proporsi
jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan
untuk setiap Kustodian dalam hal aset Dana Perlindungan Pemodal
tidak mencukupi.

(4) Penanganan klaim Pemodal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Pemodal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan menggunakan
formulir tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal dan melampirkan dokumen, data, informasi
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maupun bukti lainnya sebagaimana disyaratkan dalam formulir
tersebut;

penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
disertai dengan pernyataan secara tertulis untuk mengalihkan
seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset
Pemodal yang hilang yang diganti Dana Perlindungan Pemodal
kepada Dana Perlindungan Pemodal;

permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disertai
dengan pemberian kuasa kepada Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta
penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi
ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;

penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang diperoleh
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dari pelaksanaan kuasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf c setelah dikurangi biaya yang
telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal;

Pemodal memberikan kuasa kepada Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal untuk mendapatkan informasi terkait
Pemodal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Pihak lain;

tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas klaim
pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti lainnya yang
disampaikan pemodal dan dokumen/data lain yang diperoleh dari
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan dan/atau pihak lain;

Penyelesaian, Kustodian, dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan
atau waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dari batas waktu permohonan klaim disampaikan dan diterima oleh
Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, tim verifikasi klaim
melaporkan hasil pemeriksaan dan verifikasinya kepada komite
klaim;

laporan tim verifikasi kepada komite klaim sebagaimana dimaksud
dalam huruf g paling sedikit memuat informasi mengenai Pemodal,
nilai Aset Pemodal yang hilang yang dialami setiap Pemodal, dan
total nilai Aset Pemodal yang hilang pada 1 (satu) Kustodian;
komite klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan
pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim

N
7

&

13
J

N (-
e



Pasal 45

dan menyusun rekomendasi kepada Direksi Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal berupa diterima atau ditolaknya klaim yang
diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal
maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian; dan
Penyelenggara Dana  Perlindungan Pemodal melakukan
pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang
disebutkan oleh Pemodal dalam formulir permohonan.

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas Dana Perlindungan Pemodal tidak

diterima oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pemodal berhak

mengajukan keberatan atas keputusan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur sebagai berikut:

a.

Pasal 46

Pemodal menyampaikan permohonan dengan mengisi formulir
yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan pedoman penanganan
dan pembayaran klaim yang diterbitkan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal dengan melampirkan dokumen, data,
informasi, dan bukti lainnya sebagaimana disyaratkan dalam
formulir tersebut;

permohonan disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak
diterimanya klaim Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa klaim dapat
diganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal wajib dalam waktu tidak lebih lama dari 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari Otoritas Jasa
Keuangan melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai
dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan penanganan klaim kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan

laporan dimaksud memuat paling sedikit informasi tentang jumlah nasabah yang

diberikan ganti rugi, total nilai ganti rugi, sisa Dana Perlindungan Pemodal, dan

rencana pelaksanaan hak subrogasi.
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2.1.3 Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-69/D.04/2020

Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-69/D.04/2020 tentang
Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan
Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal mengatur
beberapa hal yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal pada
satu Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah
sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan

2. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Kustodian
dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

2.1.4 Surat Edaran OJK No. 18 /SEOJK.04/2013

Surat Edaran OJK No. 18 /SEOQJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang
dalam rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal mengatur beberapa hal
yang mencakup namun tidak terbatas pada:

I1I.TATA CARA PENENTUAN NILAI ASET PEMODAL YANG HILANG

1. Tim verifikasi klaim yang dibentuk PDPP wajib menentukan nilai aset
Pemodal yang hilang untuk dilaporkan kepada komite klaim
2. Tim verifikasi klaim menentukan nilai Aset Pemodal yang hilang
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. lJika Aset Pemodal yang hilang berupa Efek, penetapan nilai Aset
Pemodal adalah sebagai berikut:

1) Apabila Efek tersebut adalah Efek bersifat Ekuitas dan/atau Efek
lain yang tercatat di Bursa Efek selain Efek bersifat utang dan/atau
sukuk, penetapan nilainya ditentukan berdasarkan jumlah Efek yang
hilang dikalikan dengan harga rata-rata dari harga penutupan
(closing price) Efek pada hari bursa dan terdapat transaksi atas Efek
tersebut dalam periode 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal
penerbitan Pernyataan Tertulis.

2) Apabila Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terdapat
transaksi dalam periode 6 bulan terakhir sebelum tanggal
penerbitan Pernyataan Tertulis, penetapan nilainya ditentukan
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berdasarkan metode perhitungan harga wajar Efek yang ditetapkan
oleh PDPP.

3) Apabila Efek adalah Efek bersifat utang dan/atau sukuk dan
Lembaga Penilai Harga Efek menerbitkan harga pasar wajarnya,
penetapan nilainya ditentukan berdasarkan jumlah Efek yang hilang
dikalikan dengan harga rata-rata dari harga pasar wajar yang
ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek dalam periode 6 (enam)
bulan terakhir sebelum tanggal penerbitan Pernyataan Tertulis.

4) Apabila Efek sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang harga
pasar wajarnya tidak diterbitkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek,
penetapan nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar wajar yang
ditetapkan oleh PDPP.

5) lJika Aset Pemodal yang hilang berupa Efek selain Efek
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3), penetapan
nilainya ditentukan berdasarkan metode perhitungan harga wajar
Efek yang ditetapkan oleh PDPP.

b. Dalam hal terdapat Aset Pemodal yang hilang berupa dana, maka
penetapan nilainya adalah sebesar jumlah dana yang hilang.
3. Pembayaran ganti rugi dengan menggunakan Dana Perlindungan
Pemodal dapat dilakukan terhadap hilangnya Aset Pemodal yang terjadi
sejak Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal.

2.2 Mekanisme Perlindungan Investor di Negara Lain
2.2.1 Mekanisme Perlindungan Investor di Amerika Serikat

Dasar Hukum

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) merupakan Lembaga
Penyelenggara DPP di Amerika Serikat dengan dasar hukum Undang-Undang:
Securities Investor Protection Act, 1970. SIPC berbentuk perusahaan yang dimiliki
oleh Anggota dan dipimpin oleh Dewan Direksi. Presiden, Gubernur Bank Sentral,
dan Menteri Keuangan menunjuk Dewan Direksi. SIPC dapat berkoordinasi dengan
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) apabila Anggota yang mengalami
kegagalan berdampak sistemik terhadap perekonomian Nasional. Securities and
Exchange Commission (SEC) dan Self Regulatory Organization (SRO) yaitu Bursa Efek,
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dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) memberikan laporan terkait
Anggota yang kemungkinan mengalami kebangkrutan/kegagalan kepada SIPC.

Keanggotaan

Keanggotaan SIPC mencakup seluruh Perusahaan Sekuritas dan Perantara Investasi
sesuai dengan regulasi yang berlaku atau yang teregistrasi pada Bursa Efek dan
FINRA. Adapun cakupan perlindungan SIPC berupa Aset Nasabah berupa efek dan
dana pada Anggota yang mengalami kebangkrutan/kegagalan.

Klaim
Secara singkat, mekanisme klaim SIPC adalah sebagai berikut:

1. SIPC menentukan apakah akan menerapkan perlindungan kepada Nasabah
Anggota setelah mendapatkan laporan dari SEC atau SRO (Bursa Efek dan
FINRA); dan

2. SIPC dapat menunjuk atau menjadi Trustee dalam proses likuidasi dan
distribusi asetNasabah Anggota.

Kontribusi
Skema Pendanaan SIPC adalah sebagai berikut:

e Pungutan Awal kepada Anggota;

e Pungutan Tahunan kepada Anggota sebesar 0,15%-0,5% berdasarkan
masukan SRO dari

e Pendapatan Anggota;

e Batas Maksimal per Nasabah USD 500 Ribu dan USD 250 Ribu (khusus
tunai);

e SIPC memiliki Fasilitas Kredit dari SEC sebesar USD 2,5 Miliar;

e SIPC ditetapkan untuk memiliki Minimal Kemampuan Dana USD 5 Miliar;

e Jumlah Dana sebesar USD 3,65 Miliar (2019); dan

e Status Dana merupakan Aset Perusahaan.

2.2.2 Mekanisme Perlindungan Investor di China

Dasar Hukum

Securities Investor Protection Fund (SIPF) merupakan Lembaga Pengelola DPP di
China berdasarkan Undang-Undang: Law of The People's Republic of China on
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Securities, 2005. SIPF berbentuk Perusahaan yang dimiliki oleh Negara melalui China
Securities Regulatory Commission (CSRC), People’s Bank of China (PBC), dan
Kementrian Keuangan serta dipimpin oleh Dewan Direksi. CSRC, PBC, dan
Kementrian Keuangan menentukan Dewan Direksi SIPF. SIPF membantu CSRC dalam
menangani keluhan Nasabah melalui pengelolaan hotline 12386 dan SIPF dapat
memiliki kewenangan lain atas persetujuan State Council.

Keanggotaan

Keanggotaan SIPF mencakup seluruh Perusahaan Sekuritas yang menjadi Anggota
Bursa Efek yang diregulasi oleh CSRC. SIPF mengawasi dan menentukan nilai risiko
Perusahaan Sekuritas serta dapat membantu likuiditas Perusahaan Sekuritas selain
perlindungan yang mencakup Aset Nasabah pada Anggota yang mengalami
kegagalan, kebangkrutan, atau pengambilalihan.

Klaim
Secara singkat, mekanisme klaim SIPF adalah sebagai berikut:

e SIPF dapat berpartisipasi dalam proses likuidasi Perusahaan Sekuritas; dan
e Dalam proses tersebut SIPF mendistribusikan Aset Nasabah dan apabila
aset hasil likuidasi
tidak mencukupi baru menggunakan Aset SIPF.

Kontribusi
Skema pendanaan SIPF adalah sebagai berikut:

e Bagian dari fee transaksi di Bursa Efek (20% dari fee)

e Pungutan Tahunan kepada Anggota dengan kisaran 0,5%-5% dari
Pendapatan Anggota sesuai dengan tingkat risiko (% diturunkan jika Dana
mencapai RMB 20 Miliar)

e Fasilitas Kredit dari PBC

e Penerbitan Obligasi

e Minimal Kemampuan Dana sesuai Modal Dasar RMB 6,3 Miliar dan ketika
mencapai RMB 20
Miliar

e Jumlah Dana RMB 58,3 Miliar (2020)

e Dana merupakan Aset Perusahaan
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2.2.3 Mekanisme Perlindungan Investor di Malaysia

Dasar Hukum

Capital Market Compensation Fund Corporation (CMC) merupakan Lembaga
Pengelola DPP di Malaysia berdasarkan Undang-Undang: Capital Market and
Services Act, 2007. CMC merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Bursa Malaysia
dan dipimpin oleh Dewan Direksi. CMC Bertanggung jawab kepada Securities
Comission (SC) dan Menteri Keuangan menetapkan Dewan Direksi berdasarkan
usulan SC.

Keanggotaan

Keanggotaan CMC mencakup Seluruh Pemegang Lisensi Capital Market dari SC yang
mencakup Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Futures, Manajer Investasi, dan Bank
Kustodian serta perlindungan CMC mencakup Aset Nasabah pada Anggota apabila
mengalami kebangkrutan/kegagalan dan Aset Nasabah pada Anggota apabila
mengalami fraud baik secara fisik maupun elektronik.

Klaim
Mekanisme klaim CMC adalah sebagai berikut:

¢ Nasabah dapat langsung mengajukan klaim kepada CMC; dan
e CMC bertanggung jawab atas penerimaan, penentuan, dan pembayaran
klaim tersebut.

Kontribusi
Skema pendanaan CMC adalah sebagai berikut:

e Kontribusi Awal dari SC, Bursa Malaysia, dan Pihak Lain;

¢ Saldo Compensation Fund Bursa Efek dan Bursa Deposit, Fidelity Fund
Bursa Berjangka;

e Pungutan Awal yang bervariasi tergantung jenis lisensi yang dimiliki, untuk
Perusahaan

e Sekuritas dan Manajer Investasi sebesar MYR 150 Ribu (IDR 513 juta),
sedangkan Bank sebesar

e MYR 30 Ribu (IDR 102 juta);

e Pungutan Tahunan terhadap Anggota sebesar MYR 10-50 Ribu sesuai
jumlah Asset Under
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Management (AUM) untuk Manajer Investasi dan MYR 10 Ribu untuk
Perusahaan Sekuritas
e dan Bank;

2.3 Fikih Muamalat dan Akad-Akad

Fikih berasal dari bahasa arab al-figh yang berarti mengerti, tahu, atau paham.
Secara definisi, fikih adalah hukum islam, kumpulan norma-norma atau hukum-
hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi, hukum
tersebut termasuk yang ditetapkan langsung di dalam Al Quran dan Sunnah Nabi
maupun hasil ijtihad.!

Fikih mendasarkan formulasi hukumnya pada berbagai sumber hukum islam, antara
lain Al Quran, sunnah, ijma’ (kesepakatan para mujtahid), giyas (analogi), istihsan
(kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, urf (adat/ kebiasaan yang berlaku), sadduz-
dzari’ah (tindakan preventif), istihsab (keberlangsungan hukum), fatwa sahabat
nabi, dan syar'u man gablana (hukum agama samawi terdahulu yang telah
mendapat konfirmasi dalam hukum agama islam). Sumber hukum tersebut dapat
dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder, Al Quran dan sunnah merupakan
sumber primer.?

Dalam hukum Islam (fikih), terdapat 5 (lima) hal yang menjadi tujuan syariah
(magashidu al-syari’ah), yaitu melindungi agama (hifdzu al-dien), melindungi jiwa
(hifdzu al-nafs), melindungi akal (hifdzu al-aql), melindungi keturunan (hifdzu al-
nasl), dan melindungi harta (hifdzu al-maal). Berdasarkan 5 tujuan syariah tersebut,
Lahsana dalam Mahlknecht dan Hassan (2011) menjabarkan tujuan syariah dalam
ekonomi adalah sebagai berikut:

e Pemerataan kesejahteraan dalam transaksi bisnis;

e Pemeliharaan dan perlindungan kekayaan;

e Transparansi kekayaan dan keuangan;

e Pengembangan investasi kekayaan;

e Perlindungan dari hal-hal yang merugikan dan kesulitan atas kekayaan dan
keuangan; dan

o Memastikan keadilan dalam pemerataan kekayaan.

1 Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat. Hal 5
2 |bid, Hal 15-24
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Fikih sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni ibadah dan muamalah.
Fikih ibadah mengatur tentang peribadahan dan memiliki prinsip segala sesuatu

dilarang kecuali yang diperintahkan.

Sedangkan fikih muamalah mengatur

hubungan antar manusia dan memiliki prinsip segala sesuatu boleh kecuali dilarang.

Fikih muamalah secara definisi adalah hukum Allah SWT yang ditujukan untuk
mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau yang berkaitan dengan
urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Fikih muamalah dibagi menjadi
igtisadiyah (ekonomi), ijtima’iyah (sosial), dan siyasah (politik). Pada kajian ini yang
dimaksud dengan fikih adalah fikih muamalah iqtisadiyah atau yang berkaitan
dengan ekonomi. Fikih muamalah igtisadiyah mengenal berbagai bentuk akad
sebagaimana disampaikan dalam bagan berikut ini:

Gambar Pembagian Akad-akad?

Contract of COHTFGC? of Contract of Contract of gift Contract of profit - Contracts of
exchange deposit agency (Hibah) sharing security
(Al-Wadiah) (Al-Wakalah) {Ugqud al-ishtirak)
l l Al-Mudarabah Al-Musharakah
Exchange of goods for money Exchange of services for
money
Contract of sale l l
L Y v
Leasing Service charge Mortgage Guaraniee Transfer of
(Al-lfarah) (Al-Jualah) (Ar-Rahn) (Kafalah) debt
(Al-Hiwalah)
Spot sale Deferred sale (Bay' Qardhu! Bay' As-Sarf Bay' al-Dayn Bay’ al-lnah Al-istijrar
al-muajjal) Hasan
sBay’ al-
musawa sMurabahah
mmah «Bay’ Bithaman Ajil
s(Cash sale «Al-Isfisna’
(Bay’ al- «Salam
nugqud)
Hibah

3 Choudry, Masudul Alam.2011. Islamic Economics and Finance an Epistemological Inquiry.
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Hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu Al Hibattu, yang memiliki arti berarti
pemberian yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan
(pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta.* Adapun syarat dari
hibah adalah sebagai berikut:

a. Pemberihibah. Pemberi hibah adalah seorang ahliyyah yang sempurna akal,
baligh dan rusyd. Pemberi hibah juga memiliki harta yang akan dihibahkan
dan berkuasa penuh terhadap hartanya.

b. Penerima hibah. Sedangkan ketentuan bagi penerima hibah, jika bukan
mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh
diberikan melalui walinya atau pemegang amanah.

c. Hartayangdihibahkan. Harta yang akan dihibahkan tentu adalah harta yang
halal, yang memiliki nilai dari sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah,
mampu diserahkan kepada penerima hibah dan memiliki wujud ketika
hendak dihibahkan.

d. Lafal ijab dan kabul. Lafal ijab dan kabul merupakan lafal atau perbuatan
yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
(makfuul ‘anhu, ashil). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000
tentang Kafalah, ditentukan rukun kafalah sebagai berikut:

Pihak Penjamin (Kafiil)

Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu)
Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
Obyek Penjaminan (Makful Bihi)

Qa 0 T o

Dalam akad kafalah, penjamin (Kafiil) dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak
memberatkan. Kafalah dengan imbalan tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.

“ Dahlan, Abdul Azis.1996. Ensiklopedia Hukum Islam. Hal 540
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Qardh

Qardh menurut tokoh ekonomi islam Muhammad Syafi’l Antonio adalah pemberian
harta kepada orang lain dimana hal tersebut dapat ditagih ataupun di minta kembali
dengan arti lain sipemilik dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah
imbalan.Selanjutnya Arti lain tentang qardh dalam pasal 19 Huruf E No. 2 Tahun
2008 menurut penjelasan dan pengertian adalah suatu akad pinjaman dana kepada
pihak nasabah dengan ketentuan si peminjam dana wajib untuk mengembalikan
dana tersebut yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Sedangkan arti dari gardh yang dijelaskan oleh fatwa MUI ialah sebuah
pinjaman dana yang diberikan mugridh (si peminjam dana/nasabah ) yang benar-
benar memerlukan.

Pinjaman Qardh yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara si
peminjam dan pemilik dana yang mewajibkan melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu. Pinjaman qgardh yang diberikan adalah pinjaman yang tidak
mempersyaratkan adanya sebuah imbalan. Menurut ketentuan yang sebagaimana
telah ditentukan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/
2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan
kegiatan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Qardh yang disini
dalam satu pihaknya sebagai peminjam dana harus wajib mengembalikan pokok
dana yang telah dipinjam atau dana yang diterima pada waktu yang ditetapkan oleh
kedua belah pihak antara pihak pemilik dana dan peminjam dana.

Arti lain lagi tentang akad gardh adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana
pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam
mengembalikan pinjaman tersebut sekligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik
pembiaayaan akad gardh menurut santoso diantaranya yaitu:

a. Tidak diperkenankan dalam meminjamkan dana mengambil
keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam sebuah
pembiayaan qardh dikarenakan hal tersebut termasuk Riba yang itu
sangat dilarang oleh Allah SWT.

b. Suatu barang atau uang yang telah diterima oleh pihak sipeminjam
harus dijaga dan hal itu menjadi tanggung jawab si pihak peminjam
dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sama
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dengan pada saat awal peminjaman, karena pembiayaan gardh
menggunakan sistem akad pinjam meminjam.

c. Akad gardh biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang
waktu tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi lebih
memudahkan bagi sipeminjam dana tersebut jika tempo
pembayaran diberikan sebelumnya saat awal perjanjian.

d. Dalam pinjaman dalam bentuk uang maka pengembalian harus
sama sesuai dengan pinjaman diawal.

BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Aspek Syariah Keberadaan DPP

DPP merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini
melalui OJK melalui Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang DPP sehingga
merupakan suatu kewajiban bagi Industri Jasa Keuangan di Indonesia, khususnya
Pasar Modal untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

Adapun apabila dilihat dari sumber-sumber keberadaan DPP telah memenuhi
prinsip-prinsip syariah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Self Regulatory Organization (SRO)

SRO merupakan regulator mandiri di industri pasar modal Indonesia berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terdiri dari PT Bursa
Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam pembentukan DPP, terdapat kontribusi awal
dari SRO terhadap DPP, yang dalam hal ini diwakili oleh Indonesia SIPF sebagai PDPP
selaku penerima kontribusi tersebut sehingga sesuai dengan prinsip hibah dimana
terdapat pemberi hibah yaitu SRO, penerima hibah yaitu DPP, harta yang dihibahkan
dalam nominal rupiah, dan ijab kabul dalam bentuk tertulis.

2. luran Keanggotaan Awal

DPP memiliki Anggota yaitu Perusahaan Sekuritas (Perantara Pedagang Efek yang
Mengadiministrasikan Rekening Efek Nasabah) dan Bank Kustodian yang Ketika
bergabung menyetorkan sejumlah dana. Hal ini sesuai dengan prinsip Rasm al
Isytirak, yaitu prinsip kepesertaan suatu pihak kepada pihak lain untuk menjadi
anggota atau jamaah.

3. luran Keanggotaan Tahunan
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Anggota DPP setiap tahunnya menyetorkan sejumlah dana berdasarkan persentase
tertentu dari aset Nasabah yang dititipkan. Hal ini sesuai dengan Rasm al Idariah,
yaitu adanya premi dari suatu pihak kepada pihak lain yang melakukan suatu
penjaminan.

4. Pelaksanaan Hak Subrogasi

Pelaksanaan hak subrogasi memenuhi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam
Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan Prinsip
Syariah.

3.2 Aspek Syariah Pengelolaan DPP

Dalam penyusunan kajian, tim telah merangkum berbagai data yang dapat
digunakan sebagai suatu acuan bagi Indonesia SIPF sebagai PDPP untuk
mengalokasikan proporsi tertentu dari DPP dalam instrument investasi yang sesuai
dengan prinsip syariah. Beberapa data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Alternatif Data Acuan Alokasi Investasi DPP pada Instrumen Syariah

No. Indikator 2022 Rasio terhadap Total
1. | Jumlah Sub Rekening Efek Syariah 870 (s.d. Q4) 0,015% (6.059.522)
2. | Nilai Aset dalam Sub Rekening Efek 1,22 M (s.d. Q4) 0,00002% (6.523 T)

Syariah
3. | Jumlah Emiten Syariah 5 (s.d. Q4) 0,6% (825)

4, Nilai Emiten Syariah 102,48 T (s.d.Q4) 1,07% (9.499 T)
5. | Jumlah Saham Syariah 533 (s.d. Q4) 64,6% (825)
6. | Nilai Saham Syariah 4.768 T (sd. Q4) 50,19% (9.499 )
7. | Jumlah Investor Syariah (SOTS) 114.116 (s.d. Q3) 2,7% (4.226.517)
8. | Nilai Transaksi Saham Investor Syariah 8,3T(s.d.Q3) 0,3% (2.765T)

Berdasarkan pembahasan dengan Divisi Pasar Modal Syariah BEl dan Divisi
Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI Terkait Perumusan Format Data Acuan
Syariah pada tanggal 17 Maret 2023. Berdasarkan pembahasan tersebut, acuan
yang akan digunakan sebagai dasar alokasi portfolio syariah DPP adalah rasio jumlah
investor pengguna Sistem Online Trading Syariah (SOTS) terhadap jumlah investor
keseluruhan dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. SOTS merupakan sistem yang diciptakan oleh BEI dan
dikembangkan oleh Anggota Bursa (AB) peserta SOTS (saat ini 18
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AB) serta disertifikasi kesesuaiannya oleh DSN-MUI secara berkala

setiap 3 tahun;
b. Beberapa ketentuan utama dalam SOTS adalah:
e Transaksi menggunakan marjin tidak diperbolehkan,

e Transaksi berbasis dana tunai,

e Transaksi hanya bisa dilakukan terhadap saham syariah yang bisa

ditransaksikan,

¢ Tidak dapat melakukan short selling,

e Terdapat mekanisme pemindahan saham ke rekening non-SOTS apabila
saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES); dan
c. SOTS mencerminkan kondisi riil investor yang ingin menjalankan

prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal dimana

terdapat pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2016 (12.283

pengguna) sampai dengan akhir tahun 2022 (117.942 pengguna).

Adapun pengelolaan DPP pada instrumen syariah pada saat ini adalah sebesar

10,23% dari total nilai DPP sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel Alokasi Investasi DPP

Instrumen Jumlah (Rp) % Portofolio

Deposito di Bank Milik Pemerintah 136,85 Miliar 50,99%
Syariah 17,5 Miliar 6,52%

Non Syariah 119,35 Miliar 44,47%

Surat Berharga Negara 131,28 Miliar 48,91%
Syariah 9,97 Miliar 3,71%

Non Syariah 121,31 Miliar 45,20%

Total 268,38 Miliar 100,00%

Sebagai perbandingan, penempatan oleh LPS yang merupakan lembaga penjamin

pada industri jasa keuangan berupa bank adalah sebagai berikut:

Tabel Alokasi Investasi LPS

Instrumen Jumlah (Rp) % Portofolio
Obligasi Negara 129,76 T 85,15%
Obligasi Negara - Syariah 22,63T 14,85%
Total 152,39 T 100,00%




3.3 Aspek Syariah Distribusi DPP

1. Distribusi ke Nasabah/Investor

Distribusi DPP kepada Nasabah/Investor sebagai pihak yang kehilangan aset yang
telah dititipkan kepada Anggota DPP memenuhi prinsip kafalah dengan peran dari
masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

¢ Indonesia SIPF sebagai PDPP merupakan Pihak Penjamin (Kafiil)

¢ Anggota DPP merupakan Pihak yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu)

¢ Nasabah/Investor merupakan Pihak yang Berpiutang (Makfuul Lahu)

e Aset Nasabah/Investor yang ditipkan merupakan Obyek Penjaminan
(Makful Bihi)

2. Kewajiban Anggota DPP terhadap DPP

DPP yang telah didistribusikan terhadap Nasabah/Investor merupakan suatu gardh
antara DPP yang diwakili oleh Indonesia SIPF sebagai PDPP dan Anggota DPP, DPP
merupakan pihak yang menghutangi/memenuhi kewajiban Anggota DPP terhadap
Nasabah/Investor, sedangkan Anggota DPP merupakan pihak yang wajib melunasi
hutang tersebut. Adapun sesuai prinsip qardh, DPP tidak meminta suatu imbalan
atas pinjaman yang telah didistribusikan kepada Nasabah/Investor tersebut.

BAB 4 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, aspek syariah dari DPP dapat dibagi atas keberadaan DPP,
Pengelolaan DPP, dan Distribusi DPP yang dapat dipandang dapat memenuhi
prinsip-prinsip syariah dengan rincian sebagai berikut:

1. Keberadaan DPP memenubhi prinsip syariah karena merupakan suatu produk
hukum dari Pemerintah melalui institusi yang sah, yaitu OJK dalam bentuk
Peraturan OJK, sedangkan sumber-sumber pendanaan DPP berikut memenuhi
prinsip-prinsip syariah yaitu:

a) Kontribusi dari SRO berdasarkan konsep hibah.

b) luran Keanggotaan Awal berdasarkan konsep rasm al isytirak.

c) luran Keanggotaan Tahunan berdasarkan konsep rasm al idariah.

d) Pelaksanaan Hak Subrogasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-
MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah.
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2. Dalam pengelolaan DPP yang dilakukan oleh Indonesia SIPF sebagai PDPP, perlu

dilakukan suatu alokasi penempatan DPP dalam instrumen syariah dengan

persentase tertentu dari total nilai DPP. Adapun acuan yang diusulkan untuk

digunakan adalah rasio jumlah investor pengguna SOTS terhadap total Investor.

Acuan ini diusulkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

a) SOTS merupakan sistem yang dikembangkan oleh BEI dan digunakan oleh
Anggota Bursa (AB) peserta SOTS (saat ini 18 AB) serta disertifikasi
kesesuaiannya oleh DSN-MUI secara berkala setiap 3 tahun;

b) Beberapa ketentuan utama dalam SOTS adalah:

Transaksi menggunakan marjin tidak diperbolehkan,

Transaksi berbasis dana tunai,

Transaksi hanya bisa dilakukan terhadap saham syariah yang bisa
ditransaksikan,

Tidak dapat melakukan short selling,

Terdapat mekanisme pemindahan saham ke rekening non-SOTS apabila
saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES); dan

c) SOTS mencerminkan kondisi riil Investor yang ingin menjalankan prinsip-

prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal dimana terdapat

pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2016 (12.283 pengguna) sampai
dengan akhir tahun 2022 (117.942 pengguna).
3. Distribusi DPP kepada Investor berdasarkan konsep kafalah yaitu suatu bentuk

penjaminan dan hubungan antara Indonesia SIPF sebagai PDPP dan Anggota DPP

dalam hal ini berdasarkan konsep gardh yaitu sebagai suatu pinjaman yang tidak

dijanjikan suatu imbalan tertentu.
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HUKUM PINJAM PAKAI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA*

1. Pendahuluan

Hubungan hukum antar para pihak dari waktu ke waktu
mengalami perkembangan baik terkait ruang lingkup maupun skala
interaksinya. Perkembangan tersebut antara lain terefleksi dalam
perbuatan hukum?! dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang selalu timbul, tumbuh dan berkembang sesuai
dengan kebutuhan dan kehendak para pihak dengan mendasarkan
pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).?

Dalam upaya pemerintah untuk pemenuhan pembiayaan
dalam pembangunan infrastruktur misalkan, diatur hubungan hukum
dalam bentuk/model skema perjanjian kontrak karya, kontrak
kontruksi, kontrak swakelola dan lainnya. 3 Begitu juga dalam

*) Makalah ini disusun sebagai bagian dari Naskah Akademik untuk penyusunan Fatwa Akad

1

2

3

I'arah yang akan diterbitkan oleh DSN-MUI bulan Juli tahun 2024. Makalah disiapkan oleh
Asep Supyadillah

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban (akibat hukum) yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Lihat R.
Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.291; Agus Yudha
Harnoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014, h.20; lihat juga, https://www.hukumonline.com/klinik/a/
perbuatan-hukum-It5ceb4f8ac3137/

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2010, cet-kelima, h.1; Ahmad M Ramli, Aspek Hukum Hubungan Paltform Digital Over The
Top dan Pengguna Konten multimedia; Bandung: Redika Aditama, 2022; Agus Yudha
Harnoko, hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014.

Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan
perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral. Lihat Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Kontrak Kerja
Konstruksi adalah hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi.
Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan
bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat
kedudukannya menyatu dengan tanah. Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20I7
tentang Jasa Konstruksi; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/

pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah (BMN/D)
diperbolehkan menggunakan berbagai bentuk perjanjian, baik yang
sudah dikenal sebelumnya maupun yang baru muncul seperti sewa;
Pinjam Pakai; Kerja sama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah (BOT)
atau Bangun Serah Guna (BTO); dan Kerja sama Penyediaan
Infrastruktur.® Dalam kaitan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha), misalkan PJPK (Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama) melakukan perjanjian dengan BUP (Badan Usaha
Pelaksana), dimana PJPK menyediakan tanah dan kepemilikannya
tetap ada di PJPK selama masa konsesi. BUP akan membuat desain,
membangun, membiayai, kemudian memelihara dan mengoperasi-
kannya selama masa konsesi. Selama masa konsesi, kepemilikan aset
berada pada BUP. Selanjutnya, setelah masa konsesi berakhir, maka
BUP akan menyerahkan asetnya kepada PJPK.>

Begitu juga dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi industri
perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, terdapat
sinergi perbankan berupa kerja sama antara bank umum syariah dan
bank umum, yang memiliki hubungan kepemilikan melalui
pengoptimalan sumber daya bank umum untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan bank umum syariah. Bentuk Sinergi Perbankan
antara lain Layanan Syariah Bank Umum (LSBU), penggunaan sumber
daya manusia Bank Umum oleh BUS sebagai jasa konsultasi nasabah
di sektor tertentu, dan penggunaan pusat data (data center) dan/atau

4

5

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Bangun Guna Serah (BGS), adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh
Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/
atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu (Pasal 1 angka 15).
Bangun Serah Guna (BSG), adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati (pasal 1 angka 16). Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur ( KSPI), adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah
dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 17).

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja
Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
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pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) Bank Umum oleh
BUS. Bentuk sinergi tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kerja
sama antara BUS dan BUK sebagai induknya.®

Dari berbagai contoh hubungan hukum di atas menunjukkan
begitu beragamnya kegiatan yang harus dituangkan dalam suatu
perjanjian oleh para pihak. Makalah ini akan menjelaskan satu di
antara bentuk perjanjian yaitu perjanjian pinjam pakai yang diatur
dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan perjanjian pinjam pakai.

2. Dasar Hukum dan Pengertian Pinjam Pakai

Pinjam Pakai termasuk perjanjian nominaat/bernama. ’
Ketentuan perjanjian pinjam pakai diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Pada awalnya ketentuan pinjam pakai diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari mulai
Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. 2 Selanjutnya terdapat
pengaturan lebih lanjut mengenai pinjam pakai yang bersifat
implementatif berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) oleh
Pengguna yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Negara/Daerah.

6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/P0JK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam
Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

7 Perjanjian nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, seperti jual-
beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang,
pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian
untung-untungan, dan perdamaian. Kebalikan dari perjanjian nominaat adalah perjanjian
innominaat. Perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan
berkembang di dalam praktik di luar yang diatur dalam KUHPerdata, seperti production
sharing, joint venture, kontrak karya, kontrak konstruksi, leasing, beli sewa, franchise, dan
lain-lain. Lihat Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2010, cet-kelima, h.1

8 R. Subekti & RTjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1990, cet ke-22, h.375-377. Lingkup bahasan perjanjian Pinjam Pakai meliputi
3 bagian, yaitu Ketentuan-Ketentuan Umum (dari pasal 1740 s/d1743), Kewajiban-
Kewajiban Penerima Pinjaman (pasal 1744 s/d 1749) dan Kewajiban-Kewajiban Pemberi
Pinjaman (pasal 1750 s/d 1753).
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Secara definitif, pengertian pinjam pakai disebutkan dalam
pasal 1740 KUHPerdata sebagai berikut:

“Pinjam-pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak
yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk
dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang
menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya
suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa unsur-unsur dari perjanjian pinjam-pakai adalah:®
a. Adanya barang yang diserahkan sebagai objek perjanjian;

b. Diberikan secara cuma-cuma, tanpa ada imbalan;

c. Adanya kurun waktu tertentu atau tidak (setelah pemakaian
barang); dan

d. Adanya kewajiban mengembalikan kepada peminjam setelah
pemakaian atau batas waktunya.

Dalam KUH Perdata, menurut Subekti, terdapat 2 istilah yang
terkait dengan kata Pinjam, yaitu Pinjam Pakai dan Pinjam Meminjam
atau Pinjam Pengganti. Perbedaan kedua istilah tersebut yang paling
dominan terkait dengan objeknya. Misalkan seseorang meminjam
sebuah mobil atau meja dengan meminjam uang. Kalau seseorang
meminjam sebuah mobil atau meja, maka yang harus dikembalikan
adalah mobil atau meja tersebut, tidak boleh ditukar dengan mobil
atau meja lain. Apabila seorang meminjam sejumlah uang atau beras,
maka yang akan dikembalikan bukan uang atau beras yang diterima
tersebut, tetapi sejumlah uang yang sama nilainya atau beras
sebanyak yang dipinjamkan dari kualitas yang sama, karena uang atau
beras yang dulu diterima sudah habis dipakai.'°

Dengan kata lain objek dari pinjam pakai (brukleen) adalah
barang/benda yang oleh pihak peminjam pakai dalam prestasinya
dianggap sebagai tidak dapat diganti, sedang dalam pinjam
meminjam (verbruiklening) obyeknya adalah mengenai barang/
benda yang oleh pihak bersangkutan digunakan untuk dipakai dan
dalam prestasinya dianggap sebagai yang dapat diganti.'!

Pengertian “Pinjam Pakai”, berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Aditya Bakti, 1992, him. 78.

10 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, cet ke-10, h.119

11 Muh. Sidik N. Salam, Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah
Daerah, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.
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Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, adalah “penyerahan Pengqunaan barang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang”. '* (Pasal 1 angka 12
PP28/2020).

Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang
dimaksud dengan “Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui
penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima_imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.”!3

Apabila diperhatikan pengertian Pinjam Pakai yang diatur
dalam Pasal 1740 KUHPerdata dengan yang terdapat dalam PP
28/2020 dan PMK 115/2020 secara umum memiliki kesamaan dalam
unsur-unsurnya. Adapun perbedaan pengertian dari ketiga peraturan
tersebut yang paling menonjol adalah terkait dengan objeknya.
Apabila dalam KUHPerdata objeknya berupa benda/barang secara
umum yang tidak habis dipakai (yang akan dijelaskan berikutnya),
sedangkan dalam PP dan PMK objeknya sudah limitatif berupa Barang
Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah.'* BMN/BMD tersebut
dimanfaatkan/didayagunakan oleh pengguna barang (Kementerian/
Badan/Lembaga) atas seizin Pengelola Barang (Kemenkeu) dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan BMN yang dapat memberikan
kemanfaatan bagi negara sebagai pemilik BMN tersebut. Salah satu
bentuk pemanfaatan BMN/D adalah dengan pinjam pakai.®®

12 pasal 1 angka 12 PP28/2020

13 pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara (“PMK 115/2020”)

14 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1
angka 1 PP 28/2020). Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah(Pasal 1 angka 1 PP 28/2020).

15 Bentuk pemanfaatan BMN dapat berupa sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan
(KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), atau Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Lihat Pasal 8 PMK 115/2020.
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3. Karakterisitik Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai memiliki karakterisitik tersendiri yang

berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Di antara karakteristik
perjanjian pinjam pakai yaitu:

a.

Perjanjian pinjam pakai termasuk perjanjian riil atau kontrak riil,
dalam arti perjanjian ini tidak cukup dengan persetujuan/
kesepakatan/konsensuil saja di antara para pihak, melainkan
harus diikuti dengan penyerahan barang yang akan dipinjamkan
tersebut untuk dipakai pihak lain.t®

Perjanjian ini bersifat perjanjian beban sepihak atau perjanjian
sepihak atau unilateral, karena hanya ada prestasi dari satu pihak,
diserahkan secara cuma-cuma atau tanpa imbalan atau tanpa
prestasi.’” Menurut Yahya Harahap, pinjam pakai merupakan
perjanjian timbal balik yang tidak sempurna, yang dilandasi
adanya kesukarelaan pihak yang meminjamkan untuk
menyerahkan barang untuk dipakai oleh si peminjam.'® Apabila
ada prestasi atau imbalan maka bukan perjanjian pinjam pakai
melainkan perjanjian sewa menyewa.'?

Perjanjian pinjam pakai tidak menyebabkan beralihnya
kepemilikan atas barang yang menjadi objek perjanjian pinjam
pakai, sehingga Barang yang dipinjamkan tetap menjadi pemilik
dari pihak yang meminjamkan (Pasal 1741 KUHPerdata).

Dalam perjanjian pinjam pakai, pengembalian barang yang
dipinjampakaikan harus dikembalikan in natura.

Sebagai contoh, Ahmad meminjamkan mobilnya ke Hamid untuk

dipakai dari Jakarta ke Cirebon sejak hari Kamis sampai Minggu,
dengan demikian Hamid harus mengembalikan mobil tersebut
kepada Ahmad setelah pulang dari Cirebon, atau Hamid harus
mengembalikan paling lambat pukul 0.00 hari Minggu malam.

Objek Pinjam Pakai

Pembahasan mengenai objek dari pinjam pakai dijelaskan

dalam ketentuan Pasal 1742 KUH Perdata sebagai berikut:

16 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 293
17 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h.178;

R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, cet ke-10, h.120

18 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 293
19 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, cet ke-10, h.120
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Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena
pemakaian, dapat menjadi bahan persetujuan ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1742 KUH Perdata ini, para
penulis menjelaskan lebih lanjut dari objek pinjam pakai. Menurut
Yahya Harahap, objek persetujuan pinjam pakai pada dasarnya bisa
semua benda pada umumnya (alle zaak), namun demikian benda
tersebut memiliki ciri-ciri yaitu barang-barang tersebut dapat
diperdagangkan manusia, tidak habis karena pemakaian; dan
merupakan benda “berjasad”.?° Subekti menjelaskan bahw objek dari
pinjam pakai adalah barang yang tidak habis karena pemakaian,
misalnya sebuah mobil atau meja.?!

Dalam kontek dengan objek pinjam pakai ini terdapat
pengaturan dalam Bab XII KUHPerdata tentang bruikleen (pinjam
pakai) dan dalam Bab XIIl diatur tentang verbruiklening (pinjam
pengganti/pinjam pakai habis).??> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
baik pinjam pakai (bruikleen) dan pinjam meminjam (verbruikleen)
dalam pengertiannya adalah sama, namun yang berbeda hanyalah
obyeknya.?3 Dasar perbedaan tersebut secara jelas terlihat dalam
rumusan Pasal 1742 KUHPerdata, yaitu penggunaan kata “niet voor
grebruik gaat” atau dapat diterjemahkan dengan “tidak
musnah/hilang karena penggunaan/pemakaiannya”. Maksudnya
bahwa dalam perjanjian pinjam pakai barang/benda yang dijadikan
obyek perjanjian itu pada saat pengembaliannya nanti tidak boleh
barang lain sebagai penggantinya.?* Hal ini berbeda dengan pinjam
meminjam yang objeknya berupa uang maka pengembaliannya tidak
harus uang yang dipinjamkan tetapi boleh uang lain namun nilainya
atau jumlahnya sama dengan yang dipinjamkan.

Dalam hal lain, menurut para ahli pinjam pakai pada satu sisi
dapat pula dianggap sama dengan bewaargeving/penitipan dan/atau
menempatkan barang di bawah penguasaan orang lain. Namun
secara teoritis memiliki perbedaan, yaitu pada dasarnya orang yang
menguasai barang titipan dimaksud (bewaarnemer) tidak boleh
memakai/menggunakan barang tersebut, sedangkan sebaliknya

20 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 293

21 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, cet ke-10, h.119; Ahmadi
Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h.179

22 Muh. Sidik N. Salam, Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah
Daerah, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.



orang yang pinjam pakai (bruiklener) barang tersebut diperkenankan

untuk digunakan. Walaupun dalam konsep titipan, berdasarkan

ketentuan Pasal 1712 KUHPerdata, dimungkinkan untuk dapat
digunakan dalam hal tertentu oleh penerima titipan, jika terdapatizin
dari penitip.?®

Oleh karena itu terdapat perbedaan objek dari pinjam pakai,
pinjam meminjam, dan penitipan. Menurut Yahya Harahap,
perbedaan pinjam pakai dengan pinjaman uang sebagai berikut:?®
- Pada pinjam pakai barang yang diserahkan kepada peminjam;

bukan untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai saja. Pemilikan
atas barang tetap berada pada orang yang meminjamkan;

- Pada pinjaman uang; uang yang dipinjam langsung menjadi milik
si peminjam dan sepenuhnya berhak untuk menggunakannya
menurut kesukaannya;

- Pengembalian barang pinjam pakai, harus dikembalikan in natura.
Sedang pada pinjam uang; boleh dikembalikan dengan barang
sejenis, kecuali ada perjanjian sebaliknya.

Sementara perbedaan antara pinjam pakai dengan penitipan barang

adalah sbb:?’

- Pada prinsipnya barang yang dititipkan tidak boleh dipakai,
kecuali diperjanjikan sebaliknya;

- Pada pinjam pakai; tujuan pinjam pakai itu sendiri untuk
kepentingan si peminjam. Karena itu si peminjam leluasa
menggunakan barang yang dipinjam.

Dengan demikian, Barang yang dijadikan obyek perjanjian
pinjam pakai harus dapat digunakan oleh sipeminjam pakai, dan
penggunaan barang tersebut tergantung pada isi dari perjanjian dan
kalau perlu dapat ditambah dengan keadaan/sifat dari benda yang
dipinjam pakaikan (Pasal 1744 Ayat (2) KUHPerdata). Menurut Pasal
1740 KUHPerdata sipeminjam pakai diwajibkan mengembalikan
barang yang dipinjam itu barang yang sama. Dalam hal ini si peminjam

25 “Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan mempergunkan barang yang dititipkan
untuk keperluan sendiri, tanpa izin orang yang menitipkan barang, atas ancaman
penggantin biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1712
KUHPerdata). R. Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1990, cet ke-22, h.371.

26 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 293
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pakai barang tersebut, bukan pemilik barang (eigenaar) saja tetapi
seorang bezitter atas suatu benda yang bukan si-genaar.?®

Dengan bertumpu pada ketentuan Pasal 1740 KUHPerdata
dengan menggunakan kata “setelah selesainya pemakaian atau
setelah suatu waktu tertentu”, dan Pasal 1750 KUHPerdata dengan
menggunakan kata, “setelah lewat suatu waktu tertentu, atau dalam
hal tidak ditentukan waktunya, maka digunakan setelah dipakai”. Dari
kedua ketentuan tersebut tersimpul bahwa terkait dengan waktu: a.
Perjanjian pinjam pakai dengan penetapan waktu; dan b. Perjanjian
pinjam pakai tanpa penentuan suatu waktu tertentu, tetapi dibatasi
dengan syarat. 2°

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam KUH Perdata, benda ini
dibedakan pada berbagai macam.3° Di antaranya adalah benda yang
habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai. Menurut Pasal 505
KUHPerdata, tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan
atau tak dapat dihabiskan: kebendaan dikatakan dapat dihabiskan,
bilamana karena dipakai, menjadi habis”.3?

Menurut Subekti, macam-macam benda sebagai berikut: a)
benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti
(contoh: seekor kuda); b) benda yang dapat diperdagangkan (praktis
tiap barang dapat diperdagangkan) dan vyang tidak dapat
diperdagangkan atau “di luar perdagangan” (contoh: jalan-jalan dan
lapangan umum); benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang

28 Muh. Sidik N. Salam, Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah
Daerah, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014, h. 12

¥ jbid

30 Kategori macam-macam benda: benda bergerak dan benda tidak bergerak; benda
berwujud dan benda tidak berwujud; benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak
dapat dibagi; benda yang sudah ada dan benda yang akan ada; benda yang dapat dihaki
secara pribdi dan benda milik umum; dan benda yang dapat dihabiskan dan benda yang
tidak dapat dihabiskan. Lihat Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Depok: Rajawali Press,
2023, cet ke-6, h.29; Menurut Herlien Budiono, benda dibedakan ke dalam: benda
berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata, benda bergerak dan benda
tidak bergerak (pasal 504 KUHPerdata), dan benda yang habis dipakai dan benda yang
tidak habis dipakai (pasal 505 KUHPerdata). Lihat Herlien Budiono, Beberapa Catatan
Mengenai Hak Kebendaan dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang
Kenotariatan Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, h.226

31 R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1990, cet ke-22, h.133
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tidak dapat dibagi (contoh seekor kuda); benda yang bergerak (contoh:
perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah).3?

5. Objek Pinjam Pakai Bukan Hak Ahli Waris

Pada dasarnya — sesuai prinsip umum dari hukum perwarisan,
semua hak dan kewajiban yang ada nilai uang dari seseorang yang
meninggal diwarisi oleh sekalian ahli warisnya. Oleh karenanya, dalam
kaitan dengan pinjam pakai, sesuai dengan asas umum tersebut hak
dan kewajiban yang timbul karena pinjam pakai beralih kepada para
ahli waris kedua belah pihak. 33

Namun demikian, apabila suatu hak atau kewajiban tersebut
berhubungan sangat erat dengan pribadi yang meninggal, atau
peminjaman itu dilakukan karena mengingat orangnya dan diberikan
secara khusus kepada yang meninggal secara pribadi, maka hak dan
kewajiban tersebut tidak beralih kepada ahli warisnya, dan pada saat
perjanjian pinjam pakai berakhir, para ahli waris berkewajiban
mengembalikan barangnya.3*

Misal, seorang dosen diberikan fasilitas pinjam pakai sebuah
mobil, maka pada saat waktunya berakhir atau dosen tersebut
meninggal, maka ahli waris wajib mengembalikan mobil dimaksud.
Contoh lain, Ahmad meminjamkan rumahnya kepada Mahmud untuk
ditempati selama tiga tahun. Sebelum tiga tahun Mahmud meninggal
dunia, maka anak-anak dan isteri Mahmud masih tetap berhak tinggal
di rumah tersebut. Namun setelah lewat waktu tiga tahun, ahli waris
Mahmud berkewajiban untuk mengembalikan rumah tersebut
kepada ahli waris dari Ahmad.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1743 KUH
Perdata sebagai berikut:

Perikatan-perikatan yang terbit dari persetujuan pinjam pakai
berpindah kepada para ahli waris pihak yang meminjamkan dan
para ahli waris pihak yang meminjam.

Namun jika suatu peminjaman telah dilakukan karena
mengingat orangnya yang menerima pinjaman, dan telah
diberikan khusus kepada orang tersebut secara pribadi, maka
para ahli warisnya orang ini tidak dapat tetap menikmati barang
pinjaman itu.

32 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta:Intermasa, 1987, cet-XXI, h.61

33 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, cet ke-10, h.120

34 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjiqn, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h.179
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Dengan kata lain, menurut Yahya Harahap, “meninggalnya
salah satu pihak tidak mengakhiri peminjaman dan pemakaian.
Dengan meninggalnya salah satu pihak persetujuan pinjam pakai
“beralih” kepada masing-masing ahli waris; jadi persetujuan
dilanjutkan oleh ahli waris mereka. Kecuali jika sifat persetujuan
benar-benar dilakukan “khusus” untuk pribadi yang meninggal”.3°

6. Kewajiban-Kewajiban Peminjam (Kewajiban-kewajiban Orang yang
Menerima Barang Pinjam Pakai)

a. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Pakai

Secara umum pada perjanjian pinjam pakai terdapat hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu prestasi. Prestasi
menurut Pasal 1234 KUH Perdata ialah:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.3®

Berdasarkant sifatnya, menurut Yahya Harahap, pinjam pakai
merupakan perjanjian timbal balik, tetapi tidak sempurna. Karena
pada dasarnya pinjam pakai yang dilakukan secara cuma-cuma
membawa konsekuensi yang membuat konstruksi hukum pinjam
pakai menjadi perjanjian “unilateral”, yang artinya beban
kewajiban hampir tertimpa seluruhnya kepada pihak yang
meminjam.3” Oleh karenanya, berikut dikemukakan beberapa
kewajiban yang harus diemban oleh peminjam dan pemberi
pinjaman dalam perjanjian pinjam pakai.

b. Pengaturan kewajiban peminjam dalam KUH Perdata
Pengaturan kewajiban peminjam dalam KUH Perdata diatur
pada Pasal 1744 s/d 1749. Bunyi ketentuan tersebut sebagai
berikut:

35 Yahaya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 295

36 R. Subekti & RTjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1990, cet ke-22, h.269

37 Hak merupakan suatu wewenang yang dimiliki satu pihak untuk menuntut sesuatu yang
dikehendakinya dengan menurut hukum yang sah dalam perjanjian. Kewajiban adalah
beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Lihat JB Daliyo



1744.

1745.

174e6.

1747.

1748.

1749.

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu , diwajibkan
menyimpan dan memelihara barangnya pinjaman
sebagai seorang bapak rumah yang baik.

la tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain,
selainnya yang selaras dengan sifatnya barangnya, atau
yang ditentukan dalam persetujuan; kesemuanya atas
ancaman penggantian biaya rugi dan bunga, jika ada
alasan untuk itu.

Jika ia memakai barangnya pinjaman guna suatu
keperluan lain, atau lebih lama dari pada yang
diperbolehkan, maka selain dari pada itu ia adalah
bertanggung jawab atas musnahnya barangnya,
sekalipun musnahnya barang ini disebabkan karena suatu
kejadian yang sama sekali tidak disengaja.

Jika barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian
yang tak sengaja, yang dapat disingkiri seandainya si
peminjam telah memakai barangnya sendiri, atau hanya
jika satu dari kedua barang itu sajalah yang dapat
diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelamatkan
dia punya barang sendiri, maka ia bertanggung jawab
tentang musnahnya barang yang lainnya

Jika barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir
harganya, maka musnahnya barang, biarpun ini terjadi
karena suatu kejadian yang tak disengaja, adalah atas
tanggungan si  peminjam kecuali apabila telah
diperjanjikan sebaliknya.

Jika barangnya berkurang harganya hanya karena
pemakaian untuk mana barang itu telah dipinjam, dan di
luar salahnya pemakai, maka orang ini tidak bertanggung
jawab tentang kemunduran itu.

jika si pemakai, untuk dapat memakai barangnya
pinjaman, telah mengeluarkan sementara biaya, maka
tak dapatlah ia menunutnya kembali.

jika berbagai orang bersama-sama menerima suatu
barang dalam peminjaman, maka mereka itu adalah
masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab
terhadap orang yang memberikan pinjaman.



Dari ketentuan pasal 1744 s/d 1749 KUHPerdata tersebut
dapat diidentifikasi bentuk kewajiban peminjam dalam perjanjian
pinjam pakai, antara lain peminjam wajib:

1) menyimpan dan memelihara barang pinjaman (sebagaimana)
memelihara barang sendiri (dan sebagaimana selayaknya bapak
yang berbudi/bapak rumah yang baik); (pasal 1744 ayat 1);

2) memakai atau menggunakan barang pinjaman sesuai dengan
sifat, fungsi barang atau sebagaimana diperjanjikan; tidak boleh
memakai barang di luar ketentuan yang disepakati, maupun di
luar maksud, sifat barang dan perjanjian (pasal 1744 ayat 2); 38
Dalam hal barang tidak digunakan sesuai dengan sifat barangnya
atau tidak sesuai perjanjian, maka apabila barang tersebut
musnah atau hilang, peminjam wajib bertanggung jawab untuk
untuk membayar ganti rugi (biaya, rugi, dan bunga) jika ada
alasan untuk itu.3® (Pasal 1744)

3) mengeluarkan ongkos-ongkos yang sewajarnya dalam
pemakaian barang (Pasal 1745).

4) mengembalikan barang pada waktu yang ditentukan dalam
perjanjian, dan jika tidak ditentukan waktunya maka batas
waktunya yang dianggap berakhir setelah pemakaian barang
“selesai”. Jadi pada pinjam pakai tanpa batas waktu, penentuan
batas waktunya dihubungkan dengan tujuan pemakaian.
Apabila batas waktu tertentu tidak diperjanjikan, demikian juga
tujuan pemakaian tidak dijelaskan, pinjam pakai dapat diakhiri
setiap saat oleh yang meminjamkan.

5) mengembalikan barang sekalipun waktu pinjaman atau
pemakaian yang diperlukan belum berakhir; apabila pihak yang
meminjamkan benar-benar sangat memerlukan barang
tersebut atau karena keadaan yang tidak disangka olehnya
(Pasal 1751);

6) membayar ganti rugi dan memikul risiko hilang dan rusaknya
barang; sekalipun kehilangan tersebut disebabakan peristiwa
overmacht atau force majeure. Hal tersebut bisa terjadi karena
pemakaian barang di luar maksud yang diperjanjikan; dan/atau
peminjam memakai barang dengan sangat berlebih-lebihan
serta lebih lama dari waktu yang diperjanjikan.

38 Yahaya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 295
39 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h.181;
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7) menggunakan barang sesuai dengan fungsinya, dan apabila
barang tersebut berkurang nilai/harganya karena pemakaian
sesuai fungsinya, pihak yang meminjamkan secara sukarela
menerima konsekuensi berkurangnya harga yang
dipinjamkan.(Pasal 1747)

8) Mengeluarkan biaya-biaya tertentu atas barang untuk
kemanfaaatan sendiri peminjam (dan tidak layak dibebankan
kepada pemberi pinjaman). Sebagai contoh, apabila yang
dipinjamkan adalah sepeda motor maka peminjam harus
mengisi bensin atau menambal bannya dengan biaya
ditanggung oleh peminjam.(Pasal 1748)

R. Soebekti mengemukakan pendapat mengenai kewajiban
pemilik bahwa: “orang yang meminjamkan tidak boleh meminta
kembali barang yang dipinjamkannya selainnya setelah waktu yang
ditentukan, atau tidak ada ketentuan waktu demikian, setelah barang
yang dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan”. Maksudnya adalah
bahwa pemilik tidak diperkenankan meminta kembali barang yang
dipinjamkannya sebelum berakhirnya pinjam pakai tersebut seperti
telah diatur dalam Pasal 1750 KUHPerdata, sebagai berikut:

“orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali
barang yang dipinjamkan selainnya setelah liwatnya waaktu yang
ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian,
setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk
keperluan yang dimaksudkan” (h. 376)

Kewajiban-Kewajiban yang Meminjamkan/Pemberi Pinjaman

Dalam KUHPerdata juga diatur secara seimbang terkait
kewajiban dari pihak yang meminjamkan. Pengaturan kewajiban
pemberi pinjaman diatur pada pasal 1750 s/d 1753 KUHPerdata.
Bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:

1750. orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali
barang yang dipinjamkan selainnya setelah liwatnya
waaktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan
waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan
atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang
dimaksudkan”

1751. Jika namun itu orang yang meminjamkan, didalam jangka-
jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai
habis, karena alasan-alasan yang mendesak dan



sekonyong-konyong sendiri memerlukan barangnya, maka
hakim dapat mengingat keadaan memaksa si pemakai
mengembalikan  barangnya  kepada orang yang
meminjamkannya.

1752. jika si pemakai barang, selama waktu peminjaman, telah

1753.

terpaksa mengeluarkan beberapa biaya yang perlu, yang
sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat
memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang
meminjamkan, maka orang ini diwajibkan mengganti
biaya-biaya tersebut kepada si pemakai itu.

jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat
yang sedemikian, sehingga orang yang memakainya dapat
dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika
ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak
memberitahukannya kepada si pemakai,
bertanggungjawab tentang akibat-akibatnya.

Dari ketentuan pasal 1750 s/d 1753KUHPerdata tersebut

dapat diidentifikasi bentuk kewajiban pemberi pinjaman dalam

perjanjian pinjam pakai, antara lain:

1. Pihak yang meminjamkan dibebani kewajiban untuk tidak
meminta kembali barangnya sebelum lewatnya jangka waktu
perjanjian pinjam pakai.

Apabila dalam perjanjian pinjam pakai tidak ditentukan
jangka waktu peminjaman, maka yang dijadikan ukuran
adalah setelah barangnya dipergunakan atau digunakan
untuk tujuan perjanjian pinjam pakai dilakukan.*®

Apabila pihak yang meminjamkan memiliki kebutuhan yang
mendesak untuk menggunakan sendiri barangnya, maka
dengan mempertimbangkan keadaan, hakim dapat
memaksa peminjam/pemakai untuk mengembalikan
barang pinjaman kepada pihak yang meminjamkan.*!

2. Pemberi pinjaman wajib mengganti biaya apabila pemakai
terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna
menyelamatkan barang pinjaman itu dan pemakai tidak
sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi
pinjaman. Sebagai contoh adalah penggantian komponen
penting yang dinikmati oleh pihak yang meminjamkan.

0 1bid, 184
1 1bid, h.185



Misalnya kalau barang pinjaman berupa mobil, dan peminjam
terpaksa mengganti akinya karena mogok, maka pihak yang
meminjamkan berkewajiban untuk mengganti uang peminjam
yang digunakan untuk membeli aki tersebut.*?

3. Memberitahukan kepada peminjam tentang adanya cacat dari
barang vyang dipinjampakaikan. Apabila pihak yang
meminjamkan tidak memberitahukan cacat itu kepada
peminjam padahal pihak yang meminjamkan sendiri
mengetahuinya, maka pihak yang  meminjamkan
bertanggungjawab tentang akibat-akibatnya.*?

4. Ketentuan Risiko atas Barang

Perjanjian pinjam pakai, dalam perjalanannya terdapat risiko
berkenaan dengan penggunaan pemanfaatan barangnya. Pengertian
risiko sendiri menurut KUHPerdata adalah kewajiban untuk memikul
kerugian sebagai akibat adanya suatu peristiwa di luar salahnya para
pihak.** Risiko yang timbul dari adanya perjanjian pinjam pakai ini
yang menjadi masalah adalah siapa yang berkewajiban memikul
tanggung jawab dimaksud.

Ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata menjelaskan bahwa apabila
terdapat risiko atas benda yang diserahkan/risiko sesuai perjanjian
satu pihak, maka yang bertanggung jawab atas risiko tersebut hanya
pihak kreditur/yang berpiutang.*> Menurut Mariam Darus, Ketentuan
Pasal 1237 KUHPerdata diperluas lagi dalam suatu ketentun lain, yaitu
dalam Pasal 1444 KUHPerdata.*® Dari kedua ketentuan Pasal tersebut
substansinya mengatur bahwa dalam perjanjian sepihak (perikatan
yang prestasinya pada salah atu pihak saja), seperti pemberian hibah
suatu benda (Pasal 1666 KUHPerdata) dan wasiat (Pasal 875
KUHPerdata), maka apabila debitur tidak menyerahkan benda
tersebut, baik karena hilang atau musnah, maka kreditur tidak dapat

42 |bi, 186

3 ibid

44 1.G Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek: Jakarta:
Megapolitan, 2003, h.45

% “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu
semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan siberpiutang”. (Pasal 1237
KUHPerdata).

46 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001, h.30-31


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata

menuntut ganti rugi, debitur tidak wajib memenuhi prestasi, dan
karenanya risiko berada pada kreditur.4’

Dalam perjanjian timbal balik, risiko atas suatu barang pada
dasarnya dipikulkan kepada pemiliknya. Seperti jual beli maka risiko
atas barang yang belum diserahkan (levering) berada pada penjual
(Pasal 1545), begitu juga dalam sewa-menyewa risiko atas barang
yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu yang
menyewakan (Pasal 1553).* Dengan demikian dalam perjanjian
timbal balik, risiko atas barang vyang diserahkan menjadi
tanggungjawab pihak penjual/pemberi sewa (atau pihak yang
memiliki barang).*

Dalam perjanjian pinjam pakai sebagaimana diketahui merupakan
perjanjian sepihak, maka apabila tidak diperjanjikan menurut
ketentuan undang-undang, risiko ditanggung oleh kreditur dalam hal
ini pihak peminjam/pemakai barang.>® Hal ini juga ditegaskan dalam
Pasal 1744 ayat (3) KUHPerdata bahwa “...ia (peminjam) adalah
bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun

47 Ibid, h.30

4 “Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah
pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya
telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan
dalam tukar menukar”, (Pasal 1545 KUH Perdata); “Jika selama waktu sewa, barang yang
disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka
persetuajuan sewa gugur demi hukum ....” (Pasal 1553 KUHPerdata).

4 Menurut Mariam Darus, dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa,
sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka risiko adalah atas tanggungan dari
pemilik barang. Namun demikian, dalam hal ini untuk perjanjian jual beli pembentuk
undang-undang membebankan risiko pada pembeli. Sementara menurut Rai Widjaya,
risiko dalam hal jual beli ada tiga ketentuan: a) mengenai barang yang sudah ditentukan,
sejak saat pembelian risiko ada pada pembeli (Pasal 1460 KUHPerdata). Pasal ini dianggap
sudah tidak berlaku lagi menurut SEMA No.3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963; b)
mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdata)
risiko ada pada penjual, hingga barang ditimbang; c) mengenai barang-barang yang dijual
menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdata) risiko ada pada pembeli. Kesimpulnnya
bahwa selama barang belum diserahkan oleh penjual kepada pebeli, maka risiko ada pada
penjual, yang dalam hal ini masih merupakan pemilik sah barang tersebut, sampai barang
itu diserahkan kepada pembali. Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h.31; I.G Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak,
Contract Drafting, Teori dan Praktek: Jakarta: Megapolitan, 2003, h.47

50 Muh. Sidik N. Salam, Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah
Daerah, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.
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musnahnya barang ini disebabkan karena suatu kejadian yang sama
sekali tidak disengaja.”?

5. Ketentuan Pinjam Pakai dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pengaturan
perjanjian pinjam pakai, tidak hanya diatur dalam KUHPerdata, tetapi
dalam peraturan perundang-undangan lain yang satu di antaranya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (“PP 28/2020”).

Dalam PP 28/2020 dijelaskan mengenai pengertian pinjam
pakai, bentuk pemanfaatan BMN/BMD, ruang lingkup pinjam pakai
BMN/D, jangka waktu pinjam pakai, dan minimal isi/batang tubuh
yang harus ada perjanjian pinjam pakai.

Pengertian pinjam pakai menurut PP 28/2020 ini adalah
penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barangf
Pengguna Barang (Pasal 1 angka 12 PP28/2020).

Bentuk Pemanfaatan BMN/D berupa: a. sewa; b. Pinjam Pakai;
c. Kerja sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; atau e. Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (Pasal 27 ayat (1)
PP28/2020).

Terdapat beberapa pengaturan terkait pelaksanaan pinjam
pakai sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 30 PP 28/2020,
yaitu:

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Sementara terkait isi/batang tubuh dari perjanjian Pinjam
Pakai paling sedikit memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian;

51 Yahaya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, Cet ke-2, h. 297



jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman; serta hak dan kewajiban para
pihak.

6. Ketentuan Pinjam Pakai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang
Milik Negara, yang dimaksud dengan “Pinjam Pakai adalah
Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
Barang/ Pengguna Barang.”*? Sementara pengertian “Pemanfaatan”
adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/ atau
optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.(Pasal
1 angka 11 PMK 115/2020);

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PMK 115/2020, bentuk
pemanfaatan BMN dapat berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama
Pemanfaatan (KSP); Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna
(BSG); Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI); dan Kerja Sama
Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Secara definitif pengertian dari masing-masing sebagai berikut:
e Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka

waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.(12)

e Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui penyerahan
penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna
Barang.(13)

e Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah
Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.(14)
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e Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah
Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain terse but dalam j angka
waktu terten tu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.(15)

e Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah
Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah  selesai  pembangunannya  diserahkan untuk
didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.(16)

e Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat
KSPI, adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara
pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (17)

e [Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, yang
selanjutnya disingkat KETUPI, adalah Pemanfaatan BMN melalui
optimalisasi BMIN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN
guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan
infrastruktur lainnya.(18)

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pinjam pakai dijelaskan
dalam 6 paragraf pada ketentuan Pasal 31 sampai dengan 38 PMK
115/2020, yang meliputi: dasar pertimbangan, subjek dalam pinjam
pakai, jangka waktu pinjam pakai, perubahan objek pinjam pakai,
perjanjian pinjam pakai, dan pengakhiran pinjam pakai.

Dasar pertimbangan diperkenankannya Pinjam Pakai dalam
pembangunan infrastruktur antara adalah untuk: mengoptimalkan
BMN vyang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelola Barang/ Pengguna
Barang;menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah atau pemerintahan desa; dan/ atau memberikan manfaat
ekonomi dan/ atau sosial bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,
dan/ atau masyarakat (Pasal 31 PMK 115/2020).

Terkait dengan subjek hukum pinjam pakai, dalam PMK ini
disebutkan yaitu pihak yang meminjamkan BMN dan pihak peminjam



BMN. Pihak yang meminjamkan BMN ada yang dinamakan Pengelola
Barang dan Pengguna Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang adalah
Kementerian Keuangan, sementara Pengguna Barang adalah
Kementerian, Badan, atau Lembaga (KBL) yang akan menggunakan
BMN/D tersebut. Sementara Pihak yang dapat menjadi peminjam
pakai BMN adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (Pasal
32 PMK 115/2020).

Adapun objek dari dari Pinjam Pakai menurut PMK ini meliputi
BMN berupa: a. tanah dan/ atau bangunan; dan b. selain tanah dan/
atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna
Barang. Objek Pinjam Pakai berupa tanah dan/ atau bangunan
tersebut dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. (Pasal
33 PMK 115/2020).

Terkait dengan Jangka Waktu Pinjam Pakai dijelaskan bahwa
Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang._Perpanjangan tersebut dilakukan setelah dilakukan
pertimbangan, Permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai
harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir. (Pasal 34 PMK
115/2020).

Dalam PMK juga diatur kemungkinan adanya Perubahan Objek
Pinjam Pakai. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 35 PMK
bahwa selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat
mengubah BMN sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan (daerah/desa), dengan syarat tidak melakukan
perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau
penurunan nilai BMN. Untuk pelaksanaan dari perubahan objek
tersebut dapat disertai dengan perubahan bentuk dan/atau
konstruksi dasar BMN maupun tidak disertai dengan perubahan
bentuk dan/ atau konstruksi dasar BMN. Tentu saja, pada saat adanya
Perubahan objek BMN, maka peminjam pakai melaporkan kepada
Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
dan kepada Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada
Pengguna Barang, dengan syarat-syarat yang ditentukan.




Dalam PMK ini juga ditegaskan kembali pentingnya Perjanjian
Pinjam pakai. Sebagaimana dalam PP 28/2020 yang sudah mengatur
substansi minimal yang harus ada pada perjanjian Pinjam Pakai, yaitu
meliputi: para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau
jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; tanggung jawab
peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu peminjaman; serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam PMK
diatur secara teknis pihak yang melakukan perjanjian pinjam pakai
dimaksud. Dalam Pasal 36 dan 37 PMK, disebutkan bahwa:

o Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian yang
bermeterai cukup serta ditandatangani oleh peminjam pakai ,
baik Pengelola Barang, maupun Pengguna Barang, sesuai dengan
kewenangannnya.

o Fotokopi perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola
Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.

o Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan serah terima sementara
antara Pengguna Barang/Pengelola Barang dengan Pemerintah
Daerah/Pemerintah Desa atas BMN yang akan dipinjampakaikan,
mendahului persetujuan/penetapan Pinjam Pakai dari Pengelola
Barang.

o Kondisi tertentu dimaksud meliputi penanganan atas:
a.penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan
atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; b. bencana alam;
c. bencana non alam; atau d. bencana sosial.

Dalam PMK juga diatur mengenai Pengakhiran Pinjam Pakai.
Menurut ketentuan Pasal 38 PMK bahwa perjanjian Pinjam Pakai
berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu Pinjam Pakai
sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan
perpanjangan; b. pengakhiran perjanjian Pinjam Pakai secara sepihak
oleh Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang; c. berakhirnya
perjanjian Pinjam Pakai; atau d. ketentuan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.

Dijelaskan juga bahwa Pengakhiran Pinjam Pakai dapat
dilakukan dalam hal peminjam pakai tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pinjam Pakai. Pengakhiran
Pinjam Pakai dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/ atau
Pengguna Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah



terlebih dahulu diberikan peringatan/ pemberitahuan tertulis kepada
peminjam pakai.

Penutup

Pokok-pokok pengaturan yang perlu diperhatikan dalam kaitan

dengan perjanjian pinjam pakai menurut perundang-undangan antara
lain sebagai berikut:

a.

Pada dasarnya pinjam pakai adalah sebuah perjanjian. Maka
syarat sahnya perjanjian berlaku dalam hal pinjam pakai. Syarat
sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
Unsur-unsur dari perjanjian pinjam-pakai adalah:
1) Adanya barang yang diserahkan sebagai objek perjanjian;
2) Diberikan secara cuma-cuma, tanpa ada imbalan;
3) Adanya kurun waktu tertentu atau tidak (setelah pemakaian
barang); dan
4) Adanya kewajiban mengembalikan kepada peminjam setelah
pemakaian atau batas waktunya.
Objek dari perjanjian pinjam pakai merupakan benda/barang
yang tidak habis karena pemakaian, misalkan tanah, bangunan,
selain tanah dan/atau bangunan yang dimiliki pemberi pinjam
pakai atau yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
Dibuat dalam suatu perjanjian pinjam pakai, yang substansinya
paling kurang meliputi: para pihak yang terikat dalam perjanjian;
jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka
waktu; tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; serta hak dan
kewajiban para pihak (pemberi pinjam pakai dan penerima
pinjam pakai);
Risiko atas rusak atau hilangnya barang yang dipinjampakaikan
merupakan tanggung jawab pihak peminjam/pengguna barang,
sekalipun kehilangan tersebut disebabakan peristiwa overmacht
atau force majeure, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-
undangan;
Pada dasarnya hak dan kewajiban yang timbul karena pinjam
pakai beralih kepada para ahli waris kedua belah pihak, kecuali
apabila hak atau kewajiban tersebut berhubungan sangat erat
dengan pribadi yang meninggal, maka hak dan kewajiban
tersebut tidak beralih kepada ahli warisnya, dan pada saat



perjanjian pinjam pakai berakhir, para ahli waris berkewajiban
mengembalikan barangnya.
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AKAD /’ARAH DAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI

A. Konsep /‘arah

l‘arah berasal dari kata fa‘awur (ki) yang secara harfiah berarti
tadawul (U323 [beredar/diperdagangkan]) dan  fanawub (3G
[pergantian/rotasi]). /‘arah merupakan kata benda yang berasal dari kata
kerja a‘ara (;&f) yang secara harfiah berarti meminjamkan dan bentuk
lainnya adalah ‘ariyah (i;l;ji); dan benda yang menjadi obyek dari kata
kerja (5i) adalah mu‘ar (3uli [benda yang dipinjamkan]); dan dikenal pula
istilah isti‘arah (5baa) yang secara harfiah berarti (3&y1 &b [meminjam atau
permohonan pinjam]).! Kata a‘ara (5i) merupakan kebalikan dari kata
isti‘arah (5wdl) karena berhubungan dengan pihak yang melakukan
transaksi. Kata a‘ara (52f) dinisbahkan kepada pihak mu‘ir (%ias); dan isti‘arah
(5kas) dinisbahkan kepada pihak musta‘ir (iaiis); oleh karena itu, arti
a‘ara (5&f) secara harfiah adalah meminjamkan; sedangkan arti isti‘arah
(5a2T) secara harfiah adalah meminjam. Perbuatan hukum yang dilakukan
oleh mu'ir (5ia3) disebut meminjamkan (5k&f), dan perbuatan hukum yang
dilakukan oleh musta‘ir (xaus) adalah meminjam yang disebut dengan
istilah (52i).2 Dalam literatur kitab fikih, dikenal dua istilah dengan satu
makna, yaitu /‘arah dan ‘ariyyah.

Ulama berbeda pendapat tentang substansi akad /‘arah; ulama Hanafiah
dan Malikiah berpendapat bahwa akad /i‘arah termasuk akad tamlikat,
sedangkan ulama Syafi‘iah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad /‘arah

"Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah (Kuwait:
Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 181.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu‘ashir. 2006), vol. V, him. 4035-4036.

3Ali Fikri menggunakan istilah a/-‘ariyyah; lihat °‘Ali Fikiri, Mu‘amalat al-
Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1938), vol. Il, him.
94; Wahbah al-Zuhaili menggunakan istilah a/-i‘arah; lihat Wahbah al-Zuhaili, a/-
Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir. 2006), vol. V, him.
4035.
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merupakan bagian dari ibahat* Definisi i‘arah secara istilah dalam

pandangan ulama madzhab adalah:®

1. Ulama Hanafiah sebagaimana terdapat dalam Hasiyyah Ibn ‘Abidin (4:
502) berpendapat bahwa /‘arah adalah (,e3e wall 2ilid); yang
maksudnya, “(mengalihkan) kepemilikan manfaat (kepada pihak lain)
tanpa imbalan;"

2. Ulama Malikiah sebagaimana terdapat dalam a/-Syarh al-Shaghir (3: 570)
dan al-Zarqani (6: 126) berpendapat bahwa /‘arah adalah (485 il duLs
w>3< Ob); yang maksudnya, “(mengalihkan) kepemilikan manfaat (kepada
pihak lain) dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan;"

3. Ulama Syafi‘iah sebagaimana terdapat dalam SyarhA al-Minhaj wa
Hawasyih (5: 115) berpendapat bahwa /‘arah adalah ( s ¢3¢yl 450)
aie (&3); yang maksudnya, “membolehkan/mengizinkan (pilzmak lain)
untuk memanfaatkan benda-bertubuh serta kekal (tidak hilang) benda
yang dimanfaatkannya;"

4. Ulama Hanabilah sebagaimana terdapat dalam a/-Mughni (5: 220)
berpendapat bahwa i‘arah adalah (JUI olel (e oy sl 454); yang
maksudnya, “membolehkan/  mengizinkan (pihék lain)  untuk
memanfaatkan benda-bertubuh yang termasuk harta.”

Ulama menjelaskan arti i‘arah baik secara bahasa maupun secara istilah.
Akad ini dinamai dengan akad i‘arah atau ‘ariyah yang berakar pada kata
a‘ara (5\&7) yang secara harfiah berarti terbuka (tidak tertutup) atau telanjang;
akad ini disebut dengan nama /‘arah adalah karena mu'r (pihak yang

“Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. Il, him. 95; Wahbah al-Zuhaili menggunakan istilah a/-i‘arah;
lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu‘ashir. 2006), vol. V, hlm. 4036; dan Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 181.

>*Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. Il, him. 94-96; Wahbah al-Zuhaili menggunakan istilah a/-
i‘arah; lihat Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr
al-Mu‘ashir. 2006), vol. V, him. 4036; Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah,
al-Mausu‘ah al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah.
2012), vol. V, him. 181.
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meminjamkan) tidak mendapat imbalan (7wadh) atas tamlik al-manfa‘ah

atau /bahah al-manfa‘ah kepada pihak lain;® yakni kosong, lowong, kopong,

nir, atau lompong dari ‘“wadh (imbalan).

Empat definisi /‘arah yang digagas oleh ulama dapat dirincikan sebagai
berikut:

1. Ulama Hanafiah dan Malikiah menggunakan istilah tamlik al-manfa‘ah;
sedangkan ulama Syafi‘iah dan Hanabilah menggunakan istilah /bahat al-
intifa’,

2. Ulama Hanafiah dan Malikiah mengenalkan istilah tanpa imbalan (&7
ghair ‘iwadh); hal ini tidak dingkapkan secara eksplisit oleh ulama
Syafi‘iah dan Hanabilah;

3. Ulama Malikiah menggunakan istilah mu’agqgat (jangka waktu tertentu);
hal ini tidak diungkap secara aksplisit oleh ulama lainnya; dan

4. Ulama Syafi‘iah menggunakan istilah kekal (baga’ al/-‘ain); hal ini tidak
diungkap secara eksplisit oleh ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah.
Antara ibahah dan tamlik memiliki konsekwensi hukum yang berbeda;

perbedaannya dijelaskan pada bab khusus. Istilah ghair al-‘iwadh atau bi la

‘iwadh merupakan istilah yang dikenal dalam ilmu akad; yakni akad

mu‘awadhat dan akad tabarru‘at. Akad mu‘awadhat adalah akad yang

akibat hukum khususnya adalah berpindahnya kepemilikan obyek (ma‘qud

‘alaih) yang disertai imabalan (7wadh); sedangkan akad tabarru‘at adalah

akad yang akibat hukum khususnya adalah berpindahnya kepemilikan obyek

(ma‘qud ‘alaih) tanpa disertai imabalan (ghair al-‘iwadh).

Istilah mu’aggat dinyatakan secara eksplisit oleh ulama Malikiah; istilah
mu’aqqat berhubungan dengan akad istimrari atau akad zamaniyyah; yakni
akad yang keberlangsungan efektivitasnya berhubungan dengan waktu atau
jangka waktu. Di antara akad yang di dalamnya terdapat unsur jangka
waktu adalah akad gardh, akad jjarah, akad syirkah, dan akad mudharabah.

Istilah kekal (baga’ al-‘ain) dinyatakan secara eksplisit oleh ulama
Syafi‘iah. Istilah kekal (baga’ al-‘ain) obyek yang ditransaksikan merupakan

6Dalam al/-Mabsuth (11: 133) dan al-Qawanin al-Fighiyyah (373) dijelaskan
bahwa sebab akad ini dinamai /‘arah karena mu‘ir tidak mendapat imbalan. Lihat
Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir.
2006), vol. V, him. 4036.
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bagian dari akad ijarah dan iqrar wakaf; karena ijarah dan wakaf
berhubungan dengan harta yang habis karena pakai (mal istihlaki) dan harta

yang tidak habis karena dipakai (mal/ isti‘mali).

B. Konsekwensi 7Tamlik dan /bahah Secara Hukum

Arti al-milk adalah: (4, s\aad Je 528005 ¢80 215251 %3 2ilT); maksudnya ™ arti
miliki secara bahasa adalah menguasai sesuatu dan mampu bertindak secara
penuh terhadapnya .” Adapun arti al/-milk secara istilah dijelaskan ulama
dengan deskripsi yang berbeda-beda; al-Jurzani dalam &kitab al-Ta rifat
menjelaskan bahwa (452 43yiat) Glhd 5585 ¢(0d G5 oLad¥) (i e5 Jladl [5a SULT)
44 02 Bial e 1>155); maksudnya, "pertalian hukum antara manusia dengan
sesuatu (benda) yang bersifat mutlak untuk melakukan perbuatan hukum
(terhadapnya) dan menghalangi pihak lain untuk melakukan perbuatan
hukum terhadapnya.”

Syihab al-Din al-Qurafi dalam kitab a/-Furug (3: 209) menjelaskan bahwa
(e o3ty delini] fo 0] Lt (5 (805 s 1adia 3 e § 5383 Tes 383 (50 L]
SIS 3a Eos (w); maksudnya, " (kepemilikan adalah) ketentuan syara‘ yang
dipastikan melekat pada benda-fisik atau manfaat yang menyebabkan
pemiliknya boleh memanfaatkannya, atau memperoleh imbalan darinya
sebagaimana mestinya.”

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab a/-Milkiyyah wa Nazhariyyat al-
‘Agd (63) menyatakan bahwa ( &iis¥ 3h5 2aiis 5 oz b ¢ (5L gu_;j;?t;,gf)&i-_ﬂ [54 SULT]
el B 1l 53,85 1 B il ) B85 Y Ba01 108 s L B3aR01 GY tp LAl ol Y pLadl
Eyd adad Buid cazd 41..}5 Pl 03 Ge Eal sl s gk Gs LML) maksudnya,
”(Kepemilikan adalah) kewenangan untuk memanfaatkan sesuatu baik
benda maupun manfaat; kewenangan itu tidak dimiliki orang kecuali
ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah; karena semua hak termasuk hak
milik tidak akan ada kecuali ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan pula
sebab-sebab munculnya hak tersebut. Hak tidak lahir karena karakteristik
sesuatu (benda), tetapi hak muncul karena izin/ketentuan Syara‘, dan Syara’
menjadikannya sebagai sebab yang melahirkan akibat secara hukum.”

Hubungan antara manusia dengan harta dan kepemilikan; harta adalah
benda yang dapat dimiliki manusia (maml/uk) dan tempat kepemilikan
(mahal Ii al-milk), dan manusia berkedudukan sebagai pemilik (malik); harta
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diperoleh melalui usaha-halal (kasb al-halal/tjjarah) sehingga melahirkan hak
berdasarkan ketentuan syariah.

Konsekwensi dari pendapat ulama Hanafiah dan Malilikiah yang
menyatakan bahwa /‘arah merupakan (il 2ili3), adalah bahwa tamlik
merupakan hubungan hukum antara pemilik dan harta yang karakternya
adalah bahwa: a) pemilik dapat melakukan perbuatan hukum secara penuh
(jika kepemilikan termasuk milk al-tamm), b) tanpa terikat waktu, c) tanpa
terikat tempat, d) cara pemanfaatan (thariq al-intifa’) tertentu yang pantas
berdasarkan kebiasaan (a/-‘urf: al-‘adah muhakkamah), dan e) hak untuk
memanfaatkan yang diterima musta‘r dapat dipindahtangankan tanpa
perlu mendapat izin dari mu‘ir.

Pandangan ulama Hanafiah dan Malikiah terkait /‘arah pada dasarnya
tidak lepas dari diskusi awal tentang harta yang terdiri atas benda-fisik
(benda bertubuh [a/-‘ain]) dan manfaatnya yang boleh diambil pada kondisi
normal (leluasa), bukan pada kondisi terpaksa. Setidaknya terdapat tiga akad
yang terkait dengan benda-fisik dan manfaatnya.

Pertama, akad jual-beli; akad jual-beli merupakan induk akad (umm al-
‘agd) dalam fikih mu‘amalat maliyyah karena ketentuan-ketentuan akad
jual-beli dijadikan ugeran atau patokan akad-akad mu‘amalat maliyyah
lainnya. Akad jual-beli terdiri atas shighat akad yang terdiri atas jjab dan
gabul, dilakukan oleh penjual dan pembeli (sebagai subyek hukum), obyek
yang diperjual-belikan adalah mabi‘ (harta yang dijual) dan #saman (harga),
dan akibat hukum akad jual-beli adalah intigal al-milkiyyah (berpindahnya
kepemilikan obyek akad [mabi‘ yang awalnya milik penjual berubah
menjadi milik pembeli; dan #saman yang awalnya milik pembeli berubah
menjadi milik penjual]). Mabi* dalam akad jual-beli terdiri atas benda-fisik
(benda bertubuh) dan manfaatnya.

Kedua, akad jarah (sewa); akad jual-beli terdiri atas shighat akad yang
terdiri atas jab dan gabul, dilakukan oleh musta’jir dan mujir/ajir (sebagai
subyek hukum), obyek yang dipertukarkan adalah manfa‘at/jasa (harta yang
dijual) dan ujrah (sewa/upah), dan akibat hukum akad jual-beli adalah
intigal al-milkiyyah (berpindahnya kepemilikan obyek akad [manfa‘ah yang
awalnya milik mujir/ajir berubah menjadi milik musta’ji, dan ujrah yang
awalnya milik mustajir berubah menjadi milik mujir/ajif]). Benda fisik (a/-
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‘ain) yang dikenal pula dengan istilah mahall al-manfa‘ah tidak dijual; yang
dijual hanya manfaat dari mahall al-manfa ‘ah.

Misalnya Ruko; Ruko dijual kepada pihak lain, maka mabi‘ dalam akad
jual-beli terdiri atas benda-fisik dan manfaatnya (dijadikan tempat tinggal
dan/atau dagang). Jadi, yang dijual adalah benda-fisik Ruko dan
manfaatnya; sedangkan Ruko yang ditransaksikan dengan akad ijarah, maka
yang dijual adalah manfaat Ruko (untuk dijadikan tempat tinggal dan/atau
dagang), semntara Ruko secara fisik tidak dijual.

Ketiga, i‘arah; i‘arah merupakan bagian dari akad-akad tabarru‘at; yaitu
akad-akad yang akibat hukum khususnya adalah intigal al-milkiyyah
(berpindanya kepemilikan obyek akad); yaitu manfaat.” Manfaat yang
awalnya milik mu‘r berubah menjadi milik musta‘ir. Dalam pandangan
ulama Hanafiah dan Malikiah, hakikat /i‘arah adalah hibbah al-manafi
(menghibahkan manfaat suatu benda) sebagaimana hakikat ijarah adalah
bai‘ al-manafi‘ (jual-beli manfaat suatu benda).8

‘Muhammad ‘Utsman Syubair, al-Madkhal ila Figh al-Mu malat al-Maliyyah
(Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), hlm. 70; dan ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn
Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad
Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas, Naf* al-Ashqga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘
(Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019), him. 218.

8Dalam a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah dijelaskan keterkaitan antara /‘arah dengan
‘umra, jjarah, dan intifa*, yaitu:

a. ‘umra adalah tamlik al-manfa‘ah (mengalihkan kepemilikan manfaat suatu
benda) kepada pihak lain selama musta ‘ir hidup tanpa imbalan;

b. jjarah adalah tamlik al-manfa‘ah (mengalihkan kepemilikan manfaat suatu
benda) kepada pihak lain dengan imbalan (ujrah yang wjiab dibayar mustajir
kepada mujin;

¢. intifa‘adalah hak untuk memanfaatkan (haqq al-intifa’) suatu benda baik dengan
cara memakainya maupun dengan cara eksploitasi; penerima manfaat tidak
dibenarkan mengalihkan haknya dengan cara menyewakannya atau
meminjamkannya. Berbeda antara hagqg al-manfa‘ah dan haqq al-intifa‘. Haqgq
al-manfa‘ah merupakan hak yang dapat dialihkan baik dengan cara disewakan
maupun dengan cara dipinjamkan; sedangkan hagq al-intifa‘ merupakan hak
yang tidak dapat dialihkan kecuali setelah mendapat izin dari pihak yang
membetikan izin.
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Dalam menjelaskan konsep kepemilikan, ulama menjelaskan dua istilah
yang terkait; yaitu al-ibahah dan al-iktishash. Al-ibahah merupakan istilah
yang secara bahasa berarti izin (al-idzn); dan al-ikhtishah secara bahasa
berarti sendiri atau menyendiri (a/-munfarid/al-infirad).

Arti al-ibahah secara istilah adalah: ( L% Cai€ Jasll oL O @ GG
Jelill);? maksudnya “al-ibahah adalah izin bagi pelaku untuk melakukan
sesuatu sesuai dengan kehendaknya.”

Izin dari segi sumber hukumnya dibedakan menjadi dua; pertama, izin
melakukan perbuatan hukum bagi pelaku yang bersumber dari nashsh
Qur’an dan sunnah serta sumber-sumber ketentuan syariah lainnya yang
didasarkan pada proses ijtihad; izin dari segi sumbernya mencakup dua hal
berikut:

1. Al-ibahah yang menjadi sebab lahirnya kepemilikan penuh; di antaranya
menguasai (/Araz) benda yang belum ada pemiliknya (a/-mubahat)
dengan cara berburu (shaiad) hewan di hutan atau ikan di laut;
mengambil/memotong kayu (ihtithab) di hutan; dan
mengambil/memotong rumput (/Atisyasy) yang berkedudukan sebagai
tumbuhan (bukan tanaman) di tanah lapang; dan

2. Al-ibahah yang menjadi sebab lahirnya hak untuk memanfaatkan (a/-
ibahah sabab Ii al-intifa); di antaranya hak untuk memanfaatkan jalan
umum dan taman-taman (Aada’ig) umum; dan
Kedua, izin dari pemilik harta kepada pihak lain untuk melakukan

konsumsi (/stihlak) dan menggunakan (/st/‘mal) harta miliknya; izin dari segi

pemilik mencakup dua hal; yaitu:

1. Kewenangan untuk konsumsi dan/atau menghabiskannya (istihlak); di
antaranya kewenangan yang diberikan pemilik kepada pihak lain (tamu

Lihat Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 181-182.
Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda
(53> g2a1); yang maksudnya, ” ‘wmra termasuk perbuatan hukum yang dibolehkan.”
Lihat Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud
(Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), vol. Il, juz 1ll, him. 293-294.

Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-Maliyyah
(Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 119-121.
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undangan) untuk memakan makanan dan meminum minuman di tempat

pesta (walimat al-arusy misalnya), tanpa hak untuk membawa makanan

dan minuman tersebut ke tempat lain baik untuk dikonsumsi sendiri
maupun untuk dikonsumsi pihak lain (misalnya mustad‘afin); dan

2. Kewenangan untuk menggunakan dan/atau mengambil manafaat (/ntifa’)
benda; di antaranya kewenangan yang diberikan pemilik kepada pihak
lain memakai (rukub) kendaraan miliknya untuk menuju tempat tertentu,
atau izin dari pemilik kepada pihak lain untuk tinggal di rumah miliknya.

Konsekwensi dari pendapat ulama Syafi‘iah dan Hanabilah yang
menyatakan bahwa /‘arah merupakan (slaz¥l és.)), adalah bahwa ibahah
merupakan izin yang memiliki karakter: ’a) khusus diizinkan kepada pihak
tertentu (mu‘ayyan), b) pada waktu tertentu (mu’agqgaf), c) pada tempat
tertentu (makan mu‘ayyan), d) cara pemanfaatan (thariq al-intifa’) tertentu
yang pantas berdasarkan kebiasaan (a/-‘urf; al-‘adah muhakkamah), dan e)
hak untuk memanfaatkan yang diterima musta%r tidak dapat
dipindahtangankan kecuali setelah mendapat izin dari muir.

Di antara penerapan hukum terkait izin (/bahah) adalah izin dari tuan
rumah (pemangku walimah) kepada para tamu undangan yang hadir untuk
mengkonsumsi makanan-minuman yang disediakan (berdasarkan kebiasaan)
pada waktu itu, di tempat itu (ruang walimah), dan hak tersebut tidak dapat
dipindahtangankan. Tamu yang hadir tidak dibenarkan untuk membawa
hidangan makanan-minuman untuk dikonsumsi di tempat lain pada waktu
lain atau dikonsumsi oleh pihak lain kecuali setelah mendapat izin dari
pemangku walimah dan/atau pihak yang mewakilinya.

Dari dua pandangan tersebut (Hanafiah dan Malikiah versus Syafi‘iah-
Hanabilah) memiliki konsekwensi yang sangat berbeda. /‘arah dalam
pandangan Hanafiah dan Malikiah merupakan ‘famlik al-manfa‘ah;
karenanya hak untuk memanfaatkan dapat dipindahtangankan baik secara
sosial (misalnya dengan diulang-pinjamkan [/‘adah al-hawalah]) maupun
dipindahtangankan secara bisnis (misalnya disewakan [jarah ‘ala al-a‘yan])
tanpa perlu mendapatkan izin dari muir terlebih dahulu; sedangkan /‘arah
dalam pandangan Syafi‘iah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa /‘arah
adalah Jjbahah al-intifa® atau idzn /i al-intifa’; karenanya hak untuk
memanfaatkan tidak dapat dipindahtangankan baik secara sosial maupun
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dipindahtangankan secara bisnis kecuali setelah mendapat izin dari muir
terlebih dahulu.

Dengan demikian, sebagai bagian dari jjtihad intiqa’i atau ijtihad takhyiri
dengan mempertimbangkan kemashlahatan, DSN-MUI dapat memilih salah
satu dari dua pendapat tersebut.’® Dalam hal DSN-MUI memilih pendapat
ulama Hanafiah dan Malikiah, maka LKS, LBS, dan LPS lainnya sebagai
musta‘ir dapat mengalihkan hak untuk memanfaatkan baik secara sosial
maupun secara komersil, tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari
mu'ir, sedangkan dalam hal DSN-MUI memilih pendapat ulama Syafi‘iah
dan Hanabilah, maka LKS, LBS, dan LPS lainnya sebagai musta‘ir tidak dapat
mengalihkan hak untuk memanfaatkan baik secara sosial maupun secara
komersil, kecuali setelah mendapat izin dari muir.

DSN-MUI dapat mempertimbangkan ketentuan yang terdapat pada
fatwa nomor 156 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (Availability
Payment). Dalam fatwa ini pada Ketentuan Umum angka 13, dinyatakan
bahwa /‘arah adalah pemberian izin (ibahah) dari PJPK (Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama) kepada BUP (Badan Usaha Pelaksana) untuk
memanfaatkan dan/atau mengambil manfaat barang milik PJPK selama

°Dalilah Razi, al-ljtihad al-Intiga‘i fi al-Figh al-Islami (Al-jaza’ir: Jami‘ah al-Haj li
Hadhr Batanah. 2014), him. 54-55; Mahmud Muhammad al-Thanthawi, Ushul al-
Figh al-Islami (Kairo: Maktabah Wahbah. 2001), him. 490-491; ‘Ashim ‘Abd Allah
Ibn Ibrahim al-Muthawi‘, a/-‘Udul ‘an al-Qawl! al-Rajih fi al-Futya wa al-Qadha’
(Riyadh: Dar al-Maiman. 1439H), him. 99-100; ‘Abd Allah Ibn Ibrahim al-Thawil,
Manhaj al-Taisir al-Mu‘ashir (KSA: Dar al-Fadhilah. 2005), hlm. 119-124; Hamd lbn
‘Abd al-Rahman al-Junaidil, Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami (t.t: Syirkah al-
‘Ubikan. 1406H), vol. Il, him. 95; Yusuf al-Qaradhawi, a/-Qawa‘id al-Hakimah Ii
Figh al-Mu‘amalat (Kairo: Dar al-Syurug. 2010), hlm. 105-117; Yusuf al-Qaradhawi,
al-ljtihad al-Mu‘ashir bain al-Indhibath wa al-Infirath (Damaskus: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah. 1994), hlm. 20; Wahbah al-Zuhaili, a/-ljtihad al-Fighi al-Hadits:
Munthaliqatuh wa lItijjatuh (Damaskus: Dar al-Maktabi. 1997), hlm. 19-20; dan
Hasanudin, Metodologi Istinbath dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: Pusat
Riset, Kajian, Publikasi, dan Pengembangan [Pusat Riskalikbang] Fatwa DSN-MUI
dan Simbiosa Rekatama Media. 2024), h_lm=. 71-82.
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penyelenggaraan Layanan Infrastruktur. Sementara dalam fatwa nomor 144
Tahun 2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, pada
Ketentuan Umum angka 18, dinyatakan bahwa Akad /'‘arah (akad al-‘ariyah)
adalah pemberian hak (zam/ik) untuk menggunakan Platform Marketplace
dari Penyedia Marketplace kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan.

C. Dalil /'arah
Dalil akad /‘arah sebagaimana dijelaskan dalam a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah

adalah Qur’an, sunnah, ijma‘, dan akal (logika).

1. Dalam Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah, al-Figh al-Islami wa
Adillatuh dan Naf* al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ dijelaskan
bahwa dalil akad /‘arah adalah QS al-Ma’idah (5): 2, yaitu (5}l Je 1355a8 5.
.. 63541); yang artinya "... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa...” Akad /‘arah merupakan bagian dari kebajikan (a/-
birr); dan ‘Ali Fikri menyatakan bahwa /‘arah merupakan bagian dari
tolong-menolong dalam berbuat kebajikan;"

2. Dalam al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah, al-Figh al-Islami wa Adillatuh dan Naf*
al-Ashqga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ dijelaskan bahwa dalil akad 7‘arah
adalah QS al-Ma‘un (107): 7, yaitu (&30 &3aias 3); yang artinya, "dan
mereka enggan (memberi) bantuan.” Menurut Ibn Mas‘ud, tafsir dari kata
al-ma‘un adalah al/-‘awari; yaitu pihak yang memberikan pinjaman;
mereka enggan memberikan pinjaman (barang) kepada pihak lain
padahal mereka mampu untuk memberikan pinjaman (termasuk
pendusta agama); Dalam Naf* al-Ashqa‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘
terdapat penjelasan bahwa a/-ma‘un terkait ibadah kebendaan yang
terdapat batas atas dan batas bawahnya; batas atasnya adalah zakat
(pendapat Imam Mujahid) dan batas bawahnya adalah pinjman/a/-

Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. Il, him. 96; Wahbah al-Zuhaili menggunakan istilah a/-i‘arah;
lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu‘ashir. 2006), vol. V, him. 4036; ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen
al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad lbn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn
‘Abd Allah Ibn Mubhsin al-‘Athas, Naf® al-Ashqga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ (Tarim:
Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019), him. 213.
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‘ariyah (dalam pandangan al-‘lkrimah) yang dinisbahkan pada kitab 7afsir
al-Baghawi (5: 312);'2

3. Dalam Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah dijelaskan bahwa dalil
akad /‘arah adalah hadits Nabi SAW; beliau bersabda (gl iz jaidl Je ool
Slass el sz e335ul) J& ¥ 5 ¢{)s yang artinya, "Peminjam (musta‘ir) tidak
wajib berta;nggung jawab (atas kerusakan barang yang dipinjamnya)
kecuali peminjam khianat (lalai [fagshir]l, melampaui batas [fa‘addi], atau
menyalahi kesepakatan [mukhalafat al-syuruth]); dan penerima titipan
barang (mustawda’) tidak tidak wajib bertanggung jawab (atas kerusakan
barang ditetimanya sebagai titipan [akad wadi‘ah]) kecuali mustawda“
khianat: lalai, melampaui batas, atau menyalahi kesepakatan;™

4. Hadits Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi (Nomor 1284) dari Muhammad
Ibn al-Mutsanna, Ibn Abi ‘Addi dari Sa‘id, Qatadah, Hasan, Samurah, dari

“pihak yang menguasai barang bertanggungjawab terhadap barang yang

diambilnya sebelum dikembalikan (kepada yang berhak menerimanya);”
5. Dalam Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah, al-Mausu‘'ah al-

Fighiyyah, dan dalam Naf‘ al-Ashga® Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘

2Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu‘ashir. 2006), vol. V, him. 4036; ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen
al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn
‘Abd Allah Ibn Mubhsin al-‘Athas, Naf® al-Ashqa‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ (Tarim:
Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019), him. 213; dan Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un
al-Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182.

3Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani al-Shan‘ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-
Maram (Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), juz. lll, him. 67-68.

“Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. 1l, him. 96.

BAbu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud
(Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), vol. Il, juz lll, him. 296 (nomor 3561). Dalam
Nail al-Authar dijelaskan bahwa Rasul SAW bersabda (435 &5 &iaiG il Je); terdapat
sedikit perbedaan kalimat pada ujung hadits. Lihat Muhammad Ibn ‘Ali Ibn
Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaga al-Akhbar min Ahadits
Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, him.
252.
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dijelaskan bahwa dalil akad /‘arah adalah hadits Nabi SAW dari Shafwan
Ibn Umayah, yaitu: (1 &aaz T Js i a5 bl 4 st qla 5 ale @i Jo <l Jis &
L3aias Gk 5 ¥ JIAE 4254)516 yang maksudnya, "Nabi SAW pernah meminjam
perisai-perisai dari Shafwan Ibn Umayyah RA, Shafwan berkata kepada
Nabi SAW/: "apakah ini sebagai harta rampasan?” Nabi SAW menjawab,
“bukan, ini adalah pinjaman yang dijamin pengembaliannya;”

6. Dalam Sunan al-Tirmidzi nomor 1283 dijelaskan bahwa dalil /‘arah adalah
hadits riwayat Imam al-Tirmidzi dari Abi Umamabh, beliau berkata: ( fa.s
toaka GO 3 At sl 53558 Sl sl 3 e aiad § Uphi el 5 il 0 i ol )7
yang maksudnya, "saya mer{dengar khutbah Rasul SAW pada saat haji
Wada’‘, beliau bersabda, “pinjaman harus dikembalikan, ~za%m/kafil
berkedudukan sebagai pihak yang berutang; dan utang harus dibayar;”

7. Dalam Sunan Abi Dawud nomor 3565 dijelaskan bahwa dalil /‘arah
adalah hadits Rasul SAW dari Abi Umamah, beliau berkata: (€ Jaei 25 i &)
I3 Sallall ¥ 5 bl U3 083 15 03 1 s (e 2 100 (3455 5 10,15 By SIB 485 35 (53
R0y2 paedll 5 taaba BIAN 583555s dxill 581354 &l : 9B &3 <zl (La20);'8 yang maksudnya,
”Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menetapkan hak masing-masing
pihak, ahli waris tidak (boleh) menerima #irkah melalui wasiat, isteri sama
sekali tidak boleh menafkahkan harta yang ada di ruamhnya kecuali atas

16Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. I, him. 96; ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-
Kaf, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd
Allah Ibn Muhsin al-‘Athas, Naf* al-Ashqga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ (Tarim:
Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019), him. 213; Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah. 2012), vol. V, hlm. 182. Lihat Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani al-
Shan‘ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram (Bandung: Maktabah Dahlan. T.th),
juz. lll, him. 69; Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi
Dawud (Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), vol. Il, juz Illl, hlm. 296; dan
Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nai/ al-Authar Syarh Muntaqa al-
Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H),
vol. lll, juz VI, him. 253.
7Abi ‘lIsa Muhammad Ibn ‘Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi wa Huwa
al-Jami* al-Shahih (Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th), vol. Il, him. 368.
18BAbu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud
(Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), vol. ll, juz Ill, him. 296-297.
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izin dari suaminya;” Rasul SAW ditanya, 'apakah termasuk tidak boleh
menafkahkan makanan?’ Rasul SAW menjawab, 'makanan merupakan
harta utama’ (makanan termasuk harta yang tidak boleh dinafkahkan
isteri tanpa izin suami), kemudian Rasul SAW bersabda, *pinjaman harus
dikembalikan, minhah"® termasuk perbuatan hukum yang tertolak (tidak

"Dalam kitab fikih mu‘amalat maliyyah dikenal tiga istilah terkait dengan hibah-

manfa‘at suatu benda; yatu:

a.

‘Umra adalah pemberian manfaat benda dari satu pihak kepada pihak lain
selama penerima hidup atau pemberinya hidup. Apabila pemberi meninggal,
harta tersebut harus dikembalikan kepada kepada ahli warisnya;

Rugba adalah sepakatnya pemberi dengan penerima bahwa apabila di antara
pemberi atau penerima meninggal, maka obyek hibah menjadi milik pihak
yang masih hidup;

Minhah/manihah adalah barang pinjaman yang manfaatnya adalah apa yang
dihasilkan oleh barang pinjaman tersebut, misalnya meminjamkan kambing
untuk diambil susunya, pohon untuk diambil buahnya, dan tanah untuk
bercocok tanam.

Lihat Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2004), vol. V, him. 4043. Ulama berbeda pendapat tentang status hukum ‘umra,

rugba, dan minhah. yaitu:

a.

ulama Hanafiah berpendapat bahwa ‘wmra termasuk hibah yang dibatasi dengan
waktu (selama pemberi hidup). Hukum hibanya sah sementara pembatasannya
termasuk batal (tidak berlaku); oleh karena itu, benda yang dihibahkan secara
‘umra menjadi milik penerima. Alasannya adalah hadits Rasul SAW yang
berbunyi (4l a5 Us Ligasl il o ik 5251 (s 16 1asAwdiVs 1801541 18012 18.) - yang
maksudnya, “tetap peganglah harta kalian dan janganlah kalian merusaknya.
Karena sesungguhnya orang yang memberikan hartanya kepada pihak lain secara
‘umra, maka hartanya itu menjadi milik orang yang diberi, baik ketika dia masih
hidup maupun meninggal dunia, dan juga menjadi milik keturunannya (baca:
ahli warisnya);” dan
Malikiah  membolehkan umra. Dalam pandangan ulama Malikiah, kedudukan
‘umra karena sama dengan akad pinjam (a/-‘ariyah [hibbah al-manafi‘]); yaitu
memberikan manfaat benda isti‘mali (benda yang tidak habis karena
dimanfaatkan), selama penerimanya hidup. Adapun jika penerimanya meninggal,
maka harta tersebut dikembalikan kepada pemberi jika masih hidup, atau kepada
ahli warisnya jika pemberinya meninggal. Rugba juga diikhtilafkan status
hukumnya: pertama, Abu Yusuf, ulama Syafi“iah, dan Hanabilah berpendapat
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boleh), utang harus dibayar, dan penjamin berkedudukan sebagai pihak
yang berutang.”

8. Dalam al-Mausu‘ah al-Fighiyyah dijelaskan bahwa ( ;i3> Je G3alidl sasi s
4,611);20  yang maksudnya, Tumat Islam telah berijma‘ terkait
dibolehkannya a/-‘ariyyah;” dan dalam Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-
Adabiyyah dijelaskan bahwa ( aiii 50l 5l Jel b G Gyl Je plasy) aa) 45 5

Gels iy B3his (g3 Uaki ppeii TGl oe 0 @i ¥ 0 &Y ldd);? yang
maksudnya, "sungguh telah ada ijma‘ tentang bolehnya (/‘arah) karena
i‘arah merupakan bagian dari perbuatan baik (birr) yang dibutuhkan
manusia; karena tidak ada manusia yang tidak memerlukan pertolongan
dari yang satu kepada yang lainnya; (/‘arah) termasuk perbuatan yang
dianjurkan dari segi substansinya.”

9. Dalam al-Mausu‘ah al-Fighiyyah dijelaskan bahwa termasuk alasan
logika/ma‘aqul (Jsisll & 3) adalah ((cius A 5 ol &a S5l oLl i 251 T &
biex 3L 5 oLl d0301):%2 yang maksudnya,, sesungguhnya pada saat
diboléhkan menghibahkan benda-bertubuh maka dibolehkan pula

bahwa kedudukan rugba, sama dengan hibah ‘wmra; yaitu hibahnya sah secara
hukum, sementara syaratnya fasad (tidak berlaku), oleh karena itu, harta yang
dihibahkan menjadi milik penerima baik pada saat yang bersangkutan hidup
maupun setelah meninggal. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat imam
al-Nasa’i dan Ibn Majah dari Ibn ‘Umar, Rasul SAW bersabda (&b . 8595 ges ¥
Glass 8L 40 325 45550 5 G 2ef); yang maksudnya "tidak ada (hibah) ‘wmra dan
tidak ada (hibah) rugba, siapa saja yang menghibahkan hartanya secara ‘umra
dan rugba, maka harta tersebut menjadi milik penerimanya baik pada saat
hidup maupun setelah meninggal;” dan kedua, ulama pada umumnya
membolehkan hibah ‘umra dan rugba, karena keduanya merupakan bagian
dari macam hibah. Ulama Hanafiah dan Malikiah melarang (mengharamkan)
al-rugba, tetapi membolehkan a/- ‘umra.
Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2004), vol. V, him. 4004.
2%Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182.
2Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. I, him. 96.
22Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182.
2
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menghibahkan manfaatnya (saja), oleh karena itu, wasiat terkait harta
baik secara fisik (benda bertubuh) dan manfaatnya secara bersamaan,
termasuk perbuatan hukum yang dibolehkan.”

D. Hukum 7akl/ifi Akad /‘arah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan /‘arah. Pertama,
jumhur fugaha’ dari kalangan Hanafiah, Malikiah, Syafi‘iah, dan Hanabilah
telah sependapat (jma?) bahwa hukum melakukan /‘arah adalah sunah
(mandub); dalilnya adalah QS al-Hajj (22): 77, yakni (&35 &3 5adi 15aé1 5);
yang maksudnya, “lakukanlah kebaikan;” hadits SAW riwayat Imam Bukhari;
yaitu (8a- wgas K); yang maksudnya, “setiap kebaikan adalah sedekah;”
tidak termasuk perbuatan hukum wajib karena bagian dari perbuatan yang
termasuk kebaikan (/hsan);?> dan dalam Naf* al-Ashqga‘ Syarh Mu‘aamlat Abi
Syuja‘ dijelaskan bahwa ‘ariyah termasuk pekerjaan sunah karena terdapat
kebutuhan (a/-hajah) untuk melakukannya dan termasuk kebaikan (birr).24
Namun demikian, hukum melakukan 7‘arah dapat berubah karena
perubahan kondisi sebagaimana kaidah taghayyur al-ahkam bi al-taghayyur
al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-‘awa’id.?>

Kedua, dalam al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah dan Naf® al-Ashga‘ Syarh
Mu‘amalat Abi Syuja‘ dijelaskan bahwa hukum melakukan /‘arah adalah

25Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182; Abi
al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-
Qurthubi al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtashid (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘llmiyyah. 1971), him. 696.

24#Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), him. 215.

25Lihat Isma‘il Kaukasal, 7aghayyur al-Ahkam fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Beirut:
Mu’assasah al-Risalah. 2000); Ziyad Muhammad Mahmud, Qa‘dah Dawran al-
Hukm ma‘a ‘lllatih Wujudan wa ‘Adaman wa Tathbiqathuha al-Fighiyyah (Beirut:
Kuliyyah al-lmam al-Awza‘i. 2018); dan Muthlaq Jasir Muthlaq al-Jasir, Nazhariyyah
Taghayyur al-Fatwa wa Tathbigathuha fi Figh al-Shayrafah al-Islamiyyah (Kuwait:
Jami‘ah Kuwait. 2016).
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wajib; pendapat ini didasarkan pada QS al-Ma‘un (107): 4-7. Di samping itu
dijelaskan bahwa melakukan /‘arah adalah wajib dalam kondisi tertentu; di
antaranya: a) wajib meminjamkan baju kepada orang yang kedinginan atau
kepanasan dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki baju untuk
melindungi badannya dari panas dan dingin; b) wajib meminjamkan pakaian
kepada orang yang akan shalat lima waktu dalam hal yang bersangkutan
tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya; c) wajib meminjamkan
pisau (sikin) kepada pihak yang akan menyembelih hewan yang berpotensi
menjadi bangkai karena tidak disembelih sesuai syariah; dan d) wajib
meminjamkan mushhaf Qur’an kepada pihak yang akan membacanya untuk
mengingatkan akan tibanya waktu shalat.2¢

Ketiga, selain wajib dan sunah, ulama menjelaskan bahwa /‘arah dapat
diposisikan sebagai media (wasilah) yang berhubungan dengan tujuan yang
hendak dicapai (magashid).?” Hukum melakukan /‘arah adalah mubah,

26Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182-183;
dan ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), hlm. 215. Dalam Kifayat al-Akhyar dijelaskan bahwa hukum melakukan /‘arah
adalah wajib pada awal Islam terutama /‘arah (dalam arti meminjamkan barang)
kepada tetangga sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Ruyani. Lihat Taqiy al-Din
Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Hashani al-Dimasyqi al-Syafi‘i, Kifayat al-
Akhyar fi Hill Ghayah al-lkhtishar (Semarang: Maktabah Thaha Putra. T.th), juz I,
him. 291; dan lihat Abi ‘Abd al-Mu‘thi Muhammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Ali Nawawi al-
Jawi al-Bantani al-Tawidi, Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in (Surabaya: Pustaka
al-Salam. T.th), him. 268.

?7Lihat Khalifah Babakr al-Hasan, Falsafah Maqgashid al-Tasyri* fi al-Figh al-Islami
(Kairo: Maktbah Wahbah. 2000); Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, a/-Magashid al-
Syar‘iyyah: Ta'rifuha wa Amisilatuha wa Hujiyatuah (Riyadh: Kunuz Isybilyya’.
2003); Jasir ‘Audah, al-mahajiyyah al-Maqgashidiyyah Nahw ['adah Shiyaghah
Mu ashirah Ii al-ljtihad al-Islami (tt: Dar al-Magashid. 2021); Muhammad al-Thahir
Ibn ‘Asyur, Maqgashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Tunis: Maktabah al-Istiqamah.
1366H); ‘lzz al-Din Ibn Zaghibah, Maqgashid al-Syari‘ah al-Khashshah bi al-
Tasharrufat al-Maliyyah (Dubai: Makrkaz Jum‘ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-
Turats. 2001).
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makruh, atau haram dalam hal /‘arah dijadikan media untuk mencapai
perbuatan atau kondisi yang mubah, makruh, atau haram; dan dalam Naf*
al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ disampaikan mengenai hukum asal
i‘arah; di antara ulama berpendapat bahwa hukum asal /‘arah adalah sunah
(nadb), dan di antara ulama berpendapat bahwa hukum asal /‘arah adalah
boleh (ibahah).28

E. Rukun dan Syarat /‘arah

Rukun akad yang disepakati ulama adalah shighat akad yang terdiri atas
jab dan gabul. Dalam pandangan ulama Hanafiah, satu-satunya rukun akad
adalah shighat akad. Sedangkan rukun akad /‘arah lainnya adalah pihak yang
melakukan akad: peminjam (musta‘r) dan pemberi pinjaman (mu‘r), dan
obyek akad /‘arah, yakni benda yang dipinjamkan (mu‘ar/ ‘ariyah), terutama
manfaatnya;?° dan akibat hukum akad (maudhu® al-‘agd) i‘arah adalah
musta‘ir berhak menerima manfaat dari atau memanfaatkan (haqq al-intifa’)
mu‘ar, dan mu‘ar wajib dikembalikan musta‘ir kepada mu‘ir pada waktu
yang disepakati; karena akad i‘arah merupakan bagian dari akad

zamaniyyah.30

28Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 182-183;
dan ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga“ Syarh Mu'amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), him. 215.

29Al-Sayyid Ahmad Ibn ‘Umar al-Syathiri al-‘Alawi al-Husaini al-Tarimi, a/-Yaqut
al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris (Beirut: Dar al-Tsagafah al-lIslamiyyah. 1369H), him.
102-103.

30Penjelasan mengenai akad-akad zamaniyyah antara lain dapat dilihat dalam
Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, “Ziayadat al-Tsaman li al-Ajal,” dalam Bahts Muhkam,
Nomor: 18, Tahun V, Rabi‘ al-Akhir 1424 H, him. 33 dan 36; Adnan Muhammad
Salim Sa“d al-Din, Bai" al-Tagsith wa Tathbigatuhu al-Mu “ashirah fi al-Figh al-Islami
(Damaskus: Universitas Damaskus. t.th), hlm. 151-173; Fawaz Mahmud Muhammad
Bisyarat, Atsar al-Ajal fi "Aqd al-Bai" fi al-Figh al-Islami (Palestina: Universitas al-
Najjah. 2005); Usamah Yusuf al-Juzar, a/- "Uqud al- "Ajilah fi al-Igtishad al-Islami al-
Badiil (Gaza: Universitas Islam Gaza. 2009), him. 17-18; Faishal Ibn Ja‘far Bali, "Bai*
al-Tagsith: Nasy’atuhu, Tarikhuh, Shuwaruh, Hukmuh,” dalam Majallat al-Jundi al-
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1. Shigat akad /i‘arah adalah penawaran (jab) dan peneriman (gabul)
peminjaman barang yang berupa kata-kata (/isan) baik yang jelas (sharih)
maupun kiasan (kinayah), tulisan (kitabah), atau tindakan (fi) baik
langsung berhadapan atau menggunakan media elektronik yang
menunjukkan relanya para pihak (tidak di bawah paksaan [ghair al-
mukrah]) dalam melakukan akad /7‘arah, atau dalam bentuk isyarat
(isyarah). Ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait ijab dan
gabul; yaitu: Pertama, dalam pandangan ulama Hanafiah, jab dan gabul
dapat berasal dari mu‘ir dan musta‘ir, tergandung pihak yang lebih awal
menyampaikan kehendaknya. Dalam pandangan ulama Hanafiah, jab
dan gabul ibarat tanya dan jawab; yang lebih awal disebut pertanyaan,
dan yang meresponnya disebut jawaban. Dalam hal musta‘ir lebih awal
menyampaikan kehendaknya, berarti jab berasal dari musta‘i, dan
sebaliknya, dalam hal mu%r menyampaikan kehendaknnya lebih awal,
maka fjab berasal dari mu‘r, dan kedua, jumhur ulama berpendapat
bahwa jjab hanya berasal dari penjual (sebagai pemilik jab [shahib al-
jabl), dan gabul hanya berasal dari pembeli (pemilik gabul [shahib al-

Muslim (Pakistan, 1392H; www.kitibat.com), him. 48; Ridha Sa"dullah, Mafhum al-
Zaman fi al-Igtishad al-Islami (KSA: al-Ma"had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib.
2000); Harits Thahir al-Dabbagh, a/-Bai‘ bi al-Tagsith: Dirasah Muqgaranah (Yordan:
Maktabah Universitas Yordan. 1998), him. 25; Ibn Hanafiah al-*Abidin, Hukm Bai*
al-Tagsith: Qira’ah Muta’aniyyah fi Hadits al-Nahy ‘an Bai'attain fi Bai'ah (al-
Jazair: Dar al-Hamra'. t.th), hIm. 69-76; Hanan Binti Muhammad Husen Jistaniyah,
Agsam al-"Uqud fi al-Figh al-Islami (KSA: Jami~ah Umm al-Qura. 1998), him. 217;
Muhammad Nejatullah Shiddiqi, Bai*® al-Tagsith: Nasy atuhu, Tarikhuhu,
Shuwaruhu, Hukumuhu (t.t: Dar Ibn Khuzaimah. t.th), him. 26-28; 101-109; Rafiq
Yunus al-Mishri, Figh al-Mu‘amalat al-Maliyyah (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007),
hlm. 189; dan Wahbah al-Zuhaili, a/-Mu‘amalat Maliyyah al-Mu‘ashirah
(Damaskus: Dar al-Fikr. 2002), hlm. 424-428; Syams al-Din Abi Abdillah
Muhammad lbn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, //am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb
al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Fikr. 1977), vol. Il, juz Ill, hlm. 358-359; Jalal al-Din ‘Abd
al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa‘id wa Furu® Figh
al-Syafi‘iyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987), him. 473-474.
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gabul]), meskipun bisa jadi dalam kenyataannya gabul/ lebih awal dari
jab.?!

Dengan mempertimbangkan ketentuan /jab dan gabul/ dalam akad jual-
beli, maka shahib al-ijab dalam akad /‘arah adalah mu‘ir, dan shahib al-

3iShighat akad (jab dan qabul); jjab secara harfiah berarti i/tizam (mewajibkan
diri sendiri) dan Jtsbat (menetapkan); ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan dalam
Majallat al-Ahkam al-‘Adliyya (pasal 101) menjelaskan bahwa arti jjab secara istilah
adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain;
apa yang disampaikan menjadi wajib baginya dalam hal pihak lain menerimanya
(gabul). Qabul secara harfiah berarti fashdig (membenarkan atau mengiakan),
talagqi (jumpa [mempertemukan]), dan akhzd (mengambil); yaitu menerima atau
menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama. Jumhur ulama (Malikiah,
Syafi‘iah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa jab merupakan pernyataan yang
disampaikan oleh pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan
barang (antara lain penjual dalam akad jual-beli) meskipun pernyataannya
disampaikan belakangan/di akhir (sebagai respon); sedangkan gabu/ adalah
pernyataan yang disampaikan pihak yang akan menjadi pemilik (di antaranya
pembeli dalam akad jual-beli) meskipun pernyataannya disampaikan di awal.”
Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa gabu/ merupakan kehendak yang
disampaikan oleh pihak yang menerima penawaran yang berupa penerimaan atau
persetujuan terhadap tawaran dari pihak pertama (jjab). Jika dibandingkan dengan
teori tanya-jawab, #ab merupakan pertanyaan (su’al atau as’ilah [jamak]) dan gabul/
merupakan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Syarat-syarat jab dan gabul
adalah: pertama, kehendak (i/radah bathinah) untuk melakukan akad disampaikan
pihak kepada pihak lain dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan harus
jelas (wudhuh) yang diketahui dan dimengerti isinya (ma‘um), serta diterima
sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad; dan kedua, antara
jab dan gabul harus selaras atau bersesuaian (mula’im/muwafagah), dan
bersambung (ittishal); tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat
lainnya sebagai majelis akad. Lihat Hanan Binti Muhammad Husen Jistaniyah,
Agsam al-‘Uqud fi al-Figh al-Islami (KSA: Jami‘ah Umm al-Qura. 1998), him. 47-
48; ‘Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘llmiyyah. 1991), vol. I, him. 90 (pasal 100). Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami
wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. IV, hlm. 2943-2945; ‘lzz al-Din
Muhammad Khawajah, Nazhariyyat al-‘Aqgd fi al-Figh al-Islami (KSA: Majmu‘ah
Dallah Barakah. 1993), hlm. 26-28; dan lihat Basam Muhammad Sarhan lbrahim,
Majlis ‘Agd al-Bai‘ baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbig (Palestina: Jami‘ah al-
Najjah al-Wathaniyyah. 2006).



gabul adalah musta‘ir, meskipun dalam kenyataannya biasa jadi musta‘ir
lebih awal menyatakan kehendak untuk melakukan akad /‘arah dibanding
dengan pernyataan kehendak yang disampaikan oleh muir.

Dengan memperhatikan sejumlah fatwa terkait akad, bahwa shighat akad
di bidang mu‘amalat maliyyah pada dasarnya boleh dalam bentuk
ucapan (/isan), tulisan (kitabah), tindakan (fi’), korespondensi (surat-
menyurat), dan isyarat baik dilakukan secara berhadap-hadapan dalam
majlis akad secara fisik maupun dilakukan secara elektronik selama
dimengerti dan diterima para pihak sebagai kesepakatan;3? dengan
demikian, shighat akad /‘arah juga dapat mengikuti ketentuan tersebut.
Dalam khazanah fikih terdapat ikhtilaf terkait shigat akad /‘arah; di
antaranya adalah: pertama, dalam a/-Masu‘ah al-Fighiyyah dijelaskan
pendapat ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa jab akad /‘arah
hanya boleh dalam bentuk ucapan (gaw/ atau /isan) dan berasal dari
mu'r, dan ulama Hanafiah tidak mensyaratkan adanya gabu/ dalam
i‘arah; meskipun demikian, Imam Zufar mengharuskan adanya gqabu/
walaupun dalam bentuk ucapan yang bersifat majazi?? kedua, ulama
Malikiah dan Hanabilah membolehkan shigat akad /‘arah dalam bentuk
ucapan, tindakan, dan isyarat; dan ketiga, ulama Syafi‘iah membolehkan
shighat akad /7‘arah dalam bentuk ucapan (/afzh/lisan) dan tulisan
(kitabah) yang disertai dengan niat; sementara ijab dan qabul akad /‘arah
dalam bentuk perbuatan hanya dibolehkan dalam kondisi khusus; bahkan
dalam Naf* al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ ditegaskan bahwa
tidak sah jjab dan gabul akad i‘arah dalam bentuk perbuatan; misalnya
musta‘ir mengambil benda tertentu untuk dipinjamnya tanpa

2ljhat Fatwa DSN-MUI nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual-Beli
(Ketentuan Kedua tentang Shighat Akad); Fatwa DSN-MUI nomor 112 Tahun 2017
tentang Akad ljarah (Ketentuan Kedua tentang Shighat Akad); Fatwa DSN-MUI
nomor 113 Tahun 2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujarh (Ketentuan Kedua
tentang Shighat Akad); Fatwa DSN-MUI nomor 114 Tahun 2017 tentang Akad
Syirkah (Ketentuan Kedua tentang Shighat Akad); dan Fatwa DSN-MUI nomor 115
Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah (Ketentuan Kedua tentang Shighat Akad).

33Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un”__al;l\slamiyyah. 2012), vol. V, him. 183.
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mengucapkan maksudnya dan pemilik barang (mu‘ir) diam, maka /‘arah
tersebut tidak sah.3*

2. Obyek akad i‘arah (ma‘qud ‘alaih);3> dalam penjelasan mengenai konsep
dan definisi i‘arah terlihat ikhtilaf ulama terkait konsep /‘arah. Pertama,
ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa i‘arah adalah
pengalihan kepemilikan manfaat barang tanpa imbalan (famlik al-manafi
bi la ‘iwadh); dan kedua, ulama Syafi‘iah dan Hanabilah berpendapat
bahwa hakikat /‘arah adalah izin dari pemilik kepada pihak lain untuk
menggunakan barang miliknya (ibahat al-intifa’); sehingga musta‘ir
berwenang untuk memanfaatkan barang yang dipinjam dari muir.

Dalam kitab fikih mu‘amalat maliyyah pada umumnya dinyatakan bahwa
obyek akad i‘arah adalah barang atau harta yang dipinjamkan (disebut
dengan istilah muar); di samping itu, dalam definisi /‘arah yang

3%\Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah

(Kuwait: Wizarat al-Awgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 183; dan

‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad Ibn

Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas, Naf*

al-Ashqa‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019),

him. 216.
35Syarat-syarat obyek akad (ma‘qud ‘alaih) secara umum adalah:

a. benda/harta (amwal) berharga secara syari‘ah (mutagawwam [bukan
harta/benda haram dimakan dan/atau dimanfaatkan, yang tidak sah dimiliki
secara syariah]);

b. ada (wujud) pada saat akad dan dapat diserah-terimakan (qgudrat al-tas/im) pada
saat akad (kecuali akad yang dilakukan adalah akad bai‘ al-salam, bai‘ al-
istishna®, dan jjarah maushufah fi al-dzimmah);

c. tidak dijadikan media perbuatan yang membahayakan agama (diantaranya
dilarang menjual anggur kepada perusahaan pembuat khamr; dilarang menjual
senjata kepada musuh; dan dilarang menjual mushhaf al-Qur’an kepada orang
kafir yang memusuhi Islam karena khawatir mushhaf tersebut akan dihinakan);
dan

d. tidak sedang dijadikan obyek akad lainnya yang dapat menimbulkan sengketa; di
antaranya harta yang dijadikan agunan (rahn) tidak boleh dijual kepada pihak
lain karena berpotensi merugikan (dharar) kepada pemegang agunan (murtahin)
sebagaimana kaidah al-masyghul la yusyghal (harta yang sudah dibebani suatu
perbuatan hukum [obyek akad] tidak boleh dibebani perbuatan hukum lainnya).
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disampaikan ulama Syafi‘iah bahwa benda yang dipinjam atau
dipinjamkan tidak rusak atau hilang karena penggunaan (baga’ al-‘ain);
oleh karena itu, mu‘ar harus benda yang termasuk mal-isti‘mali (bukan
mal-istihlaki).3¢ Di antara contoh benda yang tidak hilang dan/atau rusak

36Harta dibedakan oleh ulama menjadi 7 (tujuh) macam; yaitu:

. Benda yang boleh dimanfaatkan dan dimiliki (mutagawwam) dan tidak boleh
dimanfaatkan dan dimiliki (ghair al-mutagawwam). Di antara keterkaitan
pembagian benda mutagawwam dan ghair-mutagawwam adalah: a) benda-
mutagawwam merupakan benda yang boleh dijadikan obyek akad (ma‘qud
‘alaih); dan b) benda ghair-mutagawwam merupakan benda yang tidak boleh
dijadikan obyek akad; di antaranya babi (hinzir), bangkai (maitah), dan
minuman keras (khamr). Karenanya, umat Islam yang menjual atau membeli
babi, bangkai, dan/atau minuman keras, hukum jual-belinya adalah batal;
sedangkan kafir-dzimmi yang menjual dan/atau membelinya, maka hukum jual-
belinya adalah sah.

. Benda yang ada padanannya (ma/-mits/j) dan benda yang tidak ada padanannya
(mal-gimi) di pasar/publik. Al-mal al-mitsli secara istilah adalah sesuatu yang ada
bandingannya di pasar tanpa ada perbedaan yang layak diperhitungkan;
sedangkan ulama Syafi‘iah dan Hanabilah menyatakan bahwa al/-mal al-mitsli
adalah apa yang diukur dengan ditakar atau ditimbang dan boleh dijadikan
obyek akad salam. A/-mal al-mits/i dari segi cara penghitungannya dapat
dibedakan menjadi dua; yaitu: benda yang diukur dengan ditakar/a/-kail/ (di
antaranya gandum [a/-qumh] dan minyak [a/-zaif], dan bensin/gasolin/gas/petrol
[al-binzin]); dan benda yang diukur dengan ditimbang/mauzun (di antaranya
barang tambang berupa emas, perak dan besi). Harta yang tidak ada
padanannya di pasar (a/-mal al-gimi) adalah harta yang tidak ada padanannya di
pasar; atau ada tapi terdapat perbedaan yang perlu diperhitungkan antara yang
satu dengan yang lainnya. Pertalian (hukum) dari pembedaan benda ini (harta
mitsli dan gimi) adalah: a) dhaman al-mitsli; seseorang yang merusak harta milik
pihak lain, sementara harta tersebut termasuk harta mits/i, pihak yang merusak
wajib menggantinya dengan harta yang sepadan (karena harta/benda tersebut
ada padanannya di pasar); dalam harta yang dirusak termasuk gimi, pihak yang
merusaknya wajib mengganti harganya (karena tidak ada harta yang sepadan
dengannya); b) al-dain wa al-tsaman; harta mitsli atas dasar kesepakatan fugaha’,
dapat dijadikan utang atau piutang barang; sedangkan utang atau piutang atas
harta gimi adalah nilai (gimah) atau harganya (a/-tsaman); dan c) al-gardh; harta
mitsli dapat dijadikan obyek akad a/-gardh; sedangkan harta gimi tidak dapat
dijadikan obyek akad a/-gardh.



c. Benda bergerak (mal-manqul [ghair-‘iggar]) dan benda tidak bergerak (mal-ghair
al-manqul [ iggar]); Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud harta a/-
‘iggar adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat
yang lain; sedangkan ulama Malikiah berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan harta a/-‘iggar adalah harta yang tetap yang tidak mungkin dilakukan
pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mengubah keadaan dan
bentuknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta a/-manqu/ adalah harta
yang memungkinkan untuk dipindahkan, baik tetap keadaan dan bentuknya
maupun berubah keadaan dan bentuknya karena pemindahan tersebut. Pertalian
(hukum) yang timbul dari pembedaan harta menjadi harta tetap (a/-ggar) dan
tidak tetap (a/-manqul) di antaranya adalah: a) hak syuf‘ah hanya ada pada
harta tidak bergerak (a/-‘ugar); hak syuf ah tidak ada pada harta bergerak
kecuali yang tidak mungkin dipisahkan dari harta tidak bergerak; b) ulama
sepakat tentang sahnya wakaf atas benda tidak bergerak; sedangkan ulama
berbeda pendapat tentang sahnya wakaf benda bergerak; mayoritas ulama
berpendapat sah mewakafkan benda bergerak; sementara itu, ulama Hanafiah
berpendapat tidak sah, kecuali: 1) benda bergerak yang tidak bisa dipisahkan dari
benda tetap (misalnya alat-alat pertanian yang ditanam di tanah); 2) terdapat
ketentuan syariah secara tersurat yang membolehkan wakaf benda bergerak
(misalnya boleh mewakafkan senjata kepada pasukan pembela Islam); dan 3)
terdapat a/- ‘urf terkait wakaf benda bergerak (misalnya mewakafkan mushhaf
dan sajadah ke mesjid); dan c) harta tidak bergerak milik pihak yang berutang
yang bangkrut (/flas) tidak boleh dijual (paksa) kecuali hasil penjualan seluruh
harta bergerak miliknya tidak cukup untuk melunasi utangnya.

d. Benda yang tidak dimanfaatkan kecuali dengan cara dihabiskan (mal-istihlaki);
dan benda yang tidak habis karena dipakai (mal-isti‘'mali); Al-istihlak berasal dari
kata ihlak (berbentuk muta  addi) yang secara harfiah berarti ifna’ (rusak). Arti a/-
mal al-istihlaki  secara istilah adalah harta yang tidak mungkin didapatkan
manfaatnya kecuali dengan cara merusaknya. Adapun di antara bentuk rusaknya
adalah: a) berubah penuh (habis [fana’ dzatihi hagigatan]); misalnya nasi habis
karena dimakan, air habis karena diminum, dan kayu habis karena dibakar; b)
berubah bentuk fisiknya (taghayyur al-‘ain); misalnya kertas digunakan untuk
menulis, dan bulu hewan dipintal menjadi benang/kain; dan c) berubah secara
hukum (habis [fana’ dzatihi hukman]); misalnya uang digunakan untuk
membayar utang; uang tersebut tidak berada lagi di tangan pembayar, tetapi
berpindah ke tangan penerima bayaran (wujudnya masih ada tapi berpindah
penguasaan). Al-isti‘mali berasal dari kata ista ‘mala yang secara harfiah berarti
pemakaian atau penggunaan. Konsep a/-isti‘mali merupakan lawan dari konsep
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al-istihlaki. Karenanya, di antara arti a/-mal al-isti*mali adalah harta yang dapat
digunakan secara berulang-ulang yang tidak habis karena dipakai. Di antaranya
adalah bangunan gedung, perabot (rumah tangga), rumah tinggal, alat-alat
pertanian, alat-alat industri, dan kendaraan. Pertalian (hukum) yang timbul dari
pembedaan harta menjadi harta yang habis sekali pakai (a/-istih/aki) dan harta
tidak habis sekali pakai (al-isti‘mali) di antaranya adalah: a) harta yang habis
sekali pakai (a/-mal al-istihlaki) dapat menjadi obyek akad gardh, tapi tidak
boleh dijadikan obyek akad sewa (a/-jarah), pinjam (a/-‘ariyah), dan wakaf; dan
b) harta yang tidak habis sekali pakai (a/-mal al-isti‘'mali) tidak dapat menjadi
obyek akad gardh, tapi dapat dijadikan obyek akad sewa (a/-jarah), pinjam (a/-
‘ariyah), dan wakaf.

. Benda yang disepakati dan/atau ditetapkan otoritas sebagai standar harga/
standar nilai/uang (nuqud [tsamaniyyah)) dan benda yang disepakati dan/atau
ditetapkan sebagai barang (si/‘ah [ ‘urudhl); Al-naqd (al-nuqud: jamak) secara
harfiah berarti al-kasyf (pengungkapan); yaitu mengungkapkan sesuatu dan
penampakannya. Adapun arti al-nuqud secara istilah adalah sesuatu yang
diterima masyarakat umum sebagai media pertukaran dan standar/pengukur nilai
atas barang dan jasa, baik terbuat dari barang tambang (logam) ataupun dari
kulit. Dalam kitab a/-Mudawanah al-Kubra (3: 90-91), Imam Malik menjelaskan
bahwa dalam hal manusia membolehkan kulit (unta) sebagai uang/alat tukar/alat
bayar dan mereka menerimanya sebagai uang di antara mereka, aku melarang
menjualnya (mempertukarkannya) dengan emas dan perak secara tangguh.
Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan uang yang terbuat dari kertas yang
berlaku saat ini sama dengan uang yang terbuat dari emas atau perak. A/-‘ardh
(al-‘urudh; jamak) secara harfiah berarti a/-mata‘ (perhiasan); suatu barang/benda
atau bahkan harta (al-amwal) disebut al-‘ardh atau al-‘urudh dalam hal
dipertentangkan dengan a/l-nagd/al-muqud/al-tsamany/al-atsman atau nilai. A/-
‘ardh/al-‘'urudh dapat berupa tumbuhan, hewan, dan benda-benda tidak
bergerak serta semua benda yang termasuk harta (a/-amwal). Pertalian (hukum)
yang timbul dari pembedaan harta menjadi harta a/-nuqud dan al-‘urudh di
antaranya adalah: a) ulama sepakat tentang bolehnya ra’s a/-ma/ (modal usaha)
dalam bentuk a/-nuqud (baca: uang) baik dalam akad syirkah, mudharabah,
maupun akad wakalah bi al-istitsmar, dan ulama berbeda pendapat tentang ra’s
al-mal dalam bentuk a/-‘urudh; b) ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan
ra’s al-mal dalam bentuk a/-‘urudh dengan syarat al-‘urudh tersebut dijual
sehingga didapatkan harganya (a/-tsaman); dan harga tersebut yang dijadikan
ra’s al-mal, dan c) ulama Syafi'iah dan Malikiah melarang secara mutlak (baca:
mengharamkan) ra’s al-mal dalam bentuk a/- ‘urudh.
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f. Benda yang tampak yang bisa dilihat baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak
lain (mal-zhahir); dan benda yang tidak tampak yang hanya bisa dilihat oleh
pemiliknya (mal-bathin); arti al-zhahirah secara harfiah adalah a/-bariz (tampak
atau timbul) dan al-muthalla‘ ‘alaih (dapat dilihat, tempat yang tinggi).
Sedangkan arti al-amwal al-zhahirah adalah harta yang tampak dan dapat
diketahui dan dihitung karena tidak mungkin untuk menyembunyikannya dari
pandangan mata manusia. Di antara yang termasuk a/-amwal al-zhahirah adalah
lahan pertanian dan perkebunan, hasil-hasil pertanian (misalnya padi dan
jagung), perkebunan (misalnya teh dan pohon tanaman keras), dan ternak
(misalnya sapi, kerbau, dan domba). Harta yang tersembunyi (al-amwal al-
bathinah); kata al-bathinah merupakan kebalikan dari kata al-zhirah. Al-bathinah
secara harfiah berarti al-khafa (tersembunyi [tidak tampak]). Arti al-amwal al-
bathinah secara istilah adalah harta yang memungkinkan untuk disembunyikan
dari pandangan mata manusia; dan karenanya, tidak mungkin dapat mengetahui
dan menghitungnya kecuali pemiliknya.” Di antara harta yang termasuk pada
kelompok ini adalah uang (a/-nuqud), emas (al-dzahab), perak (al-fidhdhah), dan
hak-hak yang bernilai harta (misalnya hak cipta dan hak paten), dan surat
berharga. Pertalian (hukum) yang timbul dari pembedaan harta menjadi a/-
amwal al-zhahirah dan al-amwal al-bathinah di antaranya adalah terkait
penghitungan harta wajib zakat: a) penghitungan harta yang wajib dizakati atas
harta yang tergolong al-amwal al-zhahirah (terlihat dengan mata) berikut
besarnya zakat yang wajib ditunaikan muzakki, dapat dilakukan oleh Pemerintah
(Ulil Amri) bersama dengan pemiliknya, atau hanya dilakukan oleh Pemerintah
atau institusi yang diberi wewenang untuk mengumpulkan, mengelola, dan
menyalurkannya; dan b) penghitungan harta zakat yang tetrmasuk al-amwal al-
bathinah hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya (se/f assesment); petugas zakat
tidak bisa ikut menghitungnya, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa
pemilik tidak jujur dalam menghitung harta miliknya yang wajib dikelaurkan
zakatnya.

g. Benda yang tumbuh dan berkembang secara alamiah (ma/-nami); antara lain
pohon dan hewan ternak; dan benda yang tidak tumbuh dan tidak berkembang
secara alamiahnya (mal-ghair al-nami). Arti al-mal al-nami secara istilah adalah
harta yang dimaksudkan untuk mencari tambahan dan pertumbuhan; di
antaranya adalah emas, perak, emas-perak yang masih mentah (belum diolah;
atyar), dan hewan. Ulama membedakan a/-mal al-nami menjadi dua: a/-nama’
al-hagiqi dan al-nama’ al-tagdiri: a) al-nama’ al-hagiqi adalah harta yang
bertambah karena adanya perbuatan (a/-fi) dalam bentuk a/-thabi‘i (alami),
antara lain pertambahan hewan karena kembang biak melalui kelahiran (a/-
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karena pemakaian adalah rumah (dawr), benda tidak bergerak (misalnya
tanah [ iggar]), kendaraan (dawab), baju/gaun (tsiyab), perhiasan (Auliy),
pakaian (/ibas), pejantan (fah/) untuk menghamili betina, anjing (ka/b)
untuk berburu, gayung/ember (da/w), timbangan (mizan), dan takaran
(rith. lbn  Mas‘'ud membolehkan J‘arah atas timbangan dan
periuk/ketel/guci (gidr). Kaidahnya, setiap benda yang boleh disewakan
(ijarah), boleh dijadikan obyek akad /i‘arah. Di samping itu, dalam a/-
Mausu‘ah al-Fighiyyah dijelaskan mengenai kemungkinan uang yang
terbuat dari emas (dinar) dan perak (dirham) dijadikan obyek i‘arah. Di
antara ulama berpendapat bahwa dinar dan dirham tidak dapat dijadikan
obyek J‘arah; karena meminjamkan (mengutangkan) uang merupakan
(akad) gardh. Namun di antara ulama membolehkan dinar dan dirham
sebagai obyek akad /‘arah dengan syarat dinar dan dirham digunakan
sebagai timbangan (mizan) atau perhiasan (tazyin).’”

tawalud wa al-tanasul); dan dalam bentuk investasi/bisnis (a/-tjarah), antara lain
keuntungan yang diperoleh karena melakukan perdagangan barang (a/- ‘urudh);
dan b) al-nama al-tagdiri (Ibn Nujem menyebutnya dengan nama a/-nama’ al-
khalgi), adalah pertambahan harta dari segi nilai atau harganya karena posisi
alamiahnya (a/-thabi‘). Oleh karenanya emas dan perak (dalam posisi sebagai
standar harga [al-tsamaniyyah/al-nuqgud]) tetap wajib zakat tanpa melihat niat
pemiliknya; emas dan perak tetap wajib dizakati pemiliknya baik diniatkan
sebagai modal usaha maupun tidak. A/-mal ghair al-nami secara istilah adalah
harta yang tidak ditujukan untuk mencari tambahan dan keuntungan, tapi untuk
digunakan secara pribadi.” A/-ginyah adalah harta yang dimiliki seseorang untuk
dipakai atau digunakan sendiri.” Di antaranya adalah pakaian, rumah tinggal,
kendaraan, dan kitab-kitab ilmiah. Pertalian (hukum) yang timbul dari
pembedaan harta menjadi a/-mal al-nami dan al-mal ghair al-nami, di antaranya
adalah tekait kewajiban zakat. Harta yang termasuk harta a/-nami (baik al-nami
al-hagiqi maupun al-nami al-taqdir)) wajib dizakati; sedangkan harta yang tidak
termasuk harta a/-nami (tujuan kepemilikan harta untuk digunakan [a/-ginyah])
tidak wajib dizakati.

Lihat Muhammad ‘Utsman Syubair, a/-Madkhal ila Figh al-Mu malat al-Maliyyah

(Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 86-101.
37Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah

(Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 183-184.
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Dalam Naf* al-Asyqa‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ditetapkan syarat-syarat
mu‘ar (benda yang dipinjam); yaitu: pertama, harus benda yang
memungkinkan dimanfaatkan (ku/lu ma yumkin al-intifa‘ bih); tidak sah
meminjam barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau
digunakan; kedua, harus benda yang kekal; yakni benda yang tidak rusak
dan/atau hilang karena pemakaian (ma‘a baga’ ‘ainih); ketiga, harus
benda yang manfaatnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (di
antaranya adalah peralatan judi dan maksiat lainnya); dan keempat,
manfaat dari benda yang dipinjam termasuk manfaat magshudah
berdasarkan ‘wrf di antaranya ruko dijadikan tempat dagang, kuda
dijadikan kendaraan, rumah dijadikan tempat tinggal. Namun demikian,
mafaat dalam akademik-fikih dibedakan menjadi dua; yaitu: pertama,
manfaat-abstrak (manfa‘ah-madiyah [manfa‘ah ghair a‘yan]); misalnya
rumah dijadikan tempat tinggal dan kerbau dijadikan pengangkut hasil
pertanian; dan kedua, mafaat-konkret (manfa‘ah-‘aradhiyyah [manfa‘ah
a‘yan]); misalnya kambing/sapi menghasilkan susu, dan pohon
menghasilkan buah. Susu dan buah tidak boleh dijadikan obyek akad
i‘arah, tetapi kambing (yang menghasilkan susu) dan pohon (yang
menghasilkan buah) boleh dijadikan obyek /‘arah, karena manfaatnya

adalah susu dan buahnya.38

38‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), him. 216-218; dan lihat Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-
Hashani al-Dimasyqi al-Syafi‘i, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah al-lkhtishar
(Semarang: Maktabah Thaha Putra. T.th), juz I, hlm. 291. lbrahim al-Dharir dkk,
mengenalkan istilah lain selain mal-isti‘'mali dan mal-istihlaki yang sudah dijelaskan
ulama sebelumnya yang menegaskan bahwa harta yang dapat dijadikan objek akad
i‘arah hanyalah mal isti‘malF; yaitu:
a. Sil° Faniyyah; istilah ini merupakan padanan dari istilah mal-istihlaki; yakni harta
yang habis atau rusak karena pemakaian;
b. $il* Ma‘marah; istilah ini merupakan padanan dari istilah mal-isti‘mali; yakni
harta yang tidak habis atau rusak karena pemakaian.
Lihat Ibrahim al-Dharir dkk, Mushthalahat al-Figh al-Mali al-Mu ‘ashir: Mu‘amalat al-
Sugqg (Kairo: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-lslami. 1997), him. 51-52.
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Dengan penjelasan yang demikian, ulama tidak menjadikan manfaat
benda-bertubuh (‘ain) sebagai obyek akad /‘arah. Berbeda dengan akad
jarah; obyek akad jjarah adalah manfaat dan ujrah; sedangkan barang
sewa disebut sebagai mahall al-manfa‘ah (pada umumnya tidak
menjadikanya sebagai obyek akad jjarah).?® Baik dari segi tam/ik maupun

3%Rukun ijarah adalah: a) dua pihak yang berakad (Mujir dan Mustajir atau
Musta’jir dan Ajir); b) al-ma‘qud ‘alaih (mahall al-manfa‘ah [tempat manfaat]); c)
manfa‘ah (manfaat barang atau jasa seseorang) d) wjrah (imbalan); dan e) shighat
akad (pernyataan penawaran dan penerimaan [jjab wa qgabull). Jumhur ulama tidak
menjadikan barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya (mahall al-
manfa‘ah) sebagai rukun akad ijarah. Masing-masing rukun memiliki kriteria
dan/atau syarat tersendiri. ljarah dari segi obyek yang berupa manfaat yang
dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) akad ijarah atas barang

(sewa barang [jual-beli manfaat barang/jjarah ‘ala al-a‘yan]); dan b) ijarah atas jasa

(jual-beli tenaga/keahlian/keterampilan yang dilakukan oleh seseorang [jarah ‘ala al-

asykhash]). Ragam ijarah adalah:

a. Dari segi mahall al-manfa‘ah, ijarah dibedakan menjadi tiga; yaitu ijarah atas
manfaat barang, ijarah atas tenaga/keterampilan atau keahlian manusia, dan
ijjarah atas barang dan jasa orang (multijasa);

b. ljarah atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua; yaitu ijarah atas pekerjaan
yang bersifat khusus (dilakukan oleh Ajir-Khash), dan pekerjaan yang bersifat
umum (dilakukan oleh Ajir-‘Amm/Musytarak);

c. Dari segi tujuan, ijarah dibedakan menjadi dua; yaitu ijarah tamlikiyyah (al-
‘adliyah [operating lease]), dan ijarah tasyghiliyyah (financial lease);

d. ljarah tasyghiliyyah dibedakan menjadi dua; yaitu ijarah barang yang sudah
wujud di majelis akad (sudah dapat dimanfaatkan), dan ijarah barang yang akan
diwujudkan (tidak wujud di majelis akad dan karenanya belum dapat
dimanfaatkan [jjarah maushufah fi al-dzimmah);

e. ljarah barang yang wujud di majelis akad dapat dibedakan menjadi dua; ijarah
atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa (IMBT),
dan ijarah paralel (muwazi).

Lihat Ali Jum‘ah Muhammad dkk, Mausu‘ah Fatawa al-Mu‘amalat al-Maliyyah Ii al-

Masharif wa al-Mu’assasat al-Maliyyat al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam. 2009),

vol. IV, him. 4/20; dan Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus:

Dar al-Fikr. 2006), vol. V, him. 3803 dan 3808; Wahbah al-Zuhaili, a/-Mu‘amalat

al-Maliyyah al-Mu‘ashirah (Damaskus: Dar al-Fikr. 2002), hlm. 75-77, 424-428;
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ibahah, ulama secara eksplisit menyatakan bahwa /‘arah adalah tamlik al-
manfa‘ah atau ibahah al-intifa’. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan
bahwa obyek akad /‘arah adalah manfaat (benda bertubuh tertentu).
Dalam a/-Yaqut al-Nafis fi Madzhab lbn Idris dijelaskan bahwa benda
yang dipinjam (mu‘ar) harus: a) benda yang dapat dimanfaatkan atau
diambil manfaatnya oleh musta‘ir, baik dari segi bendanya (benda yang
boleh dimanfaatkan) maupun dari segi waktunya (jika /‘arah dilakukan
berbatas waktu [/‘arah mu’aggatah]); b) manfaat mu‘ar harus manfaat
mubahah; oleh karena itu, tidak sah meminjamkan barang-barang yang
manfaatnya menyalahi ketentuan syariah (misalnya meminjam alat-alat
perjudian dan pebuatan khamr); c¢) manfaat mu‘ar harus manfaat
maqshudah; oleh karena itu, tidak sah meminjamkan uang untuk
dijadikan perhiasan, karena tujuan pembentukan uang adalah sebagai
standar harga (#samaniyyah) dan/atau alat pembayaran; meskipun
demikian, Imam al-Bajuri membolehkan peminjaman uang untuk
dijadikan perhiasan dengan syarat bahwa tujuan atau cara penggunaan
dinyatakan secara jelas (sharih); d) barang pinjaman tetap kekal (baga)
pada saat dan setelah dimanfaatkan atau diambil manfaatnya; oleh
karena itu, tidak sah meminjamkan lilin untuk dibakar (dimanfaatkan
cahanya), meminjamkan makanan-minuman untuk dikonsumsi, dan
meminjamkan sabun untuk mandi.*°

Musta‘ir dalam memanfaatkan benda-pinjaman (mu‘ar) sebatas ruang
lingkup izin yang diberikan oleh mu‘r yang dilakukan atas dasar rela
(ridha) dan/atau tidak di bawah paksaan. Lingkup izin dari mu‘ir kepada
musta‘ir dapat ditentukan secara eksplisit dan dapat pula ditentukan
secara implisit dan/atau berdasarkan ‘urf yang belaku. Dalam Naf* al-
Asyqga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ dijelaskan bahwa dalam hal musta‘ir
meminjam kendaraan (misal di Bandung) digunakan untuk berkunjung
ke Ciamis, tapi kemudian kendaraan tersebut digunakan sampai ke

Rafiq Yunus al-Mishri, Figh al-Mu‘amalat al-Maliyyah (Damskus: Dar al-Qalam.
2007), him. 189.

40Al-Sayyid Ahmad Ibn ‘Umar al-Syathiri al-‘Alawi al-Husaini al-Tarimi, a/-Yaqut
al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris (Beirut: Dar al-Tsagafah al-Islamiyyah. 1369H), him.
102-103.

17 N

S



Cijulang (Pengandaran [lebih jauh dari Ciamis]), maka musta‘ir harus
membayar ujrah kepada mu’ir atas dasar lampauan dari tujuan yang
disepakati. Di samping itu dijelaskan pula bahwa dalam hal /‘arah
berbatas waktu, misalnya seseorang meminjam kendaraan untuk
digunakan selama 3 (tiga hari), kemudian pada hari keempat musta‘ir
belum mengembalikan kendaraan tersebut kepada mu'ir, maka posisi
kendaraan pada hari keempat merupakan titipan (wadi‘ah).*
Obyek perjanjian perdata pada umumnya disyaratkan bahwa obyek akad
berada dalam penguasaan pihak, dapat diserah-terimakan, dan tidak
dalam sengketa. Oleh karena itu, ketentuan tersebut layak untuk
dipertimbangkan dalam menentukan syarat mu‘ar, yaitu harus benda
yang dikuasai mu'r, sehingga dapat diserahkan kepada musta‘ir, serta
tidak dalam sengketa.

3. Mu'ir (pihak yang meminjamkan); mu%r harus memenuhi kriteria
dan/atau syarat baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus,*?

“*Umar Ibn Muhammad lbn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), him. 218-219. Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat-syarat /‘arah adalah:
a. mu'ir harus pihak yang cakap secara hukum dalam melakukan akad tabarru‘ (ah/

Ii al-tabarru);

b. benda yang dipinjamkan harus benda yang dapat dimanfaatkan serta kekal
dzatnya; dan

c. manfaat dari benda pinjaman harus manfaat yang mubah.

Lihat Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. lll, him. 232.
42Syarat-syarat pihak yang melakukan akad yang bersifat umum adalah:

a. cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada’) baik dari segi usia (diikhtilafkan
antara 15, 17, dan 18 tahun) maupun memiliki kemampuan untuk membedakan
(idrak) benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik
karena gila, idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut (/f/as);

b. memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan ashliyyah
(wilayah ashliyyah [misalnya pihak penjual asset karena sebagai pemilik asset
tersebut]) maupun kewenangan taba‘iyyah (wilayah niyabiyyah [misalnya pihak
berjual benda karena mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda
tersebut]);

c. akad dilakukan secara sukarela (tidak di bawah paksaan/ancaman [ghair al-
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di antaranya adalah: pertama, muir harus cakap hukum (termasuk pihak
yang telah mampu menerima beban [ahliyyat al-wujub] dan dapat
melaksanakan beban [ahliyyat al-ada’ secara syariah). Cakap hukum
merupakan syarat umum subyek atau pihak yang melakukan akad
(transaksi); kedua, mu‘ir dapat berupa orang-perorangan (syakhshiyyah)
dan dapat pula badan yang dipersamakan dengan orang (syakhshiyyah-
i‘tibariyah atau syakhshiyyah-hukmiyyah) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan ketiga, mu‘r harus pihak yang memiliki
kewenangan (wilayah) untuk mengalihkan hak memanfaatkan (hagqg a/-
intifa’) baik karena posisinya sebagai pemilik-penuh terhadap benda yang
dipinjamkan (sebagai pemilik benda-bertubuh [‘ain] dan manfaatnya
secara sekaligus [disebut milk al-tamm]), maupun hanya sebagai pemilik
manfaat tanpa memiliki bendanya (misalnya dalam posisi sebagai
musta jir dalam akad jarah [mustajir merupakan pemilik tidak penuh
[milk al-nagish]), maupun dalam posisi sebagai wakil dari pemilik benda
atau pemilik manfaat (disebut dengan istilah wilayah niyabiyyah).+3

mukrah])*? kecuali paksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan (di
antaranya penjualah harta milik muhtakir karena penimbunan yang dilakukannya
demi kemashlahatan umum; atau penjualan agunan karena gagal bayar
dan/atau pelunasan kewajiban);

d. berbilang pihak yang melakukan akad (ta‘addud al-‘agid); minimal dua pihak;
dan

e. memenuhi syarat-syarat khusus (setiap akad memiliki syarat-syarat khusus yang

berbeda-beda).

Lihat Muhammad al-Zuhaili, a/-Nazhariyyat al-Fighiyyah (Damaskus: Dar al-
Qalam. 1993), hlm. 76; Syams al-Din Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn
Qayyim al-Jauziyyah, /7am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-
Fikr. 1955), vol. Il, juz Ill, hlm. 346-348; Mariam Darus Badrulzaman, Aneka
Hukum Bisnis (Bandung: PT Alumni. 2005), hlm. 23-24; dan Subekti, Hukum
Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa. 2004), him. 15; dan Ahmad Mahmud al-Khuli,
Nazhariyyat al-Syakhshiyyah al-1'tibariyyab baina al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-
Wadh i (Kairo: Dar al-Salam. 2008).

43 Wilayah secara bahasa berarti sulthah (kewenangan atau kekuasaan).
Wilayah* (kewenangan) dibedakan menjadi dua; yaitu: a) kewenangan umum
(wilayah ‘ammah); dan b) kewenangan khusus (wilayah khashshah). Kewenangan
khusus dibedakan lagi menjadi dua; yait;,l_r: g\) kewenangan terkait harta (wilayah ‘ala



Dalam T7ausyih ‘ala Ibn Qasim dinyatakan secara jelas bahwa mustajir
(penyewa) dalam akad jjarah ‘ala al-a‘yan, boleh meminjamkan barang-
sewa (mahall al-manfa‘ah) kepada pihak lain** dengan syarat peminjaman
barang-sewa tidak melebihi jangka waktu sewa; dengan demikian, akad
i‘arah yang dilakukan mu'ir-mustajir bersifat terbatas (/‘arah-
mugqgayyadah); karena akad /‘arah boleh dilakukan secara muthlag dan
boleh juga dilakukan secara mugayyad.+>

Dalam Naf* al-Ashga® Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ dijelaskan bahwa
musta‘ir termasuk pihak yang tidak boleh mengalihkan hak untuk
memanfaatkan (hagq al-intifa’) benda yang dipinjamnya, karena musta‘ir
bukan sebagai pemilik penuh dari benda yang dipinjamnya, dan juga
bukan pemilik manfaat dari benda yang dipinjamnya; musta‘ir hanya
diberi izin (/bahah) untuk memanfaatkan benda yang dipinjamnya, tanpa

al-mal); dan b) kewenangan terkait orang (wilayah ‘ala al-nafs). Kewenangan terkait
harta (wilayah ‘ala al-mal) dibedakan menjadi dua; yaitu: a) kewenangan gashirah
(wilayah qashirah); dan b) kewenangan muta‘addiyah (wilayah muta‘addiyah); dan
kewenangan muta‘addiyah (wilayah muta‘addiyah) dibedakan menjadi dua; yaitu:
a) wilayah ashliyyah (sulthah ashliyyah); dan b) wilayah niyabiyyah (sulthah
niyabiyah). Lihat Nazih Hammad, Nazhariyyat al-Wilayah fi al-Syari‘ah al-
Islamiyyah: ‘Ardh Manhajiy Mugaran (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), hlm. 11-16
dan 58-59; Muhammad al-Zuhaili, a/-Nazhariyyat al-Fighiyyah (Damaskus: Dar al-
Qalam. 1993), hlm. 157; dan Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh
(Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. IV, him. 2984. “Ali Fikri secara jelas menyatakan
bahwa mu‘ir tidak mesti sebagai pemilik penuh (milk al-tamm) terhadap benda yang
dipinjamkan (mu‘ar); tetapi mu'ir harus pemilik manfaat benda yang akan
dipinjamkan; di antaranya penyewa (mustajir) boleh meminjamkan (/‘arah) barang
yang disewanya (mahall al-manfa‘ah) kepada pihak lain (musta‘ir); kecuali dalam
akad Jjarah yang secara jelas dinyatakan bahwa mustajir tidak diperkenankan
menyewakan mahall al-manfa‘ah kepada pihak lain. Lihat ‘Ali Fikri menggunakan
istilah a/-‘ariyyah; lihat ‘Ali Fikiri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir:
Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1938), vol. Il, him. 99.

“Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar al-Jawi, Tausyih ‘ala Ibn Qasim (Indonesia:
Maktabah Dar "hya' al-Kutub al-‘Arabiyyah. T.th), him. 158.

4Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Hashani al-Dimasyqi al-
Syafi‘i, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah al-lkhtishar (Semarang: Maktabah Thaha
Putra. T.th), juz I, hlm. 293.



memiliki hak untuk mengalihkan hak memanfaatkan, sebagaimana tamu
(dhaify hanya diizinkan untuk mengkonsumsi makanan-minuman yang
disajikan tuan rumah pada waktu itu dan di tempat itu, tamu dilarang
membawa makanan minuman yang disajikan tersebut tersebut untuk
dimakannya di tempat lain atau diberikan kepada yang lain (termasuk
diberikan kepada hewan [misalnya kucing]) kecuali setelah mendapat izin
dari tuan rumah yang menjamunya.46

. Musta‘ir (Peminjam); peminjam harus memenuhi kriteria dan/atau syarat
baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, di antaranya
adalah: pertama, musta‘ir harus cakap hukum (termasuk pihak yang telah
mampu menerima beban [ahAliyyat al-wujub] dan dapat melaksanakan
beban [ahliyyat al-ada’] secara syariah); kedua, musta‘ir dapat berupa
orang-perorangan (syakhshiyyah) dan dapat pula badan yang
dipersamakan dengan orang (syakhshiyyah-i‘tibariyah atau syakhshiyyah-
hukmiyyah) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
ketiga, musta‘ir harus pihak yang amanah karena akad /‘arah merupakan
akad amanah dan musta‘ir berposisi sebagai al-amin terutama terkait
dengan cara pemanfaatan mu‘ar, memiliki kemampuan untuk menjaga
(hifzh) dan merawat (himayah) apa yang dipinjamnnya, serta memiliki
komitmen untuk mengembalikan mu‘ar kepada mu‘ir pada waktu yang
disepakati.+”

46‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad

Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Asyqga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), him. 222 dan 46.

47‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad

Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
Naf* al-Ashga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.
2019), hlm. 220. Imam al-Syirazi menjelaskan bahwa akad /‘arah hanya boleh

dilakukan oleh pihak yang sah dalam melakukan ‘asharruf (perbuatan hukum-
kebendaan). Lihat Abi Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, a/-
Muhadzdzab fi Figh Madzhab al-Imam al-Syafi‘i Radhiya Allah ‘anh (Beirut: Dar al-

Fikr. 1994), vol. I, him. 506.
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F. Ragam /‘arah

Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan ragam akad /‘arah. Oleh karena

itu, ‘Ali Fikri merincikan ragam akad i‘arah dalam pandangan ulama
Hanafiah, Malikiah, Syafi‘iah, dan Hanabilah.

Ulama Hanafiah membedakan akad /‘arah menjadi empat macam;

yaitu:48

1.

i‘arah muthlagah fi al-waqt wa al-intifa’, yaitu mu‘ir meminjamkan mu ‘ar
tanpa dibatasi waktu (jangka waktu) pemanfaatan dan juga tidak dibatasi
cara pemanfaatannya; berdasarkan kesepakatan ini, musta‘ir berhak
memanfaatkan mu‘ar tanpa terbatas waktu dan juga tidak dibatasi cara
pemanfaatan mu'‘ar kecuali kepantasan yang berlaku umum di
masyarakat beradasarkan ‘urfyang berlaku;

. i‘arah magayadah fi al-waqt wa al-intifa‘; yaitu mu‘r meminjamkan

mu‘ar yang dibatasi waktu (jangka waktu) pemanfaatan dan juga dibatasi
cara pemanfaatannya; berdasarkan kesepakatan ini, musta‘ir berhak
memanfaatkan mu‘ar hanya pada waktu yang disepakati dan juga dengan

cara pemanfaatan mu ‘ar yang disepakati;

. i‘arah maqayadah bi al-wagqgt; yaitu mu‘ir meminjamkan mu‘ar yang

dibatasi waktu (jangka waktu) pemanfaatan tapi tanpa dibatasi cara
pemanfaatannya; berdasarkan kesepakatan ini, musta‘ir berhak
memanfaatkan mu‘ar hanya pada waktu yang disepakati dan juga dengan
cara pemanfaatan mu‘ar yang pantas berdasarkan ‘wrfyang berlaku;

. i‘arah maqgayadah bi al-intifa, yaitu mu'‘ir meminjamkan mu‘ar tanpa

dibatasi waktu (jangka waktu) tapi dibatasi cara pemanfaatannya;
berdasarkan kesepakatan ini, musta‘ir berhak memanfaatkan mu‘ar
dengan cara vyang disepakati, tapi tidak dibatasi jangka watu
pemanfaatannya kecuali kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ulama Malikiah membedakan akad /‘arah menjadi tiga macam; yaitu:+°

48“Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi

al-Halabi. 1938), vol. Il, him. 104-105.

“*Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi

al-Halabi. 1938), vol. 1l, him. 107-108.
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1. i‘arah mugayyadah bi al-zaman; yaitu akad /‘arah yang dibatasi jangka
waktu dan/atau tujuan yang hendak dicapai; tanpa dibatasi cara
pemanfaatan mu ‘ar (harta-pinjaman);

2. [‘arah muqayyadah bi al-‘amal; yaitu akad /‘arah yang tidak dibatasi
jangka waktu dan/atau tujuan yang hendak dicapai, tapi dibatasi cara
pemanfaatan mu ‘ar (harta-pinjaman);

3. i‘arah muthlagah; yaitu akad /‘arah tanpa dibatasi jangka waktu dan/atau
tujuan yang hendak dicapai, dan tanpa dibatasi cara pemanfaatan mu‘ar
(harta-pinjaman).

Ulama Syafi‘iah membedakan akad /‘arah menjadi dua macam; yaitu:>°

1. i‘arah muthlagah; yaitu akad /‘arah tanpa dibatasi jangka waktu dan/atau
tujuan yang hendak dicapai, dan tanpa dibatasi cara pemanfaatan mu‘ar
(harta-pinjaman);

2. j‘arah mu’agqgatah bi waqgt mu‘ayyan; yaitu akad i‘arah yang dibatasi
jangka waktu tertentu.

Ulama Hanabilah membedakan akad /‘arah menjadi dua macam; yaitu:>'

1. i‘arah muthlagah; yaitu akad /‘arah tanpa dibatasi jangka waktu dan/atau
tujuan yang hendak dicapai, dan tanpa dibatasi cara pemanfaatan mu‘ar
(harta-pinjaman);

2. j‘arah mu’agqgatah bi waqgt aw ‘amal, yaitu akad i‘arah yang dibatasi
jangka waktunya atau cara penggunaan barang pinjaman (mu ‘ar).

G. Tanggungjawab Musta‘ir Jika Mu‘ar Rusak atau Hilang

Ulama berbeda pendapat terkait tanggungjawab musta‘ir (peminjam)
dalam menjaga dan memelihara mu‘ar. Pertama, Imam al-Hasan al-Bashri,
al-Nakha‘i, Auza‘i, dan Syureh berpendapat bahwa /‘arah termasuk akad
amanah, dan musta ‘ir berposisi sebagai al-amin/mu’taman (pihak yang dapat
dipercaya), dan musta‘ir tidak harus mengganti mu‘ar yang hilang atau
rusak, kecuali rusak dan/atau hilangnya mu‘ar terjadi karena perbuatan
hukum mu‘ir yang termasuk khianat; yaitu melampaui batas (fa‘addi), lalai

50‘Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. II, him. 108-110.

Al Fikri, Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. II, him. 110-112.
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(tagshir), atau menyalahi kesepkatan (mukhalafat al-syuruth). Pendapat
Imam al-Hasan al-Bashri al-Nakha‘i, Auza‘i, dan Syureh diikuti oleh ulama
Hanafiah dan Malikiah.>? Dalil yang dijadikan landasan adalah:

1. Hadits riwayat Imam al-Daruquthni dari ‘Amr Ibn Syu‘eb dari bapaknya
dari kakeknya, Rasul SAW bersabda (ya34 Jz ki ¥);% yang artinya, “pihak
yang dipercaya tidak dapat dituntut tanggungjawab;”

2. Hadits Nabi SAW; yaitu (3las gall iz gasiidl Je ¥ 5 <dlaos gl sz jaiadl Je odd);%
yang artinya,”Peminjam (mustair) fidak wajib bertanggung jawab (atas
rusak atau hilangnya barang yang dipinjamnya) kecuali peminjam
khianat, dan penerima titipan barang (mustawda) tidak tidak wajib
bertanggung jawab (atas rusak atau hilangnya barang titipan kecuali
mustawda ‘khianat;” dan
Hadits riwayat Imam al-Daruquthni, yaitu (o4 Je sl ¥), sebagaimana

disampaikan Imam al-Hafizh termasuk hadits lemah (dha%f) dari segi

sanadnya; dan hadits Nabi SAW yang berbunyi (e ¥ 5 &t gall 2 jaiidl Je ou

s all 42 §33:.01), merupakan hadits yang penisbahannya tidak sampai

kepada Nabi’SA\X/, tapi berasal dari Syureh (karenanya termasuk hadits yang

tidak marfu’, dan Imam al-Hafizh menytakan bahwa hadits ini juga termasuk
hadits lemah dari segi sanadnya.*

Kedua, Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah, ‘Atha’, Imam Syafi‘i, Imam Ahmad,
dan Ishaq berpendapat bahwa musta‘ir wajib bertanggungjawab penuh
terhadap rusak dan/atau hilangnya mu‘ar meskipun musta‘ir menggunakan

2Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nai/ al-Authar Syarh
Muntaga al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-
Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, him. 251.

3Muhammad Ilbn ‘Ali lIbn Muhammad al-Syaukani, Nai/ al-Authar Syarh
Muntaga al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-
Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, hlm. 251.

S#Ali Fikri, Mu‘amalat al-Madliyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi
al-Halabi. 1938), vol. Il, hlm. 96; Muhammad lbn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani,
Nail al-Authar Syarh Muntaga al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir:
Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, him. 251.

Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nai/ al-Authar Syarh
Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-
Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, him. 251,
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dan memelihara mu ‘ar sesuai dengan lingkup izin yang diterimanya sehingga

tidak termasuk melampaui batas, lalai, dan/atau menyalahi kesepakatan.

Dalil yang dijadikan landasan adalah:

1. Hadits hadits Nabi SAW dari Shafwan Ibn Umayah, yaitu: (4 Js < J5; &
Gsalan Ble g ¥ 1 gD SIRRA G Sdak 11 OB oib p bl 4 sil pli 5 4ile)i% yang
maksudnya, "Nabi SAW pernah meminjam perisai-perisai dari Shafwan
Ibn Umayyah RA, Shafwan berkata kepada Nabi SAW: “apakah ini
sebagai harta rampasan?” Nabi SAW menjawab, "bukan, ini adalah
pinjaman yang dijamin pengembaliannya.” Dalam hadits ini Rasul SAW
menyatakan bahwa ‘ariyah atau mu‘ar termasuk harta yang dijamin oleh
Rasul SAW (selaku mu‘r) dalam lingkup yang umum, termasuk menjamin
untuk memelihara, merawat, dan mengganti mu‘ar (jika rusak atau
hilang) baik karena perbuatan mu‘ir yang termasuk khianat (lalai,
melampaui batas, dan/atu menyalahi kesepakatan) maupun tidak.

2. Hadits Nabi SAW yang berbunyi (z35% &> &351 1k il Je);%” yang maksudnya,
”+++4+ merupakan hadits yang bersifat umum yang mencakup akad
wadi‘ah, ‘ariyah, dan ghashb; sehingga maksud hadits tersebut adalah
bahwa pihak yang menguasai barang (mustawda‘ [dalam akad wadi‘ahl,
musta‘ir [dalam akad i‘arah], dan ghashib [dalam perbuatan hukum
ghashb]) wajib mengembalikan barang yang dikuasainya; dan dia
bertanggungjawab terhadap barang tersebut sebelum dikembalikan
kepada yang berhak.

Perbedaan pendapat antara Imam al-Hasan al-Bashri al-Nakha‘i, Auza‘i,
dan Syureh diikuti oleh ulama Hanafiah dan Malikiah (grup 1) dan lbn

*¢Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani al-Shan‘ani, Subul/ al-Salam Syarh Bulugh al-
Maram (Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), juz. Ill, him. 69; Abu Dawud Sulaiman
Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud (Bandung: Maktabah Dahlan.
T.th), vol. 1, juz lll, him. 296; dan Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-
Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaga al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar
(Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H), vol. lll, juz VI, him. 253.

57Abi ‘lIsa Muhammad lbn ‘lsa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi wa Huwa
al-Jami* al-Shahih (Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th), vol. IlI, hlm. 368-369;
Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nai/ al-Authar Syarh Muntaqga al-
Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H),
vol. lll, juz VI, him. 252.
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‘Abbas, Abu Hurairah, ‘Atha’, Imam Syafi‘i, Imam Ahmad, dan Ishaq (grup
2), dianggap sebagai prinsip dasar dalam akad (semacam hukum kebendaan
ayang bersifat tertutup); artinya, dalam pandangan al-Hasan al-Basri dkk,
musta‘ir harus tidak berkewajiban untuk mengganti mu‘ar jika mu‘ar hilang
atau rusak kecuali musta‘ir melakukan tindakan yang termasuk khianat;
sedangkan Ibn ‘Abbas dkk berpendapat sebaliknya, vyaitu musta’ir
berkewajiban untuk memelihara dan menjaga mu‘ar termasuk wajib
menggantinya jika mu‘ar hilang atau rusak meskipun rusak atau hilangnya
mu‘ar bukan karena tindakan khianat yang dilakukannya. Karena pendapat
mereka dianggap sebagai prinsip, maka dalam a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
terdapat penjelasan sebagai bertikut:>8
1. Ulama Hanafiah dan Malikiah (menurut satu versi) menyatakan bahwa
kewajiban untuk memelihara mu‘ar serta menggantinya (jika rusak atau
hilang), bersifat mutlak; oleh karena itu, jika dalam suatu perjanjian /‘arah
disepakati bahwa musta’ir tidak berkewajiban untuk menjaga,
memelihara, dan mengganti mu‘ar (jika hilang atau rusak), maka akad
i‘arah yang dilakukannya sah, tapi kewajiban musta ir untuk memelihara
mu‘ar serta menggantinya (jika rusak atau hilang) tetap berlaku efektif;
karena kewajiban tersebut tidak dapat ditiadakan melalui kesepakatan.
Namun demikian, Abu Hafs al-‘lkbari (ulama Hanabilah) berpenadapat
bahwa akad /‘arafnya sah dan kesepakatan peniadaan kewajiban untuk
memelihara, menjaga, dan mengganti mu‘ar (jika hilang atau rusak) juga
sah (berlaku efektif); dan
2. Ulama Syafi‘iah dan Hanabilah berpendapat tidak wajibnya musta’‘ir
untuk menjaga, memelihara, dan mengganti mu ‘ar (jika hilang atau rusak)
juga bersifat mutlak; oleh karena itu, jika dalam suatu perjanjian /‘arah
disepakati bahwa musta ‘ir berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan
mengganti mu‘ar (jika hilang atau rusak), maka akad i‘arah yang
dilakukannya sah, tapi mu'r tidak terikat dengan kesepakatan yang
mewajibkannya untuk memelihara mu ‘ar serta menggantinya (jika rusak
atau hilang); karena kesepakatan tersebut dianggap menyalahi ketentuan
syariah.

*8Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, him. 190.
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DSN-MUI dalam memilih pendapat ulama terkait wajib-tidaknya musta‘ir

memelihara, menjaga dan mengganti mu‘ar (jika rusak atau hilang) baik

karena perbuatannya yang melampaui batas atau tidak, dapat

mempertimbangkan dua hal; yaitu:

1.

kitab-kitab fikih turats yang dibaca dan dipelajari serta “diterima”
masyarakat lingkungan pesantren pada umumnya adalah kitab-kitab fikih
turats Syafi‘iah, oleh karena itu, dari segi keberterimaan, sebaiknya DSN-
MUI memilih dan menerima pendapat lbn ‘Abbas, Abu Hurairah, ‘Atha’,
Imam Syafi‘i, Imam Ahmad, dan Ishaq yang mewajibkan musta‘ir
bertanggungjawab penuh terhadap rusak dan/atau hilangnya muar
meskipun musta‘ir menggunakan dan memelihara mu‘ar sesuai dengan
lingkup izin yang diterimanya;

. ketentuan pasal 1745 KUHPerdata yang menetapkan bahwa "apabila

barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tidak
disengaja, maka peminjam bertanggung jawab atas kemusnahan barang
tersebut dan juga bertanggung jawab atas barang-barang yang
diakibatkan oleh barang tersebut; dan

. Ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn

(Ketentuan Umum angka 3 dan 4), fatwa DSN-MUI nomor 26 Tahun
2002 tentang Rahn Emas (Bagian Pertama, angka 2), fatwa DSN-MUI
nomor 68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily (Bagian Kedua, huruf e),
fatwa DSN-MUI nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang
Disertai rahn (Keenam, angka 3), harus diubah, dalam fatwa tersebut
ditetapkan bahwa  pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada
dasarnya adalah kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh
murtahin; biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban rahin; dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Atas dasar
ketentuan tersebut, LKS selaku murtahin berhak mendapat ujrah atas jasa

penyimpanan dan pemeliharaan marhun.



H. Ketentuan Penggantian Mu‘ar yang Rusak/Hilang

Dalam Naf* al-Ashqa“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ dan al-Mausu‘ah al-
Fighiyyah dijelaskan semacam ilustrasi terkait pertimbangan dalam hal
musta‘ir melakukan penggantian mu ‘ar yang hilang atau rusak; yaitu:>°
1. Ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah berpendapat bahwa

penggantian benda pinjaman yang rusak atau hilang bergantung pada

sifat barang pinjaman (mu‘ar). Mu‘ar yang hilang harus diganti dengan
benda yang sama jika muar termasuk mal-mitsaliyyat (yaitu harta ada
padanannya di pasar [publik]); dan diganti dengan nilainya (gimah) pada
saat rusak atau hilang, jika mu‘ar termasuk mal-gimmi (yaitu harta yang
tidak ada padanannya di pasar [publik]); dan

2. Ulama Syafi‘iah berpendapat bahwa mu‘ar yang rusak atau hilang harus
diganti nilainya pada saat rusak atau hilang, baik mu‘ar yang rusak atau
hilang termasuk mal-mitsaliyyat maupun mu‘ar yang rusak dan/atau
hilang termasuk ma/-gimmi.

Dalam Naf* al-Ashqa“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘® ditegaskan bahwa
mu‘ar wajib diganti dengan nilainya pada saat rusak atau hilang
(yvadhmanuha bi gimatiha yaum talafiha), bukan nilai pada saat mulai
dikuasai (/a bi gimatiha yaum gabdhiha), dan bukan pula nilai tengah (rata-
rata) antara nilai pada saat mulai dikuasai hingga nilai pada saat rusak atau
hilang. Misalnya seseorang meminjam kendaraan selama 1 tahun; nilai
kendaraan-pinjaman pada saat mulai dikuasai peminjam adalah 30.000
dirham; kemudian pada bulan keempat kendaraan tersebut hilang; dan nilai
kendaraan-pinjaman pada saat hilang adalah 20.000 dirham (berdasarkan
penaksiran); maka musta‘ir wajib membayar kepada mu‘ir sebesar 20.000
dirham (bukan 30.000 dirham).6°

*Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Awqgaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. V, hlm. 191;
‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad Ibn
Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Mubhsin al-‘Athas, Naf
al-Ashga‘ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja‘ (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah. 2019),
him. 220-221.

60‘Umar Ibn Muhammad Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Thahir Ibn Husen al-Kaf, dan Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Muhsin al-‘Athas,
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I. Sifat Akad /‘arah
Dalam /‘anah al-Thalibin, menjelaskan tiga kelompok akad terkait ja'’iz

dan /azimf' akad-akad mu‘amalat (maliyyah); yaitu:

Naf* al-Ashqga“ Syarh Mu‘amalat Abi Syuja® (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah.

2019), him. 220-221.
61Akad dari segi sah-tidaknya dapat dibedakan menjadi dua; yaitu akad sah dan

akad tidak sah. Arti akad sah secara istilah adalah: ( &ox, dash g 57 sasii) & 5b fixiall Aall

S&I 5> g 3k s 53%5); maksudnya, "akad sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan

syaratnya sesuai ketentuan syariah yang membuat terlaksana akibat hukumnya.”

Ulama Hanafiah memiliki pandangan yang berbeda terkait kriteria sahnya akad;

ulama Hanafiah menyampaikan bahwa akad sah adalah: (4ol eyis (8 L 35 Zixiall Aall

4355 3); makasudnya, “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan

syaratnya yang ditentukan syariah, baik dari segi asalnya dan maupun dari segi

sifatnya.” Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi rukun
dan/atau syaratnya. Akad tidak sah dibedakan (oleh ulama Hanafiah) menjadi dua;
yaitu akad batal dan akad fasad.

a. Akad batal adalah akad yang tidak dapat diperbaiki (tidak dapat dilakukan
tashhih al-‘uqud); dan

b. akad fasad adalah akad yang dapat diperbaiki (dengan menghilangkan
[kelebihan] atau menambah [kekuarangan] yang menjadi sebab akad tersebut
menjadi akad fasad).

Lihat Muhammad ‘Utsman Syubair, a/-Madkhal ila Figh al-Mu malat al-Maliyyah

(Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 293; al-Syeikh ‘Ala’ al-Din al-Za‘tari, Figh al-

Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘ashirah: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'‘ashirah

(Damaskus: Dar al-‘Ashma’. 2010), him. 15. Akad sah dibedakan menjadi dua; yaitu

akad nafidz dan akad mauquf.

a. Akad nafidz (akad sah-nafidz) secara istilah adalah: (J) (las il b 5000 L 5a G806 A5ai
5T 5] Je b 538 Jall g S0 ke B Aoy Gt alas); yang maksudnya, " Akad
nafidz adalah akad yang dilakukan pihak cakap hukum dan memiliki
kewenangan, disandarkan terhadap obyek tertentu, terpenuhi syarat-syaratnya,
akibat hukumnya terlaksana pada saat akad dilakukan tanpa memerlukan izin
dari yang lain;” dan

b. Akad mauquf (akad sah-mauqufj secara istilah adalah: ( alol, $3,50) dadl 34 Ca353510 Adall
5l &L e 5N e oK1 4306) Ladss il 4aies 5); maksudnya, "akad mauquf adalah
akad yang ditentukan syariah dari segi ash/ dan washfnya yang akibat hukumnya
tidak terlaksana karena bergantung pada izin dari pihak yang berwenang secara
syariah.”



1. akad-akad (9 [sembilan] akad) yang bersifat ja'iz, yaitu: ‘ariyah, wakalah,
syirkah, mudharabah (giradh), wadi‘ah, ju‘alah, wasiat, rahn (qabl al-
gabdh), dan hibbah (gabl al-qabdh);

2. akad-akad yang /azim; yaitu akad jual-beli (setelah melewati fase khiyar),
shulh, hiwalah, ijarah, musaqah, hibah (setelah penguasaan mauhub oleh
mauhub lah), wasiat (setelah mushi [pihak yang berwasiat] meninggal),
dan nikah; dan

3. akad-akad yang ja'’iz dari satu pihak tapi /azim bagi pihak lainnya; yaitu
rahn (setelah penguasaan marhun [agunan] oleh murtahin) merupakan
akad ja'iz bagi murtahin, tapi /lazim bagi rahin; dhaman (kafalah)
merupakan akad ja’iz bagi madhmun /lah (makful lah), tapi lazim bagi
dhamin/kafil, hibah (setelah penguasaan mauhub oleh mauhub /lah)
merupakan akad /azim bagi wahib (pemberi), tapi merupakan akad ja'iz
bagi mauhub lah (penerima); hibah orang tua kepada anak setelah
mauhub dikuasai penerima, merupakan akad ja’iz bagi orang tua

Lihat Hanan Binti Muhammad Husein Jistaniyah, Agsam al-‘Uqud fi al-Figh al-Islami
(KSA: Jami‘ah Umm al-Qura. 1998), him. 167; Muhammad Yusuf Musa, al-Amwal
wa Nazhariyyat al-‘Aqd fi al-Figh al-Islami ma‘a Madkhal i Dirasah al-Figh wa
Falsafah: Dirasah Mugaranah (Nashr: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1996), him. 404-412;

Salim Ibn ‘Ubaid al-Mathiri, al-Af‘al al-Mu’atstsarah fi ‘Uqud al-Mu‘amalat (Riyadh:

Dar al-Shami‘i. 2014), hlm. 36-42; Al-Syeikh ‘Ala’ al-Din al-Za‘tari, Figh al-

Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mugaran: Shiyaghah Jadidah wa Amitsilah Mu‘ashirah

(Damaskus: Dar al-‘Ashma’. 2010), hlm. 15. Akad sah-nafidz dari segi kemungkinan

pengakhirannya dibedakan menjadi dua; yaitu akad /azim dan akad ja'iz.

a. Akad /azim adalah: (il 2s0 & ¥ S5 5 dids of 1507 2aall ks ¥ S50 misio aie 3K 55 2001 Adad)
A5 e g LA Jias 13 ) Wiky) 5 4523); yang maksudnya, "akad /azim adalah setiap
akad yang sah, nafidz (akibat hukum terlaksana pada saat akad), dan tidak dapat
diakhiri selamanya; atau dapat diakhiri tapi tidak dapat dilakukan secara sepihak;
pengakhiran akad hanya boleh dilakukan atas dasar kesepakatan.”

b. Akad ja’iz adalah: (sie Gll fe cind Gaust 5 didile e 2Ll dads abe 88 5h {1} o1 %2 Adall
#511); maksudnya, “akad ja’iz adalah setiap akad saha yang dapat diakhiri baik
oleh semua pihak maupun oleh salah satu pihak yang berakad dikarenakan
adanya sebab yang mengakibatkan tidak /azim-nya akad.”

Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.

2006), vol. IV, him. 3094; dan Salim Ibn ‘Ubaid al-Mathiri, a/-Af‘al al-Mu’atstsarah

fi ‘Uqud al-Mu‘amalat (Riyadh: Dar al-SD_arrli‘i. 2014), him. 38-39.
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(pemberi), tapi merupakan akad /azim bagi anak (penerima); kitabah
(kontrak antara hamba dengan sayyid untuk memerdekan merupakan
diri dengan cara membayar sejumlah harta/uang) adaalah akad ja'’iz bagi
hamba, tapi akad lazim bagi sayyid (penerima jasa penulisan); jizyah
merupakan akad /ja’iz bagi orang Kkafir, tapi /azim bagi pemimpin
(imam).62

Dalam Agsam al-‘Ugud fi al-Figh al-Islami dan Dirasah Syar‘iyyah Ii

Ahamm al-‘Uqud al-Mustahdatsah, dijelaskan sebagai berikut: 63

1.

Akad /azim bagi semua pihak; akad ini dibedakan lagi menjadi dua;
yaitu: a) akad /azim yang tidak dapat di-fasakh melalui /galah; yaitu akad
nikah; akad nikah hanya dapat diakhiri dengan thalaqg; dan b) akad /azim
yang dapat di-fasakh melalui igalah; yaitu akad mu‘awadhat, akad shulh,
dan akad hawalah.

. Akad /azim hanya bagi salah satu pihak; yaitu: a) akad rahn; rahin tidak

boleh mengakhiri akad rahn secara sepihak; sementara murtahin boleh
mengakhiri akad rahn secara sepihak; dan b) akad kafalah; kafil tidak
boleh mengakhiri akad kafalah secara sepihak; sementara makful lah
boleh mengakhiri akad kafalah secara sepihak.

. Akad ja'iz bagi pihak-pihak yang melakukan akad dapat dibedakan

menjadi dua; yaitu: a) kad ja'iz bagi semua pihak yang berakad; di
antaranya adalah akad syirkah, wakalah, mudharabah, wasiat, ‘ariyah,
wadli‘ah, gardh, dan seluruh akad terkait pemberian kuasa (wilayah); dan
b) akad ja'iz bagi salah satu pihak saja; sebagaimana akad /azim hanya
bagi salah satu pihak saja; yaitu akad rahn, dan kafalah.

Ulama sependapat bahwa akad /‘arah merupakan bagian dari akad ja’iz

(ghiar-lazim) baik dari segi mu‘ir maupun musta‘ir, oleh karena itu, pada

62Al-Sayyid al-Bari Ibn al-‘Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi,

l'anah al-Thalibin (Semarang: Maktabah Thaha Putra. T.th), vol. lll, him. 132-133.

®Hanan Binti Muhammad Husein Jistaniyah, Agsam al-‘Uqud fi al-Figh al-Islami

(KSA: Jami‘ah Umm al-Qura. 1998), hlm. 251-252; Muhammad Mushthafa Abuhu
al-Syingithi, Dirasah Syar‘iyyah li Ahamm al- ‘Uqud al-Mustahdatsah (KSA: Maktabah
al-‘Ulum wa al-Hikkam. 2001), him. 85-86. Pernyataan bahwa /‘arah termasuk akad

ja’iz (Syafi‘iah) atau ghair-lazim (Hanabilah) dapat dilihat dalam ‘Ali Fikri,
Mu‘amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi.
1938), vol. I, him. 108 dan 110.
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dasarnya mu‘ir mapun musta‘ir dapat mengakhiri akad /‘arah kapan saja

tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya, selama tidak

memudharatkan kedua belah pihak.

I. Pengakhiran Akad /‘arah dan Pertimbangan Kemashlahatan

Akad i‘arah dan manfaat barang pinjaman merupakan satu-kesatuan;

yakni musta‘ir dapat menerima manfaat dari benda yang dipinjamnya.

Ulama berbeda pendapat sebagai berikut:%4

1.

Ulama Hanafiah dan Syafi‘iah sepakat bahwa akad /‘arah boleh dilakukan
tanpa batas jangka waktu penggunaan barang pinjaman. Konsekuensinya
adalah bahwa pihak yang meminjamkan boleh meminta kembali barang
pinjaman kepada peminjam kapan saja, baik akad /‘arah-nya bersifat
mutlak maupun bersifat terbatas baik dari segi waktu maupun pekerjaan
(pemanfaatan), baik peminjam sudah mengambil manfaat barang
pinjaman maupun belum;® dalil yang digunakan adalah hadits riwayat
imam Abu Daud dan al-Tirmidzi dari Abi Umamah dan lbn Abbas, Rasul
SAW bersabda: (e pacills fanda (30015 535355 4531354 &5,al); yang maksudnya,
“Pinjaman harus dikembalikan (kepada pemiliknya), manihah harus
dikembalikan kepada pemberinya, utang harus dilunasi, dan penjamin
merupakan pihak yang berutang;” dan

. Ulama Malikiah berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh

meminta kembali barang pinjaman kecuali setelah peminjam mengambil
manfaat barang pinjaman. Apabila pinjaman berbatas waktu
(muqayyadah bi al-waqt), maka pihak yang meminjamkan tidak boleh
mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktunya selesai. Jika tidak
berbatas waktu, maka pemberi pinjaman harus mengikuti jangka waktu
yang bersifat umum. Al-Dardir berpendapat bahwa pendapat yang paling

6Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.

2004), vol. V, him. 4043-4045.

65Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mu‘ir boleh meminta kembali barang

yang dipinjamkan kapan saja dengan syarat tidak me-mudharai-kan musta‘ir. Lihat
al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. lll, him. 233.
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kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pemberi pinjaman boleh
meminta kembali barang pinjaman kapan saja;®¢
. Ulama Hanafiah menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad /‘arah:
terikat (mugayyad) atau tidak terikat (muthlag). Apabila tanah yang
dipinjamkan bersifat tidak terikat (muthlagah]), maka pemberi pinjaman
dapat mengambil kembali benda pinjaman kapan saja, dan peminjam
wajib mencabut pohon yang ditanamnya dan/atau meruntuhkan
bangunan yang didirikannya. Pemberi pinjaman tidak harus membayar
ganti rugi atas pencabutan pohon dan/atau rusaknya bangunan
peminjam. Sebaliknya, apabila pinjaman tanah bersifat muqgayyadah
(misalnya berbatas waktu atau panen), pemberi pinjaman tetap boleh
meminta kembali barang pinjaman sebelum waktu yang disepakati
berakhir, akan tetapi tercela (makruh); karena termasuk pelanggaran
terhadap komitmen (wa‘d). Dalam pinjaman yang bersifat mugayyadah,
pemberi pinjaman tidak boleh memaksa peminjam untuk menghancurkan
bangunan dan/atau mencabut pohon yang ditanam di atas tanah
pinjaman.
. Apabila peminjam ingin mengambil kembali tanah yang dipinjamkannya
secara terbatas (/‘arah mugayyadah) sebelum waktu yang disepakati
berakhir, maka berlaku ketentuan berikut:67
a. Peminjam boleh meminta ganti rugi kepada pemberi pinjaman atas
bangunan yang didirikannya dan/atau pohon yang ditanamnya;
karena pemberi pinjaman dianggap telah menyalahi janji atau
penipuan atas kesepakatan jangka waktu pinjaman;
b. Peminjam boleh mencabut pohon yang ditanamnya dan/atau
memindahkan (termasuk menghancurkan) bangunan yang dibuatnya
jika pencabutan atau penghancuran bangunan tersebut tidak merusak

%6Lihat Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad lbn Rusyd al-

Qurthubi al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtashid (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘llmiyyah. 2010), him. 697.

67"Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.

2004), vol. V, hlm. 4044-4045; dan lihat Muhammad al-Syarbini al-Khathib, a/-
Igna“ fi Hill Alfazh Abi Syuja‘ (Indonesia: Dar lhya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. T.th),

juz 1l, him. 53.
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tanah pinjaman. Jika merusak tanah pinjaman, pemberi pinjaman
punya hak pilih (kAiyar); pembeli pinjaman boleh membeli pohon
dan/atau bangunan tersebut, atau membiarkanya dicabut dan
dipindahkan/dihancurkan. Sedangkan al-Qudri berpendapat bahwa
pemberi pinjaman harus membayar ganti rugi kepada peminjam
karena pemberi pinjaman dianggap telah melakukan penipuan
kepada peminjam.

Diskusi terkait peminjaman tanah untuk bercocok tanam dianalisi dari
segi jenis tanamannya; yaitu:68
1. Apabila tanah digunakan cocok tanam di sektor pertanian, ulama

Hanafiah berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mengambil

kembali tanah pinjaman sebelum panen (baik pinjaman bersifat terikat

maupun mutlak); dan

2. Apabila tanah pinjaman digunakan untuk bercocok tanam tanaman
keras, pemberi pinjaman boleh meminta tanah pinjaman kapan saja dan
boleh memaksa peminjam untuk mencabut/menebang pohon yang di
tanamnya.

Apabila dalam pengembalian barang pinjaman terdapat biaya yang
harus dibayarkan kepada pihak lain, maka biaya pengembalian barang
ditanggung oleh peminjam; karena peminjam wajib mengembalikan barang
pinjaman apabila akad pinjaman berakhir. Akad pinjaman berakhir karena
beberapa hal berikut:®?

1.  Mu'ir meminta agar barang pinjaman dikembalikan; karena akad /‘arah
termasuk  ghair  /azim  sehingga  dapat  berakhir = karena
pengakhiran(7asakh);

2. Musta‘ir mengembalikan barang pinjaman; baik setelah jangka waktu
yang disepakati berakhir maupun belum;

68Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2004), vol. V, him. 4045.

6\X/ahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2004), vol. V, him. 4052-4054; lihat Muhammad al-Syarbini al-Khathib, al-Igna‘ fi
Hill Alfazh Abi Syuja‘ (Indonesia: Dar lhya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. T.th), juz I,
him. 53-54; dan Salim Ibn ‘Ubaid al-Mathiri, al-Af‘al al-Mu’atstsirah fi ‘Uqud al-
Mu‘amalat (Riyadh: Dar al-Shami‘i. 201{}{}),=\hlm. 559.
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3. Musta’ir dan/atau mu'ir tidak cakap hukum, baik gila, dungu (safah)
maupun karena berada di bawah pengampuan;

4. Meninggalnya musta‘ir atau mu‘ir; karena akad 7/‘arah (dalam pandangan
ulama Syafi‘iah dan Hanabilah) merupakan izin pemanfaatan; izin
berakhir dengan meninggalnya pemberi izin dan/atau penerimanya; atau

5. Taflis; karena bangkrutnya mu'r, pihak yang bangkrut (muflis) tidak
boleh mengabaikan manfaat benda miliknya terutama terkait
kemashlahatan pihak ketiga.

K. Ketentuan Pinjam-Pakai Menurut Hukum Perdata
Pinjam Pakai diatur dalam KUHPeradata Pasal 1740 — 1753 yang terdiri

atas ketentuan umum, pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban

peminjam, dan pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban pihak yang
meminjamkan.
Ketentuan Umum terdiri atas 4 (empat) pasal; yaitu pasal 1740, pasal

1741, pasal 1742, dan pasal 1743; yaitu:

Pasal 1740; Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang
satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma
kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang
itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan,
akan mengembalikan barang itu;

Pasal 1741; Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak
barang yang dipinjamkan itu;

Pasal 1742; Segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah
karena pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini; dan

Pasal 1743; Semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjami pakai,
beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris
peminjam.

Ketentuan pasal 1740 - 1743 KUHPerdata pada dasarnya dapat diurai
sebagai berikut:

1. Pasal 1740 KUHPerdata pada dasarnya merupakan definisi (Za ‘rif) pinjam
pakai secara istilah yang menyatakan bahwa pinjam pakai adalah
perjanjian (akad) yang terdiri atas penawaran (jab) dan penerimaan
(gabul) antara peminjam (musta‘ir) dan pemberi pinjaman (mu‘ir) selaku



subyek hukum (‘agidain); pihak peminjam berhak memakai barang yang
dipinjamnya tanpa harus menyerahkan imbalan kepada pemberi
pinjaman (istilah yang digunakan adalah “dengan cuma-cuma [gratis]),
penerima pinjaman wajib mengembalikan barang pinjaman setelah
pemakaian atau lewat waktu yang disepakati. Substansi ketentuan pasal
1740 KUHPerdata sama dengan definsi dan ketentuan /‘arah dalam fikih
mu‘amalat maliyyah;

. Pasal 1741 KUHPerdata pada dasarnya merupakan penegasan bahwa
“penyerahan” dalam perjanjian pinjam pakai tidak menjadi sebab
berpindanya kepemilikan benda yang dipinjam; berbeda dengan
ketentuan KHPerdata pasal 1474-1483 yang dijadikan dasar pakar hukum
perdata yang menyatakan bahwa serah-terima dalam perjanjian jual-beli
merupakan sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual-beli, bukan
karena perjanjian jual-belinya.”? Ketentuan pasal 1741 pada dasarnya
sama dengan ketentuan /‘arah dalam fikih mu‘amalat maliyyah; yaitu
benda-pinjaman (mu‘ar) tidak berpindah kepemilikannya baik karena
akad 7‘arah yang dilakukan maupun karena serah terima mu ‘ar,

. Pasal 1742 KUHPerdata pada dasarnya merupakan ketentuan terkait
kriteria benda yang dapat dipinjamkan (mu‘ar); yaitu harus benda yang
dapat dipakai dan/atau digunakan peminjam (musta‘ir) yang tidak
musnah karena pemakaiannya. Ketentuan pasal ini sejalan dengan
ketentuan mengenai kriteria benda pinjaman (mu‘ar) dalam fikih
mu‘amalat maliyyah; yaitu mu‘ar harus benda isti/ami (bukan benda
istihlaki); dan

. Pasal 1743 KUHPerdata pada dasarnya merupakan ketentuan terkait
hubungan hukum antara pemberi pinjaman (mu‘r) dan peminjam

°Dijelaskan bahwa perjanjian dari segi akibat hukum dapat dibedakan menjadi

dua: pertama, perjanjian zakelijk; yaitu perjanjian yang menyebabkan pindahnya

hak-hak kebendaan (zakelijjke rechten) termasuk hak milik, bezit, hipotik, dan gadai;

dan kedua, perjanjian obligatoir; yaitu perjanjian yang menimbulkan verbintenis.

Perjanjian jual-beli tidak menyebabkan beralihnya hak milik, tetapi hanya

menimbulkan verbintenis, yaitu kewajiban melakukan pembayaran dan/atau serah-

terima; hak milik beralih setelah adanya penyerahan. Lihat Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Yogyakarta: Liberty. 1981), him. 22-23,
dan 67-73.

=

7N

7
A 108

SN

7

S



(musta‘ir) dengan ahli warisnya; apakah posisi peminjam dan pemberi
pinjaman dapat digantikan oleh ahli warisnya atau tidak? Dalam pasal ini
pada prinsipnya ditetapkan bahwa semua hak yang lahir karena
perjanjian pinjam pakai beralih kepada ahli waris orang vyang
meminjamkan dan ahli waris peminjam, kecuali disepakati lain dalam
akad. Dalam fikih mu‘amalat maliyyah, akad /i‘arah berakhir (infisakh)
karena salah satu pihak dan/atau dua belah pihak meningal dunia. Bagi
ahli waris pemberi pinjaman (mu‘ir), mu‘ar merupakan harta peninggalan
(tirkah) yang harus dibagi kepada ahli waris setelah penyelesain utang
muwaris (pihak yang meninggal) dan penunaian wasiatnya (jika ada);
sedangkan ahli waris musta‘ir berkewajiban mengembalikan muar
kepada pemiliknya (musta‘ir) atau kepada ahli warisnya (jika mu ‘r telah
meninggal dunia). Catatan Komentar Yahya Harahap (hal. 294-295) dan
Thong Kie

Kewajiban-kewajiban Peminjam diatur dalam 6 (enam) pasal; yaitu pasal
1744, pasal 1745, pasal 1746, pasal 1747, pasal 1748, dan pasal 1749; yaitu:
Pasal 1744; Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib

memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, la
tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian
yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah
ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 1745; Apabila barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian
yang tidak disengaja, maka peminjam bertanggung jawab atas
kemusnahan barang tersebut dan juga bertanggung jawab atas barang-
barang yang diakibatkan oleh barang tersebut.

Pasal 1746; Jika barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir harganya
maka musnahnya barang, biarpun terjadi karena suatu kejadian yang
tidak disengaja, adalah tanggungjawab peminjam, kecuali apabila telah
diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 1747; Jika barang berkurang harganya hanya karena pemakaian untuk
mana barang itu telah dipinjam, dan di luar salahnya pemakai, maka
orang ini tidak bertanggungjawab tentang kemunduran itu;
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Pasal 1748; Jika pemakai, untuk memakai barang pinjamannya, telah
mengeluarkan sementara biaya, maka tak dapatlah ia menuntutnya
kembali;

Pasal 1749; Jika berbagai orang bersama-sama menerima suatu barang dalam
peminjaman, maka mereka itu adalah masing-masing untuk seluruhnya
bertanggungjawab terhadap orang yang memberikan pinjaman.

Ketentuan pasal 1744 - 1749 KUHPerdata pada dasarnya dapat diurai
sebagai berikut:

Pasal 1744 KUHPerdata pada prinsipnya mengatur tentang pemeliharaan
dan pembatasan penggunaan barang pinjaman; dalam pasal ini diatur
bahwa barang pinjaman wajib dipelihara oleh peminjam; dan barang
pinjaman tidak boleh digunakan kecuali sesuai dengan sifatnya atau
penggunaan yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
Ketentuan pasal 1744 KUHPerdata pada prinsipnya dapat
dikelompokkan menjadi dua: pertama, pemeliharaan barang sewa
pada prinsipnya merupakan kewajiban peminjam. Ketentuan ini
sejalan dengan pendapat bahwa musta ir harus memiliki sifat amanah
dalam memelihara dan merawat benda pinjaman;?' dan kedua,
penggunaan barang-pinjaman hanya boleh dilakukan atas dasar asas
kepantasan (dalam /‘arah-muthlagah) atau sesuai kesepakatan (dalam
i‘arah-muqgayyadah). Dalam hal peminjam menggunakan barang
pinjaman tidak sesuai dengan kesepakatan, berarti peminjam
menyalahi kesepakatan (mukhalafat al-syuruth);™

7IKetentuan ini sejalan dengan hadits Nabi SAW; yaitu (35 &5 &3516 3G J&); yang
artinya, “pihak yang menguasai barang bertanggungjawab terhadap barang yang
diambilnya sebelum dikembalikan (kepada yang berhak menerimanya);” Lihat Abu
Dawud Sulaiman Ibn al-Asy‘ats al-Sijistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud (Bandung:
Maktabah Dahlan. T.th), vol. 11, juz Ill, hlm. 296 (nomor 3561).

7?Hal ini sejalan dengan pendapat shahabat Nabi SAW yang menyatakan bahwa
bahwa  (4allcelsbalay);  yang  maksudnya, "musta’ir pada  prinsipnya
bertanggungjawab (terhadap benda yang dipinjamnya);” pendapat shahabat Nabi
SAW tersebut kemudian diikuti oleh Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad. Lihat Lihat
Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani al-Shan‘ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-
Maram (Bandung: Maktabah Dahlan. T.th), juz. lll, him. 69.
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Pasal 1745 KUHPerdata pada dasarnya mengatur tentang tanggungjawab
peminjam dalam hal barang pinjaman musnah atau hilang; ++++
Apabila barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang
tidak disengaja, maka peminjam bertanggung jawab atas kemusnahan
barang tersebut dan juga bertanggung jawab atas barang-barang yang
diakibatkan oleh barang tersebut.

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan penggunaan mu‘ar dalam fikih

mu‘amalat maliyyah, yaitu mu‘ar dilarang menyalahi kesepakatan.”> +++

(musta‘in) kecuali disepakati lain dalam akad; dan cara pemeliharaan tidak
diatur secara eksplisit, namun cara pemeliharaan pada dasarnya
ditentukan berdasarkan asas kepantasan berdasarkan kebiasaan
(‘adah/ urf) yang berlaku;

Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara
barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, la tidak boleh
menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai
dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam
perjanjian.

Kewajiban-Kewajiban yang Meminjamkan

Pasal 1750 pada dasarnya merupakan ketentuan terkait pemeliharaan barang
pinjaman; yakni Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali
barang yang dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang
ditentukan, atau dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu
peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap
telah selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

3Sejalan dengan Sabda Nabi SAW; vyaitu: ( iz s35idl Je ¥ 5 flass galll 52 il e ol
s all); yang artinya, “Peminjam (musta‘ir) tida;k wajib bertanggung jawab (atas
rusak atau hilang barang yang dipinjamnya) kecuali peminjam khianat (lalai
[tagshif], melampaui batas [fa‘addi], atau menyalahi kesepakatan [mukhalafat al-
syuruth]). Lihat Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani al-Shan‘ani, Subul al-Salam Syarh
Bulugh al-Maram (Bandung: Maktabah Bab\lan. T.th), juz. 1ll, him. 67-68.



Kewajiban-kewajiban Pemberi Pinjaman

Pasal 1751; Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum
berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman
sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak dan
tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, Pengadilan
dapat memaksa penunjang untuk mengembalikan barang pinjaman itu
kepada pemberi pinjaman.

Pasal 1752; Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu
pemakai terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna
menyelamatkan barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga
oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada
pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya
itu.

Pasal 1753; Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat
sedemikian rupa sehingga pemakai orang itu bisa mendapat rugi,
sedang pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas semua akibat
pemakaian barang.

Penjelasan Tan Thong Kie terkait pembayaran pada dasarnya
memperlihatkan sebab-sebab lahirnya utang dan piutang; yaitu: a) perjanjian
pinjam-meminjam, b) perjanjian pinjam-ganti, c) perjanjian jual-beli, dan d)
perjanjian sewa. Dari segi ilmu perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam
(uang) dan pinjam-ganti termasuk akad yang pasti melahirkan utang-piutang
(jika dilakukan). Perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa pada dasarnya tidak
termasuk perjanjian utang-piutang kecuali ada kesepakatan untuk membayar
harga atau sewa secara tidak tunai. Dalam ilmu akad mu‘amalat maliyyah,
perjanjian pinjam-meminjam dan pinjam-ganti disebut akad gardh yang
pasti melahirkan utang-piutang (jika dilakukan); akad ini termasuk akad
mudayanat-ashliyyah; sedangkan akad jual-beli dan sewa termasuk akad
mudayanat-sababiyyah; yaitu karena kesepakatan untuk membayar harga
atau sewa secara tidak tunai.
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PERBUATAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA
(AL-MAL AL-MUSYTARAK)

A. Pengantar

Harta bersama (al-mal al-isytirak) merupakan salah satu topik yang
menarik untuk dilakukan pendalaman melalui kajian dan riset-literatur
guna mendapatkan informasi tentang ketentuan (dhawabith) dan
batasan (hudud) transaksi atas harta milik bersama (a/-mal al-isytirak).
Riset-literatur ini dilakukan guna mendapatkan formula yang memadai
terkait ketentuan dan batasan transaksi (akad) jual-beli (bai) dan sewa
(ijarah) atas harta milik bersama (a/-mal al-isytirak) yang dikenal dengan
istilah bai‘ al-musya‘dan jjarah al-musya".

Guna mencapai tujuan dimaksud, terdapat empat ketentuan yang
harus diteliti, yaitu ketentuan/batasan tentang perbuatan hukum
(tasharruf), ketentuan/batasan tentang harta (mal), ketentuan/batasan
tentang kepemilikan (milkiyyah), dan ketentuan/batasan tentang hak
(huguq) terutama hubungannya dengan kepemilikan (hak milik [a/-
huquq al-milkiyyah]).

Riset ini dilakukan dengan pendekatan normatif' dengan pendekatan
perbandingan fikih (mugaranah fi al-madzahib), terutama pendapat
ulama dari kalangan madzhab Hanafiah, Malikiah, Syafi‘iah, dan
Hanabilah terutama terkait jual-beli harta bersama (bai‘ al-musya’), dan
sewa harta bersama (jarah al-musya’), guna melengkapi fatwa DSN-
MUI nomor 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mutanagishah
(baca: disingkat MMQ) karena di dalamnya terdapat ketentuan jual-beli
porsi (hishshah [baca: bai‘ al-musyal) antara Lembaga Keuangan
syariah (LKS) dan nasabah yang dilakukan secara bertahap (a/-bai‘ al-
tadriji) atas aset milik LKS, dan dirancangkan pula sewa atas porsi aset

1Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat (Jakarta: PT RajGrafindo Persada. 2003), him. 81-88.
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milik LKS oleh nasabah (jarah al-musya’) dalam MMQ sejalan dengan
arah kajian lembaga fatwa global.
B. Perbuatan Hukum (7asharruf)

‘Izz al-Din Muhamad Khawajah dalam kitab Nazhariyyat al-‘Agd fi
al-Figh al-Islami, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tasharruf
adalah ([cb215 5 B3as] e §800 L85 5 wdbl pakldl e 3hias G K [34 &alll]);
yang maksudnya: “(tasharruf adalah) segala sesuatu yang bersumber dari
seseorang (pihak) berdasarkan kehendaknya; (atas dasar perbuatan
tersebut) berlaku ketentuan-ketentuan syariah yang berupa akibat hukum,
yaitu hak dan kewajiban.”

Tasharruf merupakan diksi yang digunakan ulama untuk
menunjukkan perbuatan hukum vyang terdiri atas ucapan (gawl),
tindakan (af‘al), dan/atau isyarat yang didasarkan pada intensi (maksud
atau niat [/radah]) pihak tertentu. Oleh karena itu, ulama membedakan
tasharruf dibedakan menjadi dua; yaitu fasharruf-gawli dan tasharruf-
fi'li. Rinciannya adalah:

1. tasharruf dalam bentuk ucapan (fasharruf gawli) adalah: ( Jsal Z2a301)
G.a3lly a3sls 46,4015 55531 106 adl e Saiall 0530 (53); yang maksudnya:
“(tasharruf qauli adalah) ucapan pihak tertentu (yang berdampak
secara hukum berdasarkan syari‘ah), di antaranya ucapan (jab wa
gabul) terkait jual-beli, sewa, syirkah, wakaf, dan washiyyat;” dan

2. tasharruf dalam bentuk perbuatan (tasharruf fi'lj) adalah: ( asll Ze2a3i)
) (2185 ciadlls p ai1g oLl ShaK Gkl e Saliall sl daslslis Jaall [34): yang
maksudnya: “(fasharruf fi'li adalah) perbuatan pihak tertentu (yang
berdampak secara hukum berdasarkan ketentuan syariah), di
antaranya /ihraz al-mubahat (menguasai sesuatu yang tidak ada

pemiliknya), /intifa® (memanfatkan asset/barang tertentu), ghashb,
dan gabd al-dain (penguasaan utang).”

Tasharruf dalam bentuk ucapan (tasharruf gawli) dibedakan menjadi
dua; vyaitu tasharruf qawli ‘agd (ucapan yang merupakan akad
berdasarkan ketentuan syariah), dan {fasharruf gawli ghair al-‘aqd
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(ucapan yang bukan merupakan akad berdasarkan ketentuan syariah).

‘lzz al-Din Muhamaad Khawajah menjelaskan bahwa:

1.

tasharruf gawli ‘agd adalah: (il be o35 be $385 i) [55 gadadl J3a01 Ceaail]
A& iy 5531 A€ oiEsh) B e 0 G &f); yang maksudnya: “(fasharruf
gawli ‘aqd e;dalah) ucapan yang berasal dari dua pihak (atau lebih),
yakni kesepakatan yang didasarkan pada kehendak dua pihak (atau
lebih); di antaranya akad jual-beli, sewa, dan syirkah;” dan

. tasharruf qawli ghair al-‘agd adalah: (e 555 o0l [35 gadall & J3a01 Caeatll]

55315 53205 Lamsly o AMadlly a55IE a5 ale 5 oi833): yang maksudnya:
“(tasharruf gawli ghair al-‘aqd adalah) ucapan yang berasal dari satu
pihak (atau lebih); di antaranya wakaf, ju‘alah, ibra’, wasiat, dan
pengakuan (gugatan), dan igrar.”

Tasharruf qauli ghair al-'agd dibedakan menjadi dua; yaitu tasharruf

yang berupa ucapan yang didasarkan pada kehendak perorangan

(tasharruf qauli yatadhammanu iradah munfaridah), dan tasharruf yang

berupa ucapan yang didasarkan pada pemberitahuan dari pihak

tertentu (fasharruf qauli yatadhammanu mujarrad ikhbar). Rinciannya
adalah:

1.

tasharruf gqawli yatadhammanu iradah munfaridah adalah: ( l#..30
Azl 5 abgll dbliil 5 lFl 5 35 oLall Uolio 4 Juaki L 3a 5 33,45 3351 (atads J5&01
L3l 3:53915); yang maksudnya: “fasharruf yang berupa ucapan yang
didasarkan atas kehendak perorangan (secara sepihak) adalah
tasharruf dari pemilik hak yang bermaksud melahirkan atau
menghadirkan hak, mengakhirinya, dan melepaskannya; di

antaranya wakaf, ju‘alah, ibra’, dan wasiat;” dan

. tasharruf qauli yatadhammanu mujarad ikhbar adalah: ( J5a)1 Zs52a30

Saian K1 5 B85 @38 L3 5x4); yang maksudnya: “tasharruf yang
berupa ucapan yang berupa pemberitahun dari pihak yang satu
kepada pihak lain, di antaranya gugatan, /igrar, dan pengingkaran.”

Dalam rangka memudahkan dalam memahami konsep dan ragam

perbuatan hukum (fasharruf) baik yang berupa ucapan (gawl/i) maupun

tindakan (f7)), kiranya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 1: Ragam Perbuatan Hukum (7asharruf)

Perbuatan Hukum ( 7asharruf)

1 2
Perbuatan Hukum Berbentuk Perbuatan Hukum Berbentuk
Ucapan ( Tasharruf-Qawli) Tindakan (7asharruf-Fi’li)
N : »_—7 5
Perjanjian Bukan Perjanjian
(‘“Aad) | (Ghair al-‘Agd)
1 2
Kehendak Sendiri Pemberitahuan
(lradah-Munfaridah) (lkhban

C. Kriteria Harta (Amwal)

Deskripsi harta pada dasarnya merupakan penjelasan keterkaitan
antara benda dan manusia. Benda kadang-kadang dilambangkan
dengan (&) dan (5.=) yang secara harfiah adalah sesuatu. Sesuatu (& /
¢-4) yang dimaksud adalah selain Allah dan manusia; karena manusia
merupakan makhluk yang dimuliakan Allah (meskipun demikian, dalam
sejarah pernah terjadi perbudakan, di mana manusia diperjual-belikan).
Benda (& /ii=% ) disebut harta (%) dalam hal memenuhi kriteria
berikut:2

?Kriteria harta yang disampaikan tidak sepenuhnya disepakati ulama;
kriteria iddikhar (dapat disimpan) misalnya tidak diakui oleh jumhur ulama;
sementara ulama Hanafiah mempertahankannya. Karena ketentuan tersebut,
ulama Hanafiah berpendapat bahwa hak (di antaranya hak merek dagang
[hagg ism al-tijari] tidak termasuk harta); karena hak tidak dapat disimpan.
Husen Hamid Mahmud menyimpulkan bahwa kriteria harta adalah:




1. disukai, diganderungi, dan/atau dicinati oleh manusia secara alamiah;
dalam Majallat al-Ahkam al-'Adliyya dijelaskan bahwa ( il 4] Jie3 s
oledyl); yang maksudnya: “(harta adalah) benda yang disukai
manusia secara alamiah; oleh karena itu, benda-benda yang tidak
disukai manusia secara alamiah (apapun sebabnya) tidak termasuk
harta;

2. boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya berdasarkan
ketentuan syariah pada saat leluasa; dijelaskan bahwa (4 4l 7 &
JLasyl § &ya); yang maksudnya: “benda yang boleh dimanfaatkan
dan/atau diambil manfaat berdasarkan ketentuan syariah pada saat
leluasa.” Dengan demikian, benda yang tidak boleh dimanfaatkan
dan/atau diambil manfaatnya dalam kondisi leluasa, tidak termasuk
harta; dan benda yang tidak termasuk harta hanya boleh
diamanfaatkan dalam keadaan terpaksa (hajah) atau darurat
(dharurah);

3. bernilai (gimah/mutagawwam) atau bernilai-material (gimah-
madiyah); yaitu benda yang bernilai yang diterima masyarakat
berdasarkan kebiasaan dengan cara dijual dan dibeli (diperjual-

a. benda yang disukai manusia secara alami baik berupa emas, perak, tanah,
maupun buah-buahan; oleh karena itu, debu tidak dapat dikategorikan
sebagai harta;

b. benda yang dimaksud adalah benda selain manusia (berikut organ dan
suborgannya) karena manusia dan/atau organ tubuh manusia tidak dapat
dijadikan obyek tasharruf,

c. benda yang dikuasai oleh manusia sebagai pemilik; benda yang tidak
dikuasai manusia (misal: ikan di laut) tidak dikategorikan sebagai harta;

d. benda yang boleh dimanfaatkan secara syari‘ah dalam kondisi normal
(leluasa); dan

e. benda dalam pandangan masyarakat termasuk benda bernilai atau
bermanfaat sehingga dapat disimpan dan meminta diganti kepada pihak
yang merusaknya.

Lihat Husen Hamid Mahmud, a/-Nizham al-Mali wa al-Igtishadi fi al-Islam

(Riyadh: Maktbah al-Mulk Fahd al-Wathaniyyah. 2006), him. 56-57.
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belikan) dan wajib ganti rugi karena merusaknya dan tindakan
melampaui batas. Ulama Syafi‘iah menjelaskan bahwa ( 3& ¥ 1 &5 ¥
4s);3 yang maksudnya "benda tidak bernilai jika tidak bermanfaat;”
dan dikatakan bahwa (iaiili alaf 53l &7 5); yang artinya “nilai (suatu
benda) dan asasnya adalah manfaat.” Oleh karena itu, benda yang
tidak bernilai adalah benda yang tidak boleh dimanfaatkan dan/atau
diambil manfaatnya secara syariah dalam kondisi leluasa. Dalam
Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah (pasal 126); dijelaskan bahwa
mutagawwam mencakup dua hal: pertama, benda yang boleh
dimanfaatkan (4, $lsy #i k); dan kedua, dikuasai/ihraz, dijelaskan
bahwa (35a3l k385 Sle diial 131 5 a3858 32 il § deidl 3=l JU)s* yang
artinya: "harta adalah benda yang dikuasai; ikan di laut termasuk
benda (bukan harta) dan dalam hal ikan tersebut dikuasai dengan
cara dijebak (dipancing, dijaring, ditembak, dipanah, ditombak,
dan/atau dijala), maka ikan tersebut termasuk harta.

4. dapat menjadi obyek hak (sl ¢ Ll %l ); yang maksudnya:
“"benda yang dapat menjadi obyek kepemilikan.” Ibn al-Atsir
menjelaskan bahwa pada awalnya manusia hanya mengakui dan
menjadikan emas dan perak sebagai harta; dan kemudian

3Sa‘di Husen °Ali Jabar, al-Khilafat al-Maliyyah wa Thurug Hilliha fi al-Figh
al-Islami: Ahkam Istirdad al-Mal (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2003), him. 20; dan
Muhammad ‘Utsman Syuber, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-Maliyyah
(Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 69.

“Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majllat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘llmiyyah. 1991), vol. I, hlm. 100-101. Menurut versi lainnya, karakteristik
mal-mutagawwam adalah tiga; di samping harus benda yang boleh
dimanfaatkan dan dikuasai (/hraz), harus diganti oleh pihak yang
bertanggungjawab dalam hal benda tersebut rusak baik karena perbuatannya
secara langsung maupun tidak langsung. Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa ( 54 Jdi
a2l cdy JI 531 686 5 oladdl b 4401 s 6); yang artinya “harta adalah benda yang
memungkinkan untuk disimpan (yang akan digunakan) pada saat diperlukan.”
Lihat a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah (Kuwait: Wizarat al-Augaf wa
al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. XXXVI, him. 31.
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cakupannya diperluas sehingga manusia mengakui setiap benda yang
didapatkan dan boleh dimiliki secara syariah merupakan harta,
termasuk mengakui unta dan kuda sebagai harta;> Imama Syathibi
dalam al/-Muwafagat i Ushul al-Ahkam (2: 10) menyatakan bahwa
(o2 &e 2001 4 Jdug 5 A0 @le 455 L [gU0]); yang artinya ”(harta adalah)
tempat terjadinya (hak) kepemilikan dan pemilik mencegah pihak
lain untuk merebut kisharta tersebut darinya;” dan ditegaskan
bahwa (el =z gdi);¢ yang artinya “harta adalah tempat

" ¢

kepemilikan;” ‘lzz al-Din Khuwajah menyatakan bahwa harta adalah
benda yang boleh dimiliki berdasarkan ketentuan syari‘ah;? dan Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan menyampaikan bahwa subyek hak
adalah orang dan yang dipersamakan dengan orang (syakhshiyyah
i‘tibariyyah), sedangkan benda adalah obyek hak atau obyek hak
milik.8 Dengan demikian, harta adalah benda yang boleh menjadi
obyek tasharruf (perbuatan hukum) baik dalam bentuk akad
(perjanjian) maupun perbuatan hukum lainnya yang menjadi sebab

lahir kepemilikan.? Di antara benda yang tidak mungkin menjadi

SMuhammad ‘Utsman Syuber, al-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 67; Sa‘di Husen °Ali Jabar, a/-
Khilafat al-Maliyyah wa Thurug Hilliha fi al-Figh al-Islami: Ahkam Istirdad al-
Mal (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2003), him. 18.

6Sa‘di Husen ‘Ali Jabar, al-Khilafat al-Maliyyah wa Thurug Hilliha fi al-Figh
al-Islami: Ahkam Istirdad al-Mal (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2003), him. 18.

”*1zz al-Din Khuwajah, al/-Madkhal al-'Amm [li al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-
Islamiyyah (Tunis: al-Dar al-Malikiyyah. 2017), him. 223.

8Sri  Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda
(Yogyakarta: Liberty.1981), him. 13 dan 17. Ulama Hanafiah tidak menjadikan
kepemilikan sebagai kriteria harta, tapi yang dijadikan kriteria adalah benda
tersebut memungkinkan untuk dimiliki dan dikuasai (/Araz). Lihat Rafiq Yunus
al-Mishri, Buhuts fi al-Igtishad al-Islami (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2009),
him. 36.

Lihat Muhammad ‘Utsman Syubeir, a/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (KSA: Dar al-Nafa’is. 2018), hlm. 128-146; Hanan Binti Muhammad
Husen Jistaniyah, Agsam al-‘Uqud fi al-Figh al-Islami (KSA: Jami‘ah Umm al-
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harta karena sifat alamiahnya adalah udara, matahari, bulan, dan air
laut; dan di antara benda yang juga tidak mungkin menjadi harta
karena membahayakan adalah narkotika (mukhaddirat); dan benda
yang tidak mungkin menjadi harta karena milik umum serta dimiliki
negara adalah bibir pantai dan fasilitas umum (Fasum/marafig
‘ammah);1°

5. dapat disimpan (iddikhar); dalam Majallat al-Ahkam al-°Adliyyah
(pasal 126), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah (s
Jshia 52 o Yahis aaadl oy BIB3) (Sads olidy) 4k 4] i) yang maksudnya
“sesuatu yang secara alamiah disukai manusia, dan memungkinkan
untuk menyimpannya pada saat diperlukan, baik benda tersebut
benda bergerak maupun tidak bergerak;” dan Ibn Nujem
menjelaskan pendapat ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa arti
harta secara istilah adalah (a5l cdgt 5530 (S@5 oladyl ab 4] e k)3

Qura. 1998), him. 364; Muhammad Yusuf Musa, al-Amwal wa Nazhariyyat
al-‘Aqd fi al-Figh al-Islami (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1996), him. 170-186;
Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr. 2006),
vol IV, hlm. 2905-2914; al-Syeikh Hasan Mahmud Abdullah, Masyakil al-
Mu‘amalat al-Maliyyah baina al-Syar‘ wa al-‘Urf (Beirut: Dar al-Hadi. 2008),
him. 45-46.

®Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (KSA: Dar al-Nafa’is. 2018), him. 88.

"Dalam QS al-‘Adiyat: 8 dijelaskan bahwa manusia sangat mencintai harta
(wa innahu Ii hubb al-khair lasyadid). Menurut Imam al-Thabari, ahli bahasa
menjelaskan bahwa yang dimaksud sangat mencintai harta adalah sifat pelit
(bakhil); dan pada umumnya manusia menganggap bahwa harta merupakan
energi yang menguatkan manusia untuk melakukan kebaikan (khair); harta
merupakan alat untuk berbuat baik berdasarkan kebiasaan. Lihat Muhammad
Biltaji, a/-Milkiyyah al-Fardiyyah fi al-Nizham al-Igtishadi al-Islami (Kairo: Dar
al-Salam. 2008), hlm. 44; Sa‘di Husen ‘Ali Jabar, a/-Khilafat al-Maliyyah wa
Thurug Hilliha fi al-Figh al-Islami: Ahkam Istirdad al-Mal (Yordan: Dar al-
Nafa’is. 2003), him. 20-21; dan ‘Abd Allah Ibn al-Syekh al-Mahfuzh Ibn Byh,
Magqgashid al-Mu‘amalat wa Marashid al-Wagi‘at (Kairo: Mu’assasah al-Furgan.
2013), him. 75-76.



yang artinya "sesuatu yang disukai manusia secara alamiah, dan

”»

memungkinkan untuk disimpan pada waktu diperlukan.” Dalam
pandangan ulama Hanafiah harta harus berupa benda yang dapat
disimpan. Jika suatu benda tidak dapat disimpan, maka benda
tersebut tidak termasuk harta; di antara keunikan pendapat ulama
Hanafiah adalah bahwa hak dan manfaat tidak termasuk harta
karena tidak dapat disimpan; meskipun demikian, mereka
membolehkan menjual hak dan manfaat yang melekat pada benda
tidak bergerak. Di samping itu, ulama Hanafiah juga berpendapat
bahwa piutang (dain) tidak termasuk harta karena tidak wujud
secara fisik dan tidak dapat disimpan; 2 dan

6. berbilang (‘adadiyyah) dan dan standar kekayaan (mutamawwil);
Ulama Hanafiah dan Syafi‘iah dalam al-Asybah wa al-Nazha'ir,
menambahkan kriteria jumlah atau bilangan terkait benda dan/atau
harta berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (‘adah);
benda yang wujud secara fisik yang boleh dimanfaatkan
berdasarkan ketentuan syariah tapi tidak termasuk harta karena
jumlahnya tidak memadai; di antaranya adalah segelas beras adalah
harta, sedangkan sebutir beras tidak termasuk harta; demikian juga 1
kubik pasir adalah harta, sedangkan sebutir pasir tidak termasuk
harta; karena tidak ada pedagang berdasarkan kebiasaan menjual 1
butir beras atau 1 butir pasir.’* Ulama Syafi‘iah menetapkan bahwa
harta adalah benda yang dapat dijadikan kekayaan (mutamawwil);
oleh karena itu, 1 butir beras dan 1 butir pasir tidak termasuk harta
karena jumlahnya sedikit, dan 1 butir beras dan 1 butir pasir tidak

2Muhammad ‘Utsman Syuber, al-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), hlm. 68, 75, dan 78; Sa‘di Husen
‘Ali Jabar, al-Khilafat al-Maliyyah wa Thurug Hilliha fi al-Figh al-Islami: Ahkam
Istirdad al-Mal (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2003), him. 21.

BFahd Ibn Shalih al-Hamud, Ritaj al-Mu‘amalat fi Ushul al-Manahi al-
Syar‘iyyah i al-Mu‘amalat al-Maliyyah (KSA: Dar Kunuz lsybilya. 2019), him.
47.



dapat dimanfaatkan.'* Dalam rangka memudahkan dalam mengingat
kriteria harta, kiranya layak untuk dibuat gambar berikut.

)alal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, a/-Asybah wa al-
Nazha'ir fi Qawa‘id wa Furu® Figh al-Syafi‘iyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
1987), him. 533; dan Muhammad Yusuf Musa, a/-Amwal wa Nazhariyyah al-
‘Aqd fi al-Figh al-Islami ma‘a Madkhal Ii Dirasah al-Figh wa Falsafah: Dirasah
Mugaranah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1996), hlm. 150. Kriteria bilangan
dalam menentukan benda sebagai harta (yakni 1 butir beras dan 1 butir pasir
bukan harta) dengan beberapa alasan:

a. Ulama Hanafiah sebagaimana dijelaskan dalam Durar al-Hukkam Syarh al-
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyya (1: 100) dan Radd al-Muhtar (5: 51)
menyatakan tidak sah jual-beli benda yang jumlahnya tidak memadai,
karena benda tersebut tidak termasuk harta;

b. Ulama Malikiah sebagaimana dijelaskan dalam a/-Luma‘ (117) karya
Talmasani menyatakan tidak sah jual-beli benda yang jumlahnya tidak
memadai, karena benda tersebut tidak tidak dapat dimanfaatkan dan/atau
diambil manfaatnya; dan

c. Ulama Syafi‘iah sebagaimana dijelaskan dalam Raudhah al-Thalibin (3: 18)
menyatakan tidak sah jual-beli benda yang jumlahnya tidak memadai,
karena benda tersebut kehilangan manfaatnya.

Lihat Fahd Ibn Shalih al-Hamud, Ritaj al-Mu‘amalat fi Ushul al-Manahi al-

Syar‘iyyah i al-Mu‘amalat al-Maliyyah (KSA: Dar Kunuz lsybilya. 2019), him.

59.



Gambar 2: Kriteria Harta (Mal)

Benda yang disukai manusia Benda yang boleh dimanfaatkan
secara alamiah dalam kondisi leluasa
Dapat menjadi obyek hak Bernilai (Mutagawwam)
Dapat disimpan (iddikhar) Berbilang (‘adadiyyah)

D. Ketentuan Kepemilikan (Milkiyyah)

Kepemilikan dalam mu‘amalat maliyyah dijelaskan dua istilah yang
terkait; yaitu /bahah dan iktishash. [bahah merupakan istilah yang secara
bahasa berarti ijin (idzn); dan ikhtishah secara bahasa berarti sendiri
atau menyendiri (/infirad).

Arti ibahah secara istilah adalah: (el 512 Lo Jaall oL G391 (2 5115)5%
maksudnya: “/bahah adalah izin (kepada pihak) untuk melakukan
sesuatu sesuai dengan kehendaknya.” lzin dari segi sumber hukumnya
dibedakan menjadi dua: pertama, izin melakukan perbuatan hukum
bagi pelaku yang bersumber dari nashAsh Qur’an dan sunnah serta
sumber-sumber ketentuan syariah lainnya yang didasarkan pada proses
ijtihad; izin dari segi sumbernya mencakup dua hal: 1) ibahah yang
menjadi sebab lahirnya kepemilikan penuh (ibahah sabab Ii al-milk); di
antaranya menguasai (/hraz) benda yang belum ada pemiliknya

Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 119-121.
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(mubahat) dengan cara berburu (shaid) hewan di hutan atau ikan di
laut; mengambil/memotong kayu (iAtithab) di hutan; dan
mengambil/memotong rumput (/Atisyasy) tanpa pemilik di tanah
lapang; dan 2) ibahah yang menjadi sebab lahirnya hak untuk
memanfaatkan (ibahah sabab Ii al-intifa); di antaranya hak untuk
memanfaatkan jalan umum dan taman-taman umum (hada’iq);'¢ dan

Kedua, izin dari pemilik kepada pihak lain untuk melakukan
konsumsi (istihlak) dan menggunakan (/st/‘mal) benda miliknya; izin dari
segi pemilik mencakup dua hal; yaitu: 1) izin (fas/ith) untuk konsumsi
dan/atau menghabiskannya (/stih/ak); di antaranya kewenangan yang
diberikan pemilik kepada pihak lain (tamu undangan) untuk memakan
makanan dan meminum minuman di tempat pesta (walimat al-arusy
misalnya), tanpa hak untuk membawa makanan dan minuman tersebut
ke tempat lain baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dikonsumsi
pihak lain (misalnya mustad‘afin); dan 2) izin untuk menggunakan
dan/atau mengambil manafaat (intifa) benda; di antaranya
kewenangan yang diberikan pemilik kepada pihak lain memakai (rukub)
kendaraan miliknya dalam rangka mencapai tempat tertentu, atau izin
dari pemilik kepada pihak lain untuk tinggal di rumah miliknya.!”

Arti ikhtishash secara istilah adalah: ( gaiis il cllll foliazs] 35 Jolazdy
£(s3l KD C832a3); yang maksudnya: “ikhtishah adalah hak istimewa yang
pemiliknya berwenang untuk melalukan perbuatan hukum secara
penuh atasnya.”

Arti - milk secara harfiah adalah: (4 slaish Je 5528015 o301 215251 G0 00T);
yang maksudnya: " (arti miliki secara bahasa adalah) menguasai sesuatu

1®Muflih Ibn Rabi‘an al-Qahthani dan Baha’ al-Din Mukhtar al-‘Alayi,
Ahkam al-Milkiyyah fi al-Figh al-Islami wa al-Qanun (KSA: Jami‘ah al-Mulk
Su‘ud. 2015), him. 26.

Muflih Ibn Rabi‘an al-Qahthani dan Baha’ al-Din Mukhtar al-‘Alayi,
Ahkam al-Milkiyyah fi al-Figh al-Islami wa al-Qanun (KSA: Jami‘ah al-Mulk
Su‘ud. 2015), hlm. 26.



dan (pihak yang menguasai) mampu melakukan perbuatan hukum
secara penuh terhadapnya.”

Arti milk secara istilah dijelaskan ulama dengan deskripsi yang
berbeda-beda; Jurzani dalam Kitab al-Ta ‘rifat menjelaskan bahwa ( &dfi]
48 biE Biat (2 fiales b 43iad) Blad G35 (08 Giss oladdl G {54 JLadl [52)5' yang
maksudnya "kepemilikan adalah pertalian hukum antara manusia
dengan sesuatu (harta) yang bersifat mutlak untuk melakukan perbuatan
hukum (terhadapnya) dan menghalangi pihak lain untuk melakukan
perbuatan hukum terhadapnya.”

Syihab al-Din al-Qurafi dalam a/-Furug (3: 209) menjelaskan bahwa
kepemilikan adalah: (e 4] i (s (85 @alhs 1 31 ot § 338 1e1a w85 (54 2AT]
SIS 3h s G &k asalls 4clizil); yang maksudnya: 7 (kepemilikan adalah)
ketentuan syara® yang melekat pada benda-fisik atau manfaat yang
menyebabkan pemiliknya boleh memanfaatkannya, atau mendapat
imbalan darinya sebagaimana mestinya.”

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab a/-Milkiyyah wa Nazhariyyat
al-'Aqd (63), menjelaskan bahwa ( zaiis 5i iz (e s(sddly &mmwus&m (54 A1)
3,45 i LAl S, 9) Z45 ¥ Bl 18 s WK B3A50 5Y o B oL ) pladl Sdisd 345
yang maksudnya: ”(Kepemilikan adalah) kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum atas sesuatu baik terhadap bendanya secara fisik
maupun (hanya) manfaatnya; kewenangan itu tidak dimiliki pihak
kecuali ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah; karena semua hak
termasuk hak milik tidak akan ada kecuali ditetapkan oleh Allah dan
ditetapkan pula sebab-sebab munculnya hak tersebut. Hak tidak lahir
karena karakteristik sesuatu (benda), tetapi hak muncul karena
izin/ketentuan Syara‘, dan Syara‘ menjadikannya sebagai sebab yang
melahirkan akibat secara hukum.” Pengertian milik secara harfiah dan

BMuflih Ibn Rabi‘an al-Qahthani dan Baha’ al-Din Mukhtar al-‘Alayi,
Ahkam al-Milkiyyah fi al-Figh al-Islami wa al-Qanun (KSA: Jami‘ah al-Mulk
Su‘ud. 2015), hlm. 19.



termonologis yang disampaikan ulama perlu ditegaskan dalam gambar
berikut.

Gambar 3: Konsep Kepemilikan

Kepemilikan merupakan pertalian hukum antara manusia dengan harta yang
bersifat mutlak; yakni pemiliknya berwenang untuk menggunakan (isti‘mal),
melakukan  eksploitasi (istijghlal), dan perbuataan hukum lainnya (fasharruf)
terhadapnya, baik yang bersifat ucapan (gaw/i) maupun yang bersifat tindakan
(fi'l) termasuk untuk mendapatkan imbalan darinya, dan menghalangi pihak lain
untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya.

Hubungan antara manusia dengan harta dan kepemilikan; harta
adalah benda yang dapat dimiliki (mam/uk) dan tempat kepemilikan
(mahall Ii al-milk), dan manusia berkedudukan sebagai pemilik (malik);
harta diperoleh melalui usaha-halal (kasb al-halal/tijarah) sehingga
melahirkan hak berdasarkan ketentuan syariah.

Kepemilikan manusia dari segi sifat kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta miliknya dibedakan menjadi dua; yaitu: 1)
kepemilikan penuh (milkiyyah-tammah); dan 2) kepemilikan tidak
penuh (milkiyyah-nagishah). Ulama berbeda-beda redaksi dalam
mendefinisikan kepemilikan penuh; di antaranya adalah:"

1. Muhammad Qadri Basya dalam Mursyid al-Hiran (pasal 11)
menjelaskan bahwa yang dimaksud kepemilikan penuh adalah: (&€&
Wil 5 Gie L el 3> ESOI); yang artinya: "hak yang melekat pada
pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terkait benda baik dari
segi fisiknya maupun dari segi manfaatnya.”

2. Badran Abu al-‘Ainain dalam kitab a/-Syari‘ah al-Islamiyyah (310)
menjelaskan bahwa yang dimaksud kepemilikan penuh adalah: (&
s amdis § 5000l iz e 2dk5); yang maksudnya: "hak yang melekat pada

Y“Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 121-123.
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pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terkait benda baik dari
segi fisiknya maupun dari segi manfaatnya secara bersama-sama.”
Pemilik hak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap benda
miliknya yang mencakup semua hak yang didasarkan pada ketentuan
syariah.

3. Muhammad ‘Utsman Syubeir menegaskan bahwa kepemilikan penuh
mencakup: a) kepemilikan terhadap benda dari segi fisik (‘ain) atau
secara hukum (untuk benda yang berupa hak); b) kepemilikan
terhadap manfaat dari benda miliknya; dan c) benda miliknya
dikuasai oleh yang bersangkutan sehingga berhak melakukan
tasharruf (milk al-ragabah).

Karakteristik kepemilikan penuh adalah:

1. Pemilik penuh atas harta merupakan pemilik mutlak; dijelaskan
bahwa (555 5 ciall x5 b cleprall SEialll B, Laslis 5 ol § Eialll s cUll
Al el A1 138 5a0 138 o] 2ade Al s lall 012 3 sk 1585 ¥ LY 118 5 hits 5le)
Wladl 2aial s Ul £33 3345 SUU 5 L L45 405401)52° yang maksudnya: "pemilik hak

20Abu al-Wafa’ ‘Ali Ibn Muhammad °‘Aqil al-Baghdadi (dikenal dengan
nama lbn ‘Aqil dari madzhab Hanbali) dalam kitab a/-Wadhih fi Ushul al-Figh
menyatakan bahwa pakar fikih telah sependapat (jma) dengan menyatakan
bahwa sesungguhnya manusia bukan pemilik harta yang sesungguhnya

(manusia merupakan pemilik majazi), tetapi pemilik harta yang sesungguhnya

adalah Penciptanya, yaitu Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemilik yang

berhak untuk memanfaatkan benda atas dasar ketentuan syariah. Ibn Rajab al-

Hanbali menggunakan istilah pemilik mutlak yang berdimensi insani dengan

menyatakan bahwa:

a. pihak yang memiliki harta baik dari segi fisik maupun manfaatnya dan
berhak melakukan perbuatan hukum (Zasharruf) secara umum terhadap
harta tersebut, disebut pemilik mutlak; dan kepemilikannya disebut
kepemilikan mutlak; dan

b. pihak yang memiliki harta hanya dari segi fisik atau hanya manfaatnya dan
berhak melakukan perbuatan hukum (fasharrufj secara terbatas (mugayyad)
atas harta tersebut, disebut pemilik mugayyad: dan kepemilikannya disebut
kepemilikan mugayyad.



penuh atas harta miliknya disebut pemilik mutlak; karena pemiliknya
berhak melakukan perbuatan hukum secara mutlak (tidak terikat)
atas benda miliknya; yang bersangkutan berhak menjual,
menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, dan menjadikannya
sebagai tempat tinggal; bahkan pemilik penuh juga berhak untuk
membongkarnya, menghancurkannya, dan menyia-nyiakannya
(meskipun termasuk perbuatan tercela). Hal yang membatasi hak
milik penuh hanyalah kemudharatan baik mudharat terhadap pihak
tertentu maupun terhadap masyarakat umum; oleh karena itu,
pemilik hak penuh hanya boleh diubah paksa kepemilikannya
(intigal al-milkiyyah [misalnya benda miliknya dibeli oleh pihak
lain/Pemerintah secara paksa]) dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan umum.

2. Pemilik penuh berwenang untuk memanfaatkan hartanya tanpa
dibatasi waktu; dijelaskan bahwa (5323 & 425 6l sl ¢ (200 g lasil 55 Ul
(52 i 205 55 s ol (K20 ¥ 5 o ol ¥ 5 50k sy 55 52 4 plas¥); yang
maksudnya: "pemilik berwenang untuk memanfaa;ckan harta
miliknya dengan berbagai cara pemanfaatan tanpa dibatasi waktu,
dibatasi tempat, dan juga tidak dibatasi format/bentuk tertentu,
kecuali manfaat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Kepemilikan penuh tidak berbatas waktu; dijelaskan bahwa ( &zt &<
J36 (5% ity 4SO i) ol JUEs 31 cadt oISk ) oy B sake AL g 3054 635 1] puld
A & 13 @l 5 elldl); yang maksudnya: “kepemilikan penuh adalah
kepemilikan yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu; kepemilikan
penuh terhadap harta tidak pernah berakhir kecuali harta tersebut

Dengan demikian, di samping dikenal kepemilikan penuh (a/-milk al-tam) dan
kepemilikan tidak penuh (a/-milk al-naqish), dikenal pula kepemilikan mutlak
(al-milk al-muthlag) dan kepemilikan terbatas (a/-milk al-mugayyad). 1bn Rajab
memandang sama antara kepemilikan penuh (a/-milk al-tam) dengan
kepemilikan mutlak (a/-milk al-muthlaqg). Lihat Muhammad Biltaji, a/-Milkiyyah
al-Fardiyyah fi al-Nizham al-Igtishadi al-Islami (Kairo: Dar al-Salam. 2007),
hlm. 59, dan 61-62.



musnah atau dipindahkan kepemilikannya melalui perbuatan hukum

yang sah (misalnya pemilik menjual rumahnya kepada pihak lain)

dan penggantian (khalfiyyah), yaitu benda menjadi milik ahli waris
dalam hal pemiliknya meninggal dunia.

4. Kepemilikan penuh tidak dapat perlu tanggungjawab dalam hal
merusak hartanya; dijelaskan bahwa (¥ 6 &l 4 235100 2201 SaB13) el &
i Ol Ale Calig T cllladl 5323 467 A3 403 ¥ 5 cpladall 13a (e 4180506 ¥ &Y Dl e Lo
5l a3k G ad 133); yang maksudnya: "pemilik hak penuh tidak
wajib bertanggungjawab dalam hal harta miliknya rusak; karena
jaminan  tersebut tidak ada faidanya; pemilik penuh berhak
merusak/menghancurkan harta miliknya kecuali dilarang oleh
peraturan perundang-undangan; jika pemilik penuh melanggarnya,
maka dia disanksi dalam bentuk #a zir.

5. Kepemilikan penuh tidak dapat dijatuhkan; dijelaskan bahwa (&Sl &
5 sl 5a 108 &Y <0 &85lan s 5 1adad ¥ piad 1Sl fadet Laand 305 cLolaiyll a5 Y oY)
Syl § 4wl ¥); yang maksudnya: “kepemilikan penuh terhadap harta
tidak dapat dilepaskan (isgath); dalam hal seseorang melakukan
isqath terhadap harta miliknya, harta tersebut tidak lepas
(kepemilikannya) dan harta tersebut tetap menjadi miliknya; karena
perbuatan tersebut merupakan sa’ibah, dan dalam Islam tidak ada
sa’ibah.

I1zz al-Din Khuwajah menyampaikan pendapat Mushlih ‘Abd al-Hay
al-Najjar dalam al-Igtishad al-Islami (235-256) yang menjelaskan dua
prinsip kepemilikan secara syari‘ah; yaitu: 2!

1. Milkiyyah haqq jami‘ wa mani’, yaitu: (Jsks & fels 5> : b jalz 55 il
o Haadll o sl gl be G8 1 2 sd (s e Jilakd) 5535 &) GBI pes olo
05T adh 5T UL 0b § &5LE3 O sl 5330 Y6 s o e S30aia o £l Rols 35 Jlaarid

B esdy 5 03 oaikdy U3 ¢ Bs); yang maksudnya: " haqq jami’
adalah bahwa pemilik harta berhak/boleh (diizinkan secara syariah)
untuk melakukan semua perbuatan hukum atas harta miliknya yang

2zz al-Din Khuwajah, al-Madkhal al-'Amm Ii al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-
Islamiyyah (Beirut: al-Dar al-Milkiyyah. 2017), him. 210.
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memungkinkannya mendapatkan manfaat dari harta miliknya baik

dengan cara  eksploitasi/mengambil  keuntungan  (istighlal),

menukarkannya (fasharruf), ataupun menggunakannya secara
langsung (isti‘mal); sedangkan yang dimaksud hagg mani‘ adalah
bahwa pihak lain (selain pemilik hak) tidak boleh menyertai
pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya
kecuali pihak lain tersebut boleh ikut serta atas dasar peraturan
perundang-undangan (ganun) atau akad/kesepakatan (ittitag/aqd);
dan

2. Milkiyyah haqq da’im; yaitu: (oludd §le a5 G ET 15001 g3 ¥ fls 55 Ll

G 553 5 Undl 15301 G5 (4aEH1 55T Gak J) QB (L6 A0k 4tisle 2l s KT K Al 0 a1 )
W dabo &1 53l oiob 2Sle SR (230 6T 3Y S ¥ Jlenaiad) alsy Taded ¥ a6l G 1s
Jeaal) ol Ldig ¥ 350 106 &Y daisg ); yang maksudnya: “harta yang
telah menjadi milik pihak tertentu merupakan miliknya selamanya;
pemiliknya tetap sebagai pemilik benda tersebut selama
kepemilikannya tetap melekat; adapun jika kepemilikannya telah
berpindah kepada pihak lain, maka pihak (lain) tersebut juga
merupakan pemilik yang abadi; dengan ketentuan ini, kepemilikan
atas suatu benda tidak berakhir karena benda tersebut tidak
digunakan; vyaitu pihak lain tidak berhak melakukan perbuatan
hukum atas benda tersebut semata-mata karena pemiliknya tidak
menggunakannya secara langsung; karena ketiadaan penggunaan
langsung tidak menggugurkan hak milik.

Kepemilikan penuh atas harta merupakan dasar bagi pemiliknya
untuk melakukan perbuatan hukum secara penuh karena: 1) bersifat
Jjami‘ (yaitu pemilik hak penuh berwenang untuk menggunakan
(isti‘'mal), pemanfaatan/eksploitasi (istighlal), dan perbuataan hukum
lainnya (tasharruf), baik yang bersifat gawii (tasharruf-gawli) maupun
yang bersifat tindakan (fasharruf-fi'l); 2) bersifat mani® (yaitu selain
pemilik penuh terlarang menjadi pemilik dari harta yang sudah dimiliki
secara penuh, karenanya pihak lain tidak boleh menggunakan,

mengeksploitasi, dan/atau perbuatan hukum (tasharruf) atasnya); 3)
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bersifat da’im (yaitu kepemilikan penuh atas suatu harta bersifat abadi

[tidak berbatas waktu] dan tidak dapat dipindahkan danatau dijatuhkan

(isqath) kecuali dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan syariah.??
Selain kepemilikan penuh (milk al-tamm) dikenal kepemilikan tidak

penuh (milk al-nagish); yang dimaksud kepemilikan tidak penuh adalah
(oall &3d aaaill ellad 3 aaill (35 ol ellad G oladdl ik ); yang maksudnya:
”(kepemilikan tidak penuh adalah) kepemilikan harta yang tidak
mencakup fisik dan manfaatnya; yakni pemilik terhadap benda-fisiknya
tapi tidak menjadi pemilik terhadap manfaatnya, dan bukan pemilik
terhadap benda-fisiknya tapi menjadi pemilik terhadap manfaatnya.”
Dengan demikian, kepemilikan tidak penuh terjadi karena dua kondisi:
pertama, milk al-ragabah duna al-manfa‘ah (pemilik terhadap hartanya
tanpa menjadi pemilik terhadap manfaatnya); di antaranya izin dari
pemilik kepada pihak lain untuk tinggal di rumahnya, atau ekploitasi
tanah miliknya; dan kedua, milk al-manfa‘ah duna al-ragabah (pemilik
terhadap manfaatnya tanpa menjadi pemilik terhadap manfaatnya);
baik karena perbuatan hukum yang bersifat kontraktual (bisnis dan
sosial) maupun yang bersifat /bahah/ idzn.

1. Akad mu‘amalat maliyyah yang bersifat memperjualbelikan manfaat
adalah akad ijarah; harta yang disewakan (mahall al-mafa‘ah)
merupakan milik mujir (pihak yang menyewakan) sedangkan
manfaatnya merupakan milik musta jir (pihak penyewa);

2. Akad mu‘amalat maliyyah yang bersifat menghibahkan manfaat
(hibbah al-manafi’) adalah i‘arah/ ariyyah, yakni pinjam pakai; yakni
harta yang dipinjamkan merupakan milik  mu'r (pihak yang
meminjamkan) dan manfaatnya milik mustair (pihak yang
meminjam);

3. Akad mu‘amalat maliyyah yang bersifat taba‘yyah (akad ikutan
[accesoir]) dalam rangka menambah keyakinan (tfawisigat), yaitu

22Labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syuyu‘[an] lkhtiyarfan]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), him. 24-25.
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penjaminan yang berupa agunan (rahn), harta yang dijadikan
agunan (marhun) merupakan milik rahin (pihak yang mengagunkan)
tapi dikuasai oleh pihak yang menerima agunan (murtahin). Dalam
hal ini, rahin menjadi pemilik yang tidak penuh karena tidak daapat
memanfaatkan harta miliknya kecuali rahn dilakukan dengan sekema
rahn-tasjili (fiducia).?3
4. hak yang melakat pada harta yang dimiliki pihak tertentu; di
antaranya hak irtifag, hak syurb, hak murur, dan hak majra.>*
Ketentuan dalam ilmu syariah bahwa siapa saja yang memiliki harta
secara fisik pasti yang bersangkutan juga pemilik terhadap manfaatnya.
Akan tetapi, dalam syariah juga terdapat ketentuan vyang
memungkinkan pihak (subyek hukum) merupakan pemilik harta secara
fisiknya, tapi tidak menjadi pemilik terhadap manfaatnya, dan
sebaliknya.

23Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn; dan Fatwa DSN-

MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.
24labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]

Dirasah Muqgaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:

Jami‘ah Wahran 01. 2015), hlm. 26-27. Di antara hak alam (lingkungan)

adalah haqq al-syurb dan haqgq al-masil. rinciannya adalah:

a. haqq al-syurb/haqq al-majra (hak mendapatkan air); hak yang melekat pada
tanah untuk mendapatkan air agar tumbuhan dan tanaman di atasnya
berkembang; dan jika air yang diperlukan itu dapat diperoleh setelah
melewati tanah milik orang lain, maka pemilik tanah yang tanahnya
dilewati air tersebut tidak boleh menolaknya; dan

b. haqq al-masil (hak mengalirkan air); hak yang melekat pada tanah untuk
membuang air karena air yang dibutuhkan berlebih; dan jika air yang akan
dibuang harus melewati tanah milik orang lain, maka pemilik tanah yang
dilewati air tersebut tidak boleh menolaknya;

c. hak irtifag; yaitu hak untuk mendapatkan air dari fasilitas umum (misalnya
sungai) untuk mengairi tanah (ardh) agar tumbuh tanaman di atasnya.

Lihat Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-

Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 75.
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Dengan melanjutkan pendapat ulama yang disampaikan Muhammad
‘Utsman Syibeir menegaskan bahwa kepemilikan tidak penuh terjadi
dalam hal terjadi kondisi berikut:

1. memiliki harta dari segi fisik (‘ain) atau hukumnya (untuk hak yang
dipersamakan dengan benda) tapi tidak memiliki manfaatnya dan
tidak memiliki kewenangan untuk fasharrufterhadap benda miliknya
secara fisik;

2. memiliki manfaat harta tapi tidak memiliki benda dari segi fisik ( ‘ain)
atau hukumnya (untuk hak yang dipersamakan dengan benda) dan
tidak memiliki kewenangan untuk tasharruf terhadap harta miliknya
secara fisik;

3. memiliki hak fasharruf terhadap harta miliknya tapi tidak memiliki
harta dari segi fisik (‘ain) atau hukumnya (untuk hak yang
dipersamakan dengan benda) dan tidak memiliki manfaat dari harta
miliknya. Dalam rangka memudahkan pemahamannya, kiranya
layak untuk disederhanakan pada gambar berikut.

Gambar 4: Ragam Kepemilikan

Ragam Kepemilikan

1 2
Milik Penuh Milik Tidak Penuh
(Milk al-Tamm) (Milk al-Nagish)

e I a b

Memiliki fisik (Milk al- Hanya memiliki Hanya memiliki

Ragabah) dan manfaatnya fisiknya (Milk al- Manfaatnya (Milk

(Milk al-manfa‘ah). Ragabah) al-Manfa‘ah)
-

-

G

Sifat: Jami‘, Mani’, dan ta’bid . }
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Pembagian kepemilikan menjadi kepemilikan penuh dan tidak penuh
tidak lepas dari diskusi ulama terkait kehartaan suatu benda (maliyyah
al-‘ain); vyaitu ketentuan syariah yang ditetapkan ulama yang
menyatakan bahwa manfaat merupakan unsur utama dalam harta;
suatu benda termasuk harta (mal/) jika benda tersebut boleh
dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya berdasarkan ketentuan
syariah (ma yubah intifa‘ syar‘an). Oleh karena itu, dalam fikih
mu‘amalat maliyyah juga dibahas mengenai cara memanfaatkan (tharig
al-intifa) dan/atau mengambil manfaat suatu benda berdasarkan
kebiasan yang berlaku dan dianggap baik oleh masyarakat ( ‘wrfj.

Benda secara fisik dan manfaatnya tidak dapat dipisahkan, namun
dapat dibedakan. Dalam hal harta diperjual-belikan, maka yang
menjadi mabi‘ (mahall al-‘agd) adalah benda secara fisik termasuk
manfaatnya; sedangkan dalam hal harta disewakan (dengan akad
ijjarah), maka yang ditansaksikan hanya manfaatnya; sementara benda-
fisiknya tidak ditransaksikan dalam akad ijarah.

D. Ketentaun Amwal-Mubahat

Ketentuan mengenai mal al-musya‘ bersinggungan dengan
ketentuan harta-mubahat (mal-mubahat) atau disebut dengan nama
harta milik publik (a/-milkiyyah al-‘ammah) atau milik-jama‘ah (al-
milkiyyah al-jama ‘iyyah), dan amwal-mubahat.

Amwal-mubahat merupakan istilah yang digunakan ulama terkait
benda yang disukai manusia dan boleh dimanfaatkan secara syariah
dalam kondisi normal (leluasa) tapi tidak ada pemiliknya. Kata mubahat
berasal dari kata abaha (yang secara bahasa berarti boleh [yubah berarti
dibolehkan]) dan bentuk kata bendanya adalah mubah (biasanya
diterjemahkan menjadi boleh [atau dibolehkan]) yang secara harfiah
dianggap sama dengan kata idzn yang secara harfiah berarti idzin;
dibolehkan berarti diidzinkan; karena benda yang belum ada
pemiliknya boleh atau diidzinkan untuk dimiliki pihak lain dengan cara-
cara yang dibenarkan berdasarkan ketentuan syariah; oleh karena itu,
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arti  mubah/mubahat (amwal-mubahat) secara terminologis adalah

benda yang belum dimiliki pihak tertentu (a/-mal al-ladzi lam yadkhul fi

milk insan); di antaranya adalah tanah terlantar (ardh-mawat), hewan

di hutan (shayd al-barr), hewan di sungai/laut (shayd al-bahr), air di

sumbernya (ma’ fi manabi‘ih), harta karun (kunuz), barang tambang

(ma‘adin), dan kayu (hathab) yang tumbuh di hutan.?

Benda-mubahat diidzinkan dan/atau dibolehkan menjadi milik
orang-perorang (milk-fardiyyah) dan milik bersama (milk-musytarak)
dengan cara penguasaan (/hraz) dan/atau melakukan eksploitasi (badz/
al-juhd) dan penguasaan yang bersifat terus-menerus (ist/imrar). Pada
bagian berikut dijelaskan secara rinci terkait ragam benda-mubahat
berikut cara-cara memilikinya berdasarkan ketentuan syariah.

1. Air (ma’, muh [bentuk tunggal] dan amwah, miyah [bentuk jamak]);
dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud (nomor 3477) dan lbn
Majah (nomor 2472) disampaikan bahwa Rasul SAW bersabda ( ;.G
S0 5200 2301 o8 3 :6,2); yang artinya, “manusia bersyirkah (menjadi
pemilik bersama) terhadap rumput, air, dan api.” Hadits ini selaras
dengan firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam QS al-
Bagarah (2): 29, dan QS al-Anfal (8): 11.

Air yang menjadi mal al-mubahat dimaksud dalam hadits tersebut

adalah air di mata air, sungai, solokan, dan laut sebelum dikuasai

pihak tertentu dengan cara Jihraz (pengambilan, pelatakan, dan
penguasaan); dalam hal air di mata air, sungai, solokan, dan laut
diambil dan dikuasai dengan cara disimpan di wadah tertentu (tangki
misalnya), maka air tersebut menjadi pihak yang mengambil,
menyimpan dan menguasainya. Dalam hal pihak tertentu menguasai
air melebihi kebutuhannya, pihak lain tidak boleh dilarang untuk
mengambilnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar (misal:

2Muhammad ‘Utsman Syubeir, al-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 129.

/ s \
- 141
I\

it
N 7
i



minum) guna menghindar dari kerusakan (misal: mati karena
kehausan).26
2. Rumput (al-kala’) secara harfiah berarti al-‘asyb (i//alang) dan rumput

(al-hasyisy); adapun yang dimaksud rumput yang menjadi harta-
mubahat adalah rumput dan/atau ilalang yang tumbuh pada tanah
tanpa pemilik tanpa ditanam dan/atau penaburan benih. Sedangkan
rumput dan ilalang yang tumbuh alami di atas tanah yang dimiliki
pihak tertentu, ulama berbeda pendapat terkait kepemilikan rumput
tersebut; yaitu:

a. Ulama Hanafiah dan Imam Ahmad (menurut satu riwayat)
berpendapat bahwa rumput yang tumbuh di atas tanah yang
dimiliki tertentu, termasuk harta-mubahat, pemilik tanah tidak
dapat menjadi pemilik atas rumput yang tumbuh di atas tanahnya
kecuali pemilik tanah melarang pihak lain untuk memasuki tanah
miliknya;

b. Ulama Syafi‘iyyah dan Imam Ahmad (menurut satu riwayat lain)
rumput yang tumbuh di atas tanah yang dimiliki tertentu, tidak
termasuk harta-mubahat, rumput tersebut merupakan milik
pemilik tanah; karena yang dimaksud rumput dalam hadits
riwayat Imam Abu Daud adalah rumput yang tumbuh alami di
atas tanah tanpa pemilik, seperti padang rumput tanpa pemilik;
dan

c. Ulama Malikiah membedakan tanah yang menjadi tempat
tumbuh rumput yang ada pemiliknya dibedakan menjadi dua: 1)
tanah-milik yang dipagar; dan 2) tanah-milik tanpa pagar.
Rumput yang tumbuh di atas milik pihak tertentu yang dipagar,
termasuk harta yang menjadi milik pemilik lahan; sedangkan
rumput yang tumbuh di atas milik pihak tertentu tanpa dipagar,

26Muhammad ‘Utsman Syubeir, al-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 130.
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termasuk harta-mubahat; karena membuat pagar (/hathah)
merupakan bagian dari penguasaan (/hraz).?”

E. Pengertian dan Ketentuan Harta Bersama

Penjelasan  mengenai konsep  kepemilikan secara  implisit
menunjukkan keterkaitan antara kepemilikan dengan kewenangan
(wilayah) dan/atau hak. Penjelasan kepemilikan penuh (milk al-tamm)
dan kepemilikan tidak penuh (milk al-nagish) pada dasarnya
berhubungan dengan kewenangan atau hak pemilik untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap harta miliknya.

Di samping membedakan kepemilikan menjadi kepemilikan-penuh
(milk al-tamm) dan kepemilikan tidak penuh (milk al-nagish), ulama
membedakan kepemilikan menjadi kepemilikan-umum (milkiyyah-
‘ammah [milkiyyah-jama ‘iyyah]) dan kepemilikan-khusus (milkiyyah-
khashshah). Kepemilikan-khusus lalu dibedakan menjadi dua; vyaitu
kepemlikan-khusus-perorangan (milkiyyah khashshah mustaqgillah) dan
kepemilikan-khusus-bersama (milkiyyah-khashshah musytarakah [atau
milkiyyah-khashshah isytirak]).28

Istilah lain juga dikenalkan oleh Labidh Bawbakr; kepemilikan suatu
benda dari segi jumlah pemilik dapat dibedakan menjadi dua; yaitu
benda yang dimiliki oleh orang-perorang (milk-munfarid); dan benda
yang dimiliki oleh banyak pihak (milk-muta‘addid); harta yang menjadi
milik perorangan disebut dengan nama ma/-mamluk; sedangkan harta

yang menjadi milik bersama disebut dengan nama ma/-musya “?°

2’Muhammad ‘Utsman Syubeir, al/-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 131.

28Muhammad ‘Utsman Syubeir, al-Madkhal ila Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyyah (Yordan: Dar al-Nafa’is. 2009), him. 125-127.

29Labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), hlm. 27-28.
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1. Pengertian a/-Mal al-Musytarak

Al-Mal al-Musytarak adalah harta yang dimiliki oleh sejumlah pihak
secara bersama; masing-masing pihak memilikinya secara proporsional
yang diketahui kuantitasnya, baik menggunakan angka relatif (misalnya
setengah, seperempat, seperdelapan, seperenambelas, dan seterusnya)
atau menggunakan angka absolut (misalnya A membeli tanah seluas 100
M? dari tanah yang bersertifikat nomor XXX seluas 500 M?; maka A
hanya memiliki 100 M2 dari tanah seluas 500 M2, atau 20%).3°

Musya/Syuyu® berasal dari sya'a (kata kerja dalam bentuk
lampau/past  tense) yang secara harfiah  berarti  campur
(ikhtilath/isytirak), tertumbuk (imtizaj), dan bagian (nashib/sahm/juz).
Di samping itu, lawan kata syuyu‘adalah gismah/maqgsum yang secara
harfiah berarti terbagi (terutama terbagi secara fisik), maka di antara arti
musya ‘secara harfiah adalah tidak terbagi (ghair al-magsum).?'

Arti musya‘juga dianggap berhubungan dengan arti zAuhur, intisyar,
dan tafarrug karena terkait dengan cara menjelaskan arti musya“ dari
segi lawan kata. Arti zhAuhur secara harfiah adalah jelas, dan terang; kata
musya‘merupakan kebalikan dari kata zhuhur; maka arti musya‘secara
harfiah adalah tidak jelas dan tidak terang. Arti intisyar secara harfiah
adalah tersebar dan tersiar; maka arti musya ‘secara harfiah adalah tidak
tersebar (karena tidak terbagi [‘adam al-gismah]); dan arti tafarrug
secara harfiah adalah terpecah atau berbeda; maka arti musya‘ secara
harfiah adalah menyatu atau tidak terpecah (‘adam al-tafarruq) atau

tidak berbeda (‘adam al-tamyiz).3?

30Labidh Bubakr, a/-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]
Dirasah Muqaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), hlm. 28-29.

31Labidh Bubakr, a/-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘fan] lkhtiyarfan] Dirasah
Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-)Jaza’ir: Jami‘ah
Wahran 01. 2015), him. 30.

32 abidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), hlm. 31.



Arti syuyu® atau musya“ secara istilah sebagaimana dijelaskan Ibn
Mazah al-Hanafi adalah sesuatu yang tercampur dengan yang lain (ma
yakun mukhtalith[an] bi ghairih). Dalam Majallat al-Ahkam al-'Adliyya
(pasal 183) dijelaskan bahwa yang dimaskud musya‘ adalah sesuatu
yang meliputi bagian-bagian tertentu (ma yahtawi ‘ala hishshash
sya’i‘ah); dan dalam Majallat al-Ahkam al-‘Adliyya (pasal 139)
dijelaskan bahwa yang dimaskud musya“ adalah porsi tertentu/bagian
tertentu dari harta yang bersifat musytarak (al-sahm al-sari ila kull juz’
min ajza’ al-mal al-musytarak).3? Setelah diketahui arti syuyu® atau
musya‘® secara harfiah, pengertian musya® secara terminologis
digabungkan dengan diksi kepemilikan (milkiyyah), maka mal al-musya“
berkaitan dengan kepemilikan musya® (milk al-musya’), ulama
menjelaskan bahaw:

a. Mushthafa al-Zarqa dalam a/-Madkhal al-Fighi al-‘Amm (1: 262)
menjelaskan bahwa (s3ixs ba o A2 (o ¢35 Bl 20 33 §LaL1 51 a0 AU
Biase 31 A& 2351 23 08 L@;,s,fg_sim); yang maksudnya, “kepemilikan-bersama
adalah kepemilikan (masing-masing pihak secara) proporsional tanpa
tentu batas-batas fisiknya dari harta yang terkumpul baik porsi besar
maupun porsi kecil;”34 dan

b. Dalam pasal 138 Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah dijelaskan bahwa
yang dimaksud mal al-musya“adalah (s gates Je sixi b [5h ¢La10);
yang maksudnya “(harta-musya‘ adalah) sesuatu yang terdiri atas
porsi-porsi kepemilikan;” dalam pasal 139 Majallat al-Ahkam al-
‘Adliyyah dijelaskan bahwa yang dimaksud porsi kepemilikan
(hishshah-sya’i'ah) adalah ((JWi ¢531 be ¢52 K ) @l il [(p daslad Laxll]
¢riill);  yang maksudnya, “(porsi  kepemilikan adalah) porsi

33Shalih Ibn Muhammad Ibn Sulaiman al-Sulthan, Ahkam al-Musya‘ ++++;

34labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), him. 32.
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kepemilikan yang berpengaruh terhadap seluruh porsi dari porsi-

porsi harta bersama.”3*

Catatan untuk Fatwa:

a.

Al-Mal al-Musytarak adalah harta yang jelas kuantitas atau
kualitasnya yang dimiliki banyak pihak, tanpa jelas batas-batas
kepemilikannya secara fisik;

Al-Mal al-Musya“® adalah porsi kepemilikan masing-masing
pihak dalam mal/ musytarak yang tidak jelas batas-batas
kepemilikannya secara fisik;

Al-Mal al-Ifraz adalah porsi kepemilikan masing-masing pihak
dalam mal isytirak yang jelas batas-batas kepemilikannya secara
fisik karena telah dibagi secara dipecah/splitting (qismah);
Qismah adalah akad pembagian a/-mal al-musytarak (yang
termasuk gabil Ii al-gismah) secara fisik sehingga jelas batas-batas
dan ukuran harta yang menjadi milik masing-masing pihak; dan
Muhaya’ah adalah akad pembagian manfaat a/-mal al-musytarak
karena al-mal al-musytarak tidak dapat dibagi secara fisik (ghair
gabil li al-gismah); sehingga tidak jelas batas-batas harta secara
fisik yang menjadi milik masing-masing pihak;

2. Pembagian Manfaat Ma/ al-Musya‘dan Mal al-lfraz
Musya‘dan /fraz merupakan dua diksi yang menunjukkan sifat harta.

Harta dalam fikih mu‘amalat maliyyah dibedakan menjadi dua; yaitu:

a.

Harta yang dapat dipecah (splitting [qabil Ii al-gismah]); yaitu harta

yang dapat dibagi-bagi secara fisik. Di antara harta tidak bergerak

(mal al-‘igqar) adalah tanah; tanah dapat diukur panjang dan

lebarnya sehingga dapat diketahui luasnya (misalnya tanah yang
panjangnya 200 M dan lebarnya 200 M, luasnya adalah 20.000 M?

35Labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syyu‘lan] lkhtiyar[an]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), him. 32.
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(2 Hektar). Harta bersama mungkin dibagi secara fisik dan juga

mungkin tidak dibagi secara fisik; misal:

1) dalam hal tanah seluas 2 H dimiliki oleh 3 orang karena sebab
hukum tertentu (misalnya warisan; yaitu harta peninggalan
setelah dikurangi kewajiban membayar utang yang meninggal dan
penunaian wasiatnya), maka tanah 2 H tersebut merupakan tanah
milik bersama (mal/ al-isytirak). Kemudian 3 orang pemilik
bersepakat untuk menjualnya kepada pihak lain dan disepakati
bahwa yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah nilai
atau harganya (biasanya uang), maka dari segi penjual, penjualan
tersebut termasuk bai‘ al-isytirak. Namun dari segi pembeli belum
tentu disebut bai* al-isytirak. Dalam hal pembeli hanya satu pihak,
maka obyek jual-beli bagi pembeli adalah 2 H tanah (menjadi
milik pembeli secara orang perorang [tidak termasuk mal al-
isytirak]); namun dalam hal pembeli lebih dari 1 orang, maka 2 H
tanah merupakan milik bersama para pembeli; maka dari segi
pembeli, jual-beli tersebut termasuk bai* al-isytirak, dan 2 H tanah
yang dibelinya disebut ma/ al-isytirak.

2) Dalam hal tanah 2 H milik 3 orang yang diterima karena sebagai
ahli waris; (2 orang ahli waris adalah anak perempuan, dan 1
orang lagi anak laki-laki); maka berdasarkan ketentuan fara’idh,
hak masing-masing anak perempuan adalah tanah seluas 5.000
M?2?; sedangkan tanah menjadi hak anak laki-laki adalah 1 H.
Kemudian mereka bersepakat membaginya secara fisik (gismah),
maka 2 H tanah setelah dibagi bukan lagi mal al-isytirak, tetapi
mal al-ifraz, yaitu harta yang telah dibagi-bagi secara fisik sesuai
dengan porsinya masing-masing.

b. Harta yang tidak dapat dibagi secara fisik (mal ghair gabil Ii al-
gismah); yaitu harta yang jika dibagi secara fisik akan berkurang atau
bahkan akan hilang kualitas manfaatnya. Di antara benda bergerak
(mal al-manqul [ghair al-‘iggar]) adalah kendaraan roda empat
(sering disebut mobil). Dalam hal 3 ahli waris (2 anak perempuan,
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dan 1 anak laki-laki) menerima harta waris hanya kendaraan roda
empat (yang nilainya 1 M), maka kendaraan roda empat tersebut
tidak dapat dibagi sebagaimana tanah; jika kendaraan tersebut dibagi
secara fisik, maka rusaklah nilai dan manfaatnya, maka kendaraan
roda empat secara fikih disebut ma/ ghair gabil Ii al-gismah. Oleh
karena itu, dikenal istilah lain dalam pemnafaatan harta bersama
(mal al-musya) vyang tidak dapat dibagi secara fisik, vyaitu
muhaya’ah.

Muhaya’ah pada hakikatnya adalah cara pembagian manfaat benda
milik bersama berdasarkan kesepakatan. Dalam hal kendaraan roda
empat dimiliki oleh tiga orang (sebagi ahli waris: 2 anak perempuan,
dan 1 anak laki-laki), maka anka laki-laki berhak setengah dari harta
peninggalan, dan masing-masing anak perempuan berhak
mendapatkan seperempatnya. Dengan porsi tersebut, boleh
bersepakat bahwa perode (muddah) pemanfaatan kendaraan roda
empat disepakati adalah setiap 1 (satu) tahun; maka anak lak-laki
dapat menerima manfaatnya selama 6 (enam) bulan; dan masing-
masing anak perempuan berhak menerima manfaatnya selama 3
bulan.

Pembagian manfaat benda yang demikian dalam sejarah adalah
kasus sumur Raumah; sebagaimana dijelaskan Ibn ‘Abd al-Barr
bahwa setengah sumur Raumah adalah milik ‘Utsman Ibn ‘Affan,
dan setengahnya lagi milik Yahudi Madinah; disepakati bahwa
kepemilikan manfaat sumur Raumah adalah bergantian (1 hari untuk
‘Utsman, dan 1 hari berikutnya untuk Yahudi); umat Islam boleh
mengambil air sumur Raumah pada saat manfaat sumur tersebut
adalah milik ‘Utsman Ibn ‘Affan. Dengan demikian, sebelum sumur
Raumah sepenuhnya menjadi milik ‘Utsman karena pembelian, maka
sumur Raumah adalah ma/ al-musya‘ dan dimiliki secara bersama
(disebut milk al-musya?); namun sumur tersebut menjadi ma/ al-ifraz
pada saat sumur tersebut sepenuhnya menjadi milik ‘Utsman Ibn
‘Affan.
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Guna mendalami kriteria dan/atau ketentuan kepemilikan bersama
(al-milkiyyah al-sya’i‘ah/al-musya’), ulama menjelaskan dua sub
penjelasan berikut:36
1. Kepemilikan bersama (milkiyyah-sya’i'ah) dan  kepemilikan

teridentifikasi (milkiyyah-mufarrazah); kepemilikan bersama yang

dimaksud sebagai terjemahan dari milkiyyah-sya’i‘'ah adalah bahwa
dua pihak atau lebih (malik-muta‘addid) menjadi pemiliki atas
barang tertentu yang diketahui porsi kepemilikan (Aishshah/sahm)
masing-masing pemilik misalnya setengan, sepertiga, seperempat dan
yang lainnya (diketahui secara ma‘nawi, tapi tidak diketahui secara
materi [madiyah]) sehingga tidak diketahui batas-batasnya secara
fisik. Misalnya, tanah dan bangunan dimiliki dua pihak, masing-
masing pihak menjadi pemilik atas keseluruhan harta serta bagian-
bagiannya; sedangkan kepemilikan teridentifikasi (milkiyyah-
mufarrazah) adalah benda tertentu dimiliki oleh pihak tertentu yang
jelas batas-batas fisiknya. Misalnya, tanah dan bangunan dimiliki dua
pihak; pihak yang satu menjadi pemilik atas tanah dan bangunan
bagin kiri, sedangkan pihak yang satu lagi menjadi pemilik atas tanah
dan bangunan bagin kanan; dan

2. Kewenangan pemilik atas mal/ al-musya‘ bersifat terbatas (sulthah-
dhayyigah) baik kewenangan untuk menggunakan (isti‘mal),
memanfaatkan/eksploitasi (/stjgh/al), maupun kewenangan untuk
melakukan perbuataan hukum lainnya (fasharrufj, baik yang bersifat
gawli (tasharruf-gawli) maupun yang bersifat tindakan (tasharruf-fi‘l)
karena terikat dengan kewenangan pihak pemilik lainnya; sedangkan
pemilik atas aset yang teridentifikasi (milkiyyah-mufarrazah) bersifat
mutlak dan hanya dibatasi oleh kemashlahatan umum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

36Labidh Bubakr, al-Tasharruf fi al-Mal al-Sya’i Syuyu‘[an] lkhtiyar[an]
Dirasah Mugaranah bain al-Figh al-Islami wa al-Qanun al-Madani (al-Jaza’ir:
Jami‘ah Wahran 01. 2015), him. 34-35.

i
4 149 \
I\ 7
LS



F. Lingkup Perbuatan Hukum Terhadap Mal al-Musya“

Mal-musya‘ dapat dijadikan obyek perbuatan hukum termasuk akad

dan igrar dalam fikih mu‘amalat maliyyah dan fikih ibadah. Shalih Ibn

Muhammad Ibn Sulaiman al-Sulthan menyampaikan bahwa:37

1.

Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek zakat;

Mal al-musya‘ dapat dijadikan obyek hadyu dan udhhiyyah;

Mal al-musya® dapat dijadikan obyek akad jual-beli (dikenal
dengan sitilah bai‘ al-musya’), baik secara keseluruhan (bai‘ al-
musya ‘ kamillan]) maupun bagiannya (ba/* juz’i al-musya’);

Mal al-musya‘ dapat dijadikan obyek akad rahn (dikenal dengan
istilah rahn al-musya’), baik secara keseluruhan (rahn al-musya‘
kamiflan]) maupun bagiannya (rahn juz’i al-musya’;

Mal al-musya‘ dapat dijadikan obyek shul (dikenal dengan istilah
shulh ‘an al-musya‘dan shulh bi al-musya’);

Mal al-musya‘ dalam kongsi usaha (musyarakah dan mudharabah)
dibahas dan ditetapkan terkait ikhtilath (percampuran) harta yang
dijadikan modal usaha (ra’s al-mal) dari masing-masing mitra,
pembagian keuntungan secara proporsional, dan pembebanan rugi
secara proporsional;

Mal al-musya‘ dapat dijadikan obyek akad sewa (jarah dan
dikenal dengan istilah jarat al-musya’) baik sewa dari satu mitra
dengan mitra lainnya (jarat al-musya‘ baina al-syuraka’), para
mitra mnyewakannya kepada pihak lain (jarat al-syarikain Ii al-
musya’), satu mitra menyewakan porsi hartanya kepada mitra
lainnya (jjarah ahad al-syarikain nashibih Ii syarikih), dan satu mitra
menyewakan porsi hartanya kepada selain mitra (jarah ahad al-
syarikain nashibih Ii ajnabiyy),

Mal al-musya‘ dapat dijadikan obyek akad i‘arah (dikenal dengan
i‘arah al-musya’), baik para pemilik bersama (syarik) terhadap

37Shalih Ibn Muhammad lbn Sulaiman lbn Sulthan, Ahkam al-Musya“ fi al-

Figh al-Islami (KSA: Jami‘ah al-lmam Muhammad Ibn Su‘ud al-Islamiyyah.
2002), vol. 1.
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seluruh harta bersama kepada pihak lain (/‘arah al-syarikain Ii al-
musya’), di antara mitra meminjamkan porsi miliknya kepada mitra
lainnya atau kepada selain mitra (/‘arah ahad al-syuraka’ Ii nashibih
min al-musya), di antara yang bermitra meminjamkan harta
bersama secara keseluruhan (/‘arah ahad al-syuraka’ li jami‘ al-
musya’;

9. Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek akad syufah;

10. Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek akad wadi‘ah;

11. Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek akad Aibah;

12. Mal al-musya‘dapat disedekahkan;

13. Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek wakaf;

14. Mal al-musya‘dapat dijadikan obyek wasiat; dan

15. Mal al-musya‘dapat dijadikan mahar dalam akad nikah.

G. Kriteria Mabi‘dalam Jual-Beli

Di antara perbuatan hukum (fasharruf) yang terkait dengan harta
adalah akad jual-beli (bai). Akad jual-beli adalah akad antara penjual
dan pembeli yang terdiri atas jab (dari penjual) dan gabu/ (dari
pembeli) yang mempertukarkan mabi‘ (apa yang dijual) dan #saman
(harga) yang dibayar dan/atau diserah-terimakan sesuai kesepakatan.

Jual-beli harta secara musya“ dibahas dan merupakan bagian dari
pembahasan mengengenai 7 (tujuh) syarat mabi‘ (harta yang dijual)
kecuali yang ditentukan lain dalam syariah; yaitu:38
1. mabi‘harus benda yang termasuk harta;

2. mabi‘harus benda yang bernilai (mutagawwam);

3. mabi‘harus ada (wujud) pada saat akad jual-beli dilakukan;

4. mabi‘ harus benda yang dapat dimiliki dan menjadi milik penjual
pada saat akad jual-beli dilakukan;

38Muhammad Tagqiy al-‘Utsmani, Figh al-Buyu® ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah
ma‘a Tathbigatih al-Mu‘ashirah Mugaranfan] bi al-Qawanin al-Wadh ‘iyyah
(Pakistan: Maktabah Ma‘arif al-Qur’an. 2015), him. 261-417.
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5. mabi‘harus benda yang dapat diserah-terimakan (magdur al-taslim)
pada saat akad jual-beli dilakukan;

6. mabi‘harus diketahui kuantitas dan/atau kualitasnya (ma /um [tidak
gharar-fahisy]); dan

7. mabi‘harus dikuasai oleh penjual (gabdh/ihraz) pada saat akad jual-
beli dilakukan.

H. Gharar dan Ma‘lum dalam Mal al-Musya*

Bai* al-musya‘ merupakan bagian dari syarat keenam; yaitu mabi‘
harus diketahui kuantitas dan/atau kualitasnya (mafum [tidak gharar-
fahisyl). Secara tidak langsung, syarat ini terkait dengan ketentuan
gharar. Dalam Mi‘yar Syari Nomor 31 dijelaskan bahwa gharar adalah
keadaan aktivitas mu‘amalat maliyyah yang salah satu rukun tidak
terpenuhi sehingga posisi dari eksistensi akad yang dilakukan berada
antara ada (terpenuhi syarat /n‘igad) dan tidak ada (‘adam).

Gharar secara umum dibedakan menjadi dua; yaitu gharar-fahisy dan
gharir-yasir. Gharar dinyatakan sebagai gharar-fahisy jika gharar tersebut
berpotensi melahirkan perselisihan dan/atau sengketa (niza); dan
gharar dinyatakan sebagai gharar-yasir jika gharar tersebut tidak
berpotensi melahirkan perselisihan dan/atau sengketa (niza)).
Ketentuannya adalah bahwa:

1. gharar yang menjadi sebab rusak (fasad) akad adalah hanya gharar-
fahisy (gharar-yasir tidak menjadi sebab akad yang dilakukan
menjadi fasad);

2. gharar-fahisy menjadi sebab fasad akad yang bersifat tijarah baik
yang bersifat pertukaran (antara lain akad jual-beli, sewa, dan
ju‘alah), maupun akad yang bersifat kongsi usaha (musyarakah,
mudharabah, muzara‘ah, dan mukhabarah); gharar-fahisy tidak
menjadi sebab fasad akad-akad yang bersifat sosial (fabarru‘af);

3. gharar terjadi pada pokok akad (ashalah); gharar-fahisy tidak
menjadi sebab fasad akad yang pada obyek ikutan (faba‘iyyah).
Misalnya umat Islam dilarang melakukan jual-beli buah yang belum
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layak panan (karena posisi buah yang belum layak panen merupakan
obyek pokok [ashalah]); namun umat Islam boleh melakukan jual-
beli pohon yang buahnya belum layak dipanen (karena yang
menjadi obyek pokok [ashalah] adalah pohonnya, sementara buah
yang belum layak panen termasuk obyek ikutan [taba 7yyah]); dan

4. tidak ada kondisi yang memaksa (hajah) untuk melakukan transaksi
yang gharar (gharar-fahisy); dalam kondisi terpaksa, gharar-fahisy
tidak menjadi sebab batal akad tijarah yang dilakukan.3®
Ketentuan bahwa mabi‘ harus ma‘lum (tidak gharar-fahisy) pada

dasarnya merupakan topik utama terkait status hukum jual-beli musya*

karena istilah lain yang mirip dengan istilah musya‘adalah ikhtilath al-

mal (percampuran harta) sebagai syarat sahnya akad syirkah; yaitu harta

yang berasal dari masing-masing mitra (syarik) dijadikan ra’s al-mal

yang harus disatukan secara hukum sehingga tidak teridentifikasi secara

hukum milik masing-masing mitra secara fisik

1. penafsiran sebagaimana dijelaskan dalam Majallat al-Ahkam al-
‘Adliyya pasal 215 yang menyatakan bahwa ( 3 € as3ihs 3ls 250 e
famio 351 (48 olylas Jlie (s 501 5 aladll); yang maksudnya, “jual-beli porsi
kepemilikan yang diketahui kuantitasnya mislanya sepertiga,
setengah dan sepersepuluh dari harta tidak bergerak yang dimiliki
(pihak tertentu) sebelum dpastikan batas-batasnya (sebelum
teridentifikasi secara pasti), adalah sah (hukumnya).” Jadi, yang
dimaksud ma/um (jelas) dalam hal ini adalah angka relatif (misalnya
sepertiga, setengah, dan sepersepuluh dari bendanya secara fisik)
dalam Majallat al-Ahkam al-‘Adliyya, sepertiga atau setengah dari
benda tidak bergerak (mal-‘iggar) yang sudah jelas kuantitas,
kualitas, atau ukurannya; dan

2. penafsiran sebagaimana fatwa DSN-MUI terkait porsi (hishshah) yang
ditransaksikan sebagai bagian dari akad Musyarakah Mutanagishah

3%Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja‘ah li al-Mu’assasat al-Maliyyah al-
Islamiyyah, a/-Ma‘ayyir al-Syar‘iyyah (Bahrain: Hai’ah al-Muhasabah wa al-
Muraja‘ah li al-Mu’assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah. 2009), him. 420-421.
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(MMQ) dan juga berhubungan dengan jual-beli surat berharga
(termasuk Surat Berharga Syariah Negara [SBSN]), yaitu sepetiga,
setengah, atau sepersepuluh dari nilai (gimah) harta yang dijadikan
underlying (ushul al-shukuk) dalam penerbitannya. Misalnya Negara
menerbitkan SBSN dengan menjadikan 10 (sepuluh) tanah dan
bangunan milik Negara (dikenal dengan istilah BMN [Barang Milik
negara]) dengan nilai 10 (sepuluh) Milyar; setiap unit/hishshah
bernilai 1 (satu) juta; maka pada saat jual-beli Aishshah sebanyak 5
(lima) lembar, maka nilainya 5 (lima) juta dari 10 M (bukan dari 10
[sepuluh] bangunan fisiknya).

I. Status Hukum Jual-Beli Ma/ al-Musya*

Empat imam madzhab sependapat bahwa harta yang bersifat musya*
dapat (boleh) diperjual-belikan baik kepemilikan secara musya“ atas
bangunan, tanah, maupun barang dagangan ( ‘vrudh al-tjjarah)*® dengan
syarat bahwa jual-beli tersebut tidak memudharatkan pihak atau syarik
lain sesuai dengan kaidah /a dharar wa la dhirar.

Menurut Imam lbn Taimiah, jual-beli musya‘ boleh dilakukan atas
dasar kesepakatan umat Islam sebagaimana didasarkan pada sabda
Rasul SAW (45,2 (34 & dais & 4 U 56 Luls 51 2y 51 ool @ Sy 4 66 U35 &)
yang maksudnya: “siapa saja yang memiliki barang secara musya‘ baik
berupa tanah, rumah, maupun kebun, tidak halal menjualnya kecuali
setelah mendapat idzin dari mitranya.” Imam Ibn Taimiah berpendapat
bahwa bai* al-musya‘ kepada selain mitra boleh dilakukan dalam hal
mendapat idzin dari mitra lainnya.

Dengan demikian, pendapat Ibn Taimiah tidak sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Majallat al-Ahkam (pasal 215) yang

4O\Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. XVI, him.
290.

#Tagiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, Majmu"* al-Fatawa (Kairo: Dar
al-Hadits. 2006), vol. XV, juz XXIX, hlm. 133-134.
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menetapkan bahwa (cb,201 o)) o3l wslad aalll 2axl 4 &eg); yang
maksudnya “jual-beli musya® (porsi kepemilikan) yang diketahui
kuantitas kepemilikannya tanpa idzin dari mitra lainnya.”42

Al-‘Alamah Khalid Atasi RA menguraikan ketentuan Majallat al-
Ahkam (pasal 215) dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut
tidak bersifat mutlak: 1) dalam hal jual-beli musya® berpotensi
memudharatkan mitra lain, maka jual-beli musya ‘tidak boleh dilakukan
kecuali setelah mendapat idzin dari mitra lainnya; dan 2) dalam hal
jual-beli musya‘tidak berpotensi memudharatkan mitra lain, maka jual-
beli musya“ boleh dilakukan tanpa idzin dari mitra lainnya. Al-‘Alamah
Khalid Atasi RA menegaskan bahwa %/lah atau manath hukum dari
harus ada atau tidak perlu idzin mitra lain dalam ba/‘ al-musya‘ adalah
dharar (kemudharatan terhadap penjual, pembeli, atau mitra).*

Di samping ketentuan Majallat al-Ahkam al-'Adliyya pasal 215 yang
menyatakan bahwa (5551 015 olslis e b il 5 cataill § i€ a3las 2005 250> 4
%ix); yang maksudnya, “jual-beli porsi kepemilikan yang diketahui
kuantitasnya mislanya sepertiga, setengah dan sepersepuluh dari harta
tidak bergerak yang dimiliki (pihak tertentu) sebelum dipastikan batas-
batasnya (sebelum teridentifikasi secara pasti), adalah sah (hukumnya);
dan dinyatakan bahwa (ei,20 o) sl wilad 2aslall aiaxdl 45 ze3); yang
artinya, “sah (hukumnya) jual-beli porsi yang jelas ukurannya;” °‘Ali
Haidar menjelaskan bahwa pasal tersebut berhubungan dengan
ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lainnya; yaitu:

“2Muhammad Tagqiy al-‘Utsmani, Figh al-Buyu® ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah
ma‘a Tathbigatih al-Mu‘ashirah Muqgaranfan] bi al-Qawanin al-Wadh iyyah
(Pakistan: Maktabah Ma‘arif al-Qur’an. 2015), hlm. 375-376; ‘Ali Haidar,
Durur al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah.
1991), vol. I, him. 163-165.

“Muhammad Taqiy al-‘Utsmani, Figh al-Buyu® ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah
ma‘a Tathbigatih al-Mu‘ashirah Mugaranfan] bi al-Qawanin al-Wadh iyyah
(Pakistan: Maktabah Ma‘arif al-Qur’an. 2015), him. 376. Lihat Syarh Majallah
karya al-‘Alamah Khalid al-Atasi (2: 109).
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1. pasal 1071 (47140 5323 ¥ 50,591 030 el elll) § Matid Siaty O &0, 200 159 535
<l 2l hias Bad (5.5); yang maksudnya “di antara pihak yang
bersyirkah dibolehkan melakukan perbuatan hukum secara bebas
terhadap harta milik bersama atas dasar idzin dari mitra lainnya
tapi, syarik (yang memperoleh idzin (fasharruf) tersebut tidak
melakukan perbuatan hukum yang memudharatkan mitra lainnya;”

2. pasal 1072 (13 & 52 «ghas Al 5 difas ay: 4 alih, 5391 55 O 086,20 158 o
BB 5 O Ol 5 kel Qliag G A8 oy pudd 26,501 5 2aial) Y6 Lags S50 A0 8
Gl Jibg 7 4B aaesl); yang maksudnya “di antara pihak yang
bermitra tidak boleh memaksa mitra lainnya dengan mengatakan,
juallah kepadaku porsi milikmu, atau belillah porsi milikku; namun
dalam harta-bersama dapat dibagi dan mitra lainnya hadir (ada),
dia berhak meminta harta-bersama untuk dibagi; dan dalam hal
harta-bersama tidak dapat dibagi, maka dia dapat menuntut
pembagiannya secara muhaya'ah;”

3. pasal 1073 (2 ¢ ppmind 2 Gliial G elill 2852 3 285280 g5 ool pads
fmi ¥ 2 51 AN olsaadl o s atan (s AT Bax (&40 158 153 13)); yang
maksudnya “hasil dari harta-bersama dalam syirkah-milik dibagi
harus sesuai porsi kepemilikannya; oleh karena, jika disepakati
bahwa susu dari hewan atau hasil (lain) dari harta-bersama, maka
kesepakatan tersebut tidak sah;”

4. pasal 19 (55 ¥ 5 535 ¥), yang maksudnya “tidak boleh menyulitkan
pihak lain; dan tidak boleh membalas kesulitan dengan kesulitan
yang sama.”

5. pasal 24 (3silise g0 g5 131), yang maksudnya “jika sebab dilarangnya
sesuatu telah hilang, maka yang dilarang kembali (kepada keadaan
semula; yaitu boleh).”

Dengan demikian, ketentuan jual-beli musya‘ dapat dikelompokkan
menjadi dua: pertama, jual-beli beli musya‘ yang dilakukan sesama
mitra (dari mitra [syarik] ke mitra [syarik] lain); ulama sependapat
bahwa jual-beli musya‘ dari syarik kepada syarik lain adalah boleh

(Jjawaz/ja’iz) selama memenuhi syarat subyektif (subyek hukum



lahliyyat al-wujub wa al-ada’]) dan syarat obyektif (ketentuan terkait
shighat al-‘aqd, mabi’, dan tsaman) dalam akad jual-beli.

Kedua, jual-beli beli musya‘ yang dilakukan mitra (syarik) kepada
selain mitra. Ulama sependapat bahwa menjual musya‘yang dilakukan
mitra (syarik) kepada selain mitra adalah boleh; namun mereka berbeda
dalam menentukan syaratnya. Ulama Hanafiah (dalam Majallat al-
Ahkam [pasal 215]) membolehkan jual-beli musya“ antara mitra (syarik)
dengan selain mitra meskipun dilakukan tanpa persetujuan (idzn) dari
mitra liannya; sedangkan Ibn Taimiah membolehlah jual-beli musya“
antara mitra dengan selain mitra dengan syarat mendapat persetujuan
dari mitra lainnya; dan Al-‘Alamah Khalid Atasi RA menyatakan bahwa
manath al-hkm idzin mitra lainnya dalam jual-beli musya‘ adalah
dharar; yaitu jual-beli musya“ antara mitra dengan pihak lain boleh
dilakukan dengan syarat penjual, pembeli, dan mitra (dalam
kepemilikan musya’) terhindar dari dharar.

Pendapat ulama terkait jual-beli musya‘ sesama mitra dan kepada
selain mitra patut dipertimbangkan dalam menentukan diktum fatwa
yang melengkapi fatwa sebelumnya, yaitu fatwa tentang Musyarakah
Mutanagishah (MMQ); janji untuk melakukan jual-beli secara bertahap
(al-bai* al-tadrijiy dan pelaksanaannya dilakukan antara LKS dan
nasabah selaku mitra dalam MMQ; oleh karena itu, karena jual-beli
musya ‘dilakukan oleh mitra-mitra dalam MMQ, maka jual-beli tersebut
boleh dilakukan berdasarkan akad yang sah sebagaimana jumhur
fugaha membolehkannya.

Skema jual-beli musya“antara LKS selaku mitra dalam MMQ dengan
pihak lain juga memungkinkan dilakukan, terutama dalam hal LKS
selaku mitra digantikan posisinya oleh mitra-baru dalam MMQ yang
sudah berjalan antara LKS dengan nasabah; penggantian mitra (LKS) dan
MMQ mirip dengan ketentuan subrogasi dan cessie dalam KUHPerdata;
hanya saja yang dialihkan bukan piutang sebagaimana dalam ketentuan
perdata, tetapi yang dialihkan adalah aset-fisik (‘ain) yang bersifat
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musya“ yang dilakukan dengan cara melakukan akad jual-beli musya“
(bukan skema jual-beli piutang [bai‘ al-dain]).

Dengan pendekatan kehati-hatian (/Atiyath) dalam rangka mitigasi
timbulnya dharar terhadap pihak-pihak, jual-beli musya‘ antara mitra
(dalam hal ini LKS) dengan pihak lain seharusnya dilakukan berdasarkan
idzin dari mitra lainnya; agar nasabah selaku mitra dalam MMQ
mengetahui pihak yang berwenang menjadi penjual dalam jual-beli
musya“ yang dilakukan secara berulang (fadriji) sebagai ikhtiar
mengakhiri akad MMQ.

G. Ketentuan Sewa Porsi (/jarah al-Musya)

Di antara perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta adalah
sewa (jjarah). Akad ijarah adalah akad antara mustajir (penyewa) dan
mujir/ajir (penyedia jasa) yang terdiri atas jab (dari mujir/ajir) dan
gabul (dari musta’jir) yang mempertukarkan manfa‘ah (manfaat barang
dan/atau jasa pihak tertentu) dan wjrah (imbalan) yang dibayar
dan/atau diserah-terimakan sesuai kesepakatan.

Pada hakikatnya akad jual-beli sama dengan akad ijarah; yang
berbeda adalah obyek akadnya. Sebagai sudah disinggung pada bagian
pembahasan mengenai harta, harta adalah benda yang boleh
dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya berdasarkan ketentuan
syariah. Suatu benda tidak akan disebut harta jika tidak ada manfaatnya
(bahkan kalau ada manfaatnya tapi tidak sesuai ketentuan syariah,
maka manfaat tersebut tertolak dalam syariah); oleh karena itu, harta
adalah benda yang terdiri atas: benda-fisik berupa benda yang tampak
(‘ain al-mu‘ayyanah baik yang bergerak [manqull maupun tidak
bergerak [‘ggar]); dan sisi manfaat yang bersifat abstrak (meskipun
dalam literatur dikenal istilah manfa‘ah madiyah [manfaat-material] dan
manfa‘ah-‘arudhiyyah [manfaat-imaterial; manfaat yang diterima
pengguna karena penggunaan benda yang dilakukannya]).

Obyek akad (ma‘qud ‘alaih) jual-beli adalah mabi‘ dan tsaman.

Mabi‘ mencakup benda fisik (‘ain al-mu‘ayyanah) dan manfaatnya
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sehingga akad jual-beli termasuk akad yang menghasilkan kondisi
sempurna dan penjual dan pembeli menjadi pemilik muthlaq atas mabi*
dan t#saman. Mabi‘ yang awalnya milik penjual berubah menjadi milik
pembeli; dan #saman yang awalnya milik pembeli berubah menjadi
milik penjual. Sedangkan obyek akad ijarah adalah manfaat (manfaat
dari barang atau jasa seseorang) dan ujrah; sementara barang yang
disewa (mahall al-manfa‘ah) tidak beralih kepemilikannya (tetap milik
mu’jir), yang ditransaksikan hanyalah manfaatnya.

Akad ijarah secara umum dibedakan menjadi dua; yaitu ijarah atas
barang (jjarah ‘ala al-a‘mal [subyeknya adalah mu’jir dan mustajjin)
dan ijarah atas jasa/pekerjaan orang baik satu orang maupun sejumlah
orang [subyeknya adalah musta’jir dan ajif). ljarah al-musya‘ yang
dibahas pada kesempatakan ini merupakan pengembangan dari akad
ijarah atas barang (jjarah ‘ala al-a‘yan).

Sebagaimana skema jual-beli musya’, sewa atas musya‘ (jjarah al-
musya’) juga berpotensi dilakukan oleh mitra-mitra secara internal dan
dapat pula dilakukan penyewaan oleh selain mitra. Ulama sependapat
tentang bolehnya sewa oleh mitra (syarik) dari mitra lainnya yang
bersifat kongsi-kontraktual (syirkah-‘uqud) maupun kongsi-kepemilikan
(syirkah-amlak).

ljarah dalam MMQ (syirkah-‘uqua) selama ini pada dasarnya tidak
dapat dikategorikan sebagai jjarah al-musya’, karena nasabah sebagai
entitas menyewa aset-fisik tertentu (misalnya tanah dan bangunan di
atasnya) kepada entitas syarikah (yang terdiri atas LKS dan nasabah)
sebagai bagian dari usaha kongsi (/stitsmar dari akad MMQ); ujrah yang
diterima entitas syarikah dibagi antara LKS dan nasabah berdasarkan
nisbah yang disepakati; hal ini telah dan sedang berjalan di masyarakat
sebagaimana dilakukan antara LKS dan nasabah dalam penyaluran dana
dengan menggunakan skema MMQ.

ljarah a/-musya‘ memungkinkan dilakukan dalam kongsi-kepemilikan
(syirkah-amlak). llustrasinya adalah LKS dan bank sepakat melakukan
akad MMQ-milik (bank menyertakan dana sebesar 100 juta; dan
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nasabah juga menyertakan dana sebesar 100 juta; uang sebesar 200 juta
dibelikan tanah dan bangunan di atasnya sebagai modal usaha syirkah-
milik), nasabah berjanji untuk menyewa porsi milik bank (jarah al-
musya) dan juga berjanji membeli porsi milik bank (bai‘ al-musya)
secara bertahap (disebut dengan istilah a/-bai* al-tadriji).

Karena yang disewa oleh nasabah adalah porsi milik LKS (jarah al-
musya’), maka ujrah yang dibayar oleh nasabah kepada LKS
sepenuhnya menjadi hak milik LKS (tanpa perlu dibagihasilkan dengan
nasabah sebagaimana MMQ-Kontraktual).

Ulama sependapat bahwa akad Jjarah al-musya‘ boleh dilakukan
antara mitra yang satu dengan mitra lainnya. llustrasi di atas yang
menjelaskan usaha kongsi yang dilakukan antara LKS dan nasabah
(dalam bentuk syirkah-kepemilikan), LKS dan nasabah masing-masing
berkedudukan sebagai syarik, dan porsi milik LKS disewa oleh nasabah,
merupakan contoh ilustrasi yang disepakati kebolehannya.**

Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait kebolehan ijarah
al-musya‘ yang dilakukan antara mitra dengan selain mitra; yaitu:+
1. Ulama Malikiah dan Syafi‘iah serta Abu Yusuf dan Muhammad al-

Syaibani (Hanafiah) membolehkan jarah al-musya‘yang dilakukan
antara mitra dengan selain mitra karena mitra melakukan perbuatan
hukum terhadap harta yang menjadi miliknya (memiliki kewenangan
untuk menyewakannya) sebagaimana syarik dibolehkan menjual
harta miliknya; dan harta-musya“ yang disewakan dapat diserah-
terimakan (maqgdur al-taslim) secara muhaya’'ah (bukan secara
gismah); dan

4\Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-lslamiyyah. 2012), vol. XVI, him.
291.

“Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, a/-Mausu‘ah al-Fighiyyah
(Kuwait: Wizarat al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah. 2012), vol. XVI, him.
291.
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2. Imam Abu Hanifah dan Imam Zufar (Hanafiah) mengharamkan
jarah al-musya‘ yang dilakukan antara mitra dengan selain mitra
karena harta-musya“ yang disewakan tidak dapat diserah-terimakan.
Dengan demikian, karena kebolehan jarah al-musya‘ kepada selain

mitra dianalogikan pada akad jual-beli musya‘ kepada selain mitra,
maka berlaku ketentuan jual-beli musya‘ kepada selain mitra dalam
jjarah al-musya‘ kepada selain mitra; yaitu akad jarah musya‘dengan
selain mitra boleh dilakukan setelah mendapat idzin dari mitra lainnya
serta tidak memudaharatkan mitra dan penyewa (mustajir).

H. Mempertimbangkan Akad Muhaya’ah

Guna memudahkan pemahaman mengenai bai‘ al-musya‘san fjjarah
al-musya’, kiranya perlu dijelaskan dulu mengenai muhaya’ah.
Muhaya’ah adalah akad (kesepakatan) mengenai pembagian waktu
penguasaan dan pemanfaatan harta bersama (gtﬁ:\ Lid he Sl (2).4°
Dalil akad muhaya’ah adalah ayat al-Qur’an, sunah Nabi Muhammad
Saw, dan /istihsan; yaitu: 47
1. QS al-Syu‘ara (26): 155, Allah berfirman: ( s3 Ziya x855 s 1 436 oa JB6

#3a3); yang artinya "(Nabi Shalih As menjawab, ini seekor unta

4\¥/ahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2006), vol. VI, hlm. 4773-4774; "Abd al-Sattar Abu Ghadah, Buhuts fi al-
Muamalat wa al-Asalib al-Mashrafiyyah al-Islamiyyah (KSA: Majmu™ah Dallah
Barakah. 2003), vol. I, him. 131-132; “Abd al-Sattar Abu Ghadah, Buhuts fi al-
Muamalat wa al-Asalib al-Mashrafiyyah al-Islamiyyah (KSA: Majmu™ah Dallah
Barakah. 2003), vol. I, him. 132; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn
Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat
al-Mugtashid (Beirut: Dar al-Kutub al-"lImiyyah. 2010), him. 658.

4"Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr.
2006), vol. VI, hlm. 4774; Rafiq Yunus al-Mishri, Figh al-Mu amalat al-
Maliyyah (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm. 235; Ali Haidar, Durar al-
Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub al-"llmiyyah. 1991),
vol. X, him. 191-192.



betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu

mempunya giliran pula untuk mendapatkan air pada hari tertentu;”

. Hadits £ */iyah, yaitu: (i Gasid! saY] e nd JS).\.. 5552 @ aed iy aile i Lo &

w58 Je O3k 15K 5,4 20%6); yang artinya: "sesungguhnya pada perang
Badar, ada 70 unta, lalu Rasulullah Saw membaginya setiap 1 ekor
unta untuk 3 orang, dan mereka menungganginya (sebagai
kendaraan) secara bergantian;” dan

3. Istihsan; dalam kitab Radd al-Muhtar (5/189) dijelaskan bahwa

muhaya’ah termasuk akad yang dibolehkan berdasarkan istihsan dan

karena terdapat kebutuhan nyata (a/-hajah) untuk melakukannya
pada saat terdapat kesulitan (udzur) apabila suatu barang
dimanfaatkan secara bersama-sama.”

Dengan menerima muhaya’ah sebagai akad atau perjanjian terkait

pembagian manfaat harta bersama (milk al-isytirak) , maka dapat dibuat

ilustrasi berikut:

1.

Kuda karena sebab hukum tertentu yang sah, dimiliki oleh 3 orang
(A, B, dan C); kuda disebut ma/ al-isytirak; karena dimiliki bersama
oleh A, B, dan C, tanpa jelas batas kepemilikan masing-masing pihak
(karena kuda termasuk harta yang tidak dapat dibagi [ma/ ghair gabil
i al-gismah]); satu kuda disebut ma/ al-isytirak; dan porsi kepemlikan
A, B, dan C disebut mal al-musya® (masing-masing porsi
kepemilikannya adalah 33,3%); dan bagian dari mal al-musya’
disebut dengan naman Ahishshah. Dengan demikian, hishshah
merupakan bagian dari ma/ al-musya’, dan mal al-musya‘ merupakan
bagian dari mal al-isytirak.

2. Tiga pemilik bersepakat bahwa periode pembagian manfaat adalah 3

(tiga) bulan; sehingga setiap bulan pemilik manfaat kuda tersebut
berubah-ubah. Misalnya disepakati pembagian manfaat sebagai
berikut:

s N

162

N
W 2

7



No Bulan Pihak
Januari — April- Juli- Oktober A
Pebruari — Mei — Agustus — November B
Maret — Juni — September -Desember C

I. Penutup

Jual-beli al-mal al-musytarak mencakup jual-beli al-musytarak itu
sendiri berikut jual-beli bagian dari a/-mal al-masytarak (juz’ min al-mal
al-musytarak [dikenal dengan istilah bai‘ al-musya]) dan jual-beli porsi
dari al-mal al-musya‘ (dikenal dengan unit-Aishshah).

1. Jual-beli al-mal al-musytarak; yakni penjualan al-mal al-musytarak
oleh mitra atas dasar kesepakatan mitra-mitra (syirkah al-milk) atau
dijual oleh salah satu mitra atas nama mitra lainnya (syirkah al-
‘uqua) kepada pihak lain; berlaku ketentuan jual-beli secara umum
baik terkait shighat akad, pihak yang melakukan akad, maupun
objek akad;

2. Jual-beli al-mal al-musya‘ dan unit hishshah dibolehkan baik dijual
kepada mitra lainnya maupun dijual kepada selain mitra. Penjualan
al-mal al-musyakepada selain mitra boleh dilakukan setelah
mendapat idzin dari mitra atau mitra-mitra lainnya dan tidak
memudharatkan mitra atau mitra-mitra lainnya;

3. Menyewakan al-mal al-musytarak; yakni menyewakan a/l-mal al-
musytarak oleh mitra atas dasar kesepakatan mitra-mitra (syirkah al-
milk) atau disewakan oleh salah satu mitra atas nama mitra lainnya
(syirkah al-‘uqud) kepada pihak lain; berlaku ketentuan ijarah secara
umum baik terkait shighat akad, pihak yang melakukan akad,
maupun objek akad;

4. Menyewakan al-mal al-musya‘ dibolehkan baik disewakan kepada
mitra lain maupun kepada selain mitra. A/-mal al-musya‘ boleh
disewakan kepada pihak lain jika telah mendapat izin dari mitra atau
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mitra-mitra lainnya serta tidak memudharatkan mitra atau mitra-
mitra lainnya;

. Pembagian manfaat al/-mal al-musytarak dapat dilakukan dengan
skema akad muhaya’ah baik terkait periode atau putarannya
maupun cara pemanfaatannya berdasarkan kebiasan baik yang

berlaku di msyarakat.
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